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Abstrak 

Transformasi perguruan tinggi dari kampus digital menuju kampus cerdas berbasis kecerdasan 
buatan (AI) bukanlah perpindahan sederhana dari layanan manual ke aplikasi daring. Perubahan ini 
menyangkut cara universitas memahami misi, mengelola data, merancang pembelajaran, 
menghasilkan pengetahuan, memberi layanan, mengoperasikan ruang fisik, dan 
mempertanggungjawabkan keputusan. Kampus cerdas dipahami sebagai sistem sosial-teknis yang 
mampu menghubungkan data, manusia, proses, dan infrastruktur untuk menghasilkan keputusan yang 
lebih tepat, adaptif, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Artikel ini membangun kerangka konseptual dan 
operasional untuk memahami transisi tersebut. Pembahasan mencakup arsitektur teknologi, tata 
kelola data, AI generatif, learning analytics, riset, layanan mahasiswa, smart building, keamanan siber, 
etika, kepemimpinan, kurikulum, strategi implementasi Indonesia, pengukuran dampak, serta skenario 
masa depan. Argumen utamanya ialah bahwa kecerdasan kampus tidak terletak pada banyaknya 
algoritma, melainkan pada kapasitas kolektif untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab 
demi pembentukan manusia, produksi pengetahuan, dan nilai publik. Investasi AI harus berjalan 
bersama penguatan literasi, interoperabilitas, keamanan, partisipasi, dan mekanisme koreksi. 

Kata Kunci 
kampus digital; kampus cerdas; kecerdasan buatan; AI generatif; learning analytics; tata kelola data; 
transformasi digital; pendidikan tinggi; etika algoritmik; smart campus; Indonesia 
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Cara Membaca Artikel 
Artikel ini disusun sebagai narasi konseptual sekaligus panduan manajerial. Setiap bab memiliki fokus 
analitis yang berbeda agar pembaca mengikuti perjalanan dari fondasi, desain, dan layanan menuju 
tata kelola, implementasi, evaluasi, dan kepemimpinan. Contoh yang digunakan bersifat ilustratif dan 
membantu pembaca menguji gagasan pada konteks perguruan tinggi masing-masing. 

Daftar Isi Ringkas 

Bab 1: Membaca Perubahan: dari Digitalisasi ke Kecerdasan Institusional 
Bab 2: Arsitektur Kampus Cerdas Berbasis AI 
Bab 3: Data sebagai Infrastruktur Pengetahuan Universitas 
Bab 4: AI untuk Pembelajaran: dari LMS menuju Ekosistem Belajar Adaptif 
Bab 5: AI untuk Riset, Inovasi, dan Hilirisasi Pengetahuan 
Bab 6: Layanan Mahasiswa dan Administrasi yang Prediktif tetapi Manusiawi 
Bab 7: Tata Kelola, Etika, dan Akuntabilitas Algoritmik 
Bab 8: Keamanan Siber, Privasi, dan Ketahanan Operasional 
Bab 9: Kampus Fisik yang Cerdas, Hijau, dan Terhubung 
Bab 10: Organisasi, Kepemimpinan, dan Masa Depan Pekerjaan Akademik 
Bab 11: Kurikulum, Keterampilan, dan Relevansi Lulusan 
Bab 12: Strategi Implementasi untuk Perguruan Tinggi di Indonesia 
Bab 13: Pengukuran Dampak dan Maturitas Kampus Cerdas 
Bab 14: Skenario Masa Depan dan Agenda Kepemimpinan 
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Glossarium 

AI generatif: Sistem AI yang menghasilkan teks, gambar, kode, audio, atau bentuk keluaran lain 
berdasarkan pola yang dipelajari dari data. 

API: Antarmuka terprogram yang memungkinkan aplikasi berbeda bertukar data atau fungsi. 

Algoritma: Urutan aturan komputasional untuk mengubah masukan menjadi keluaran. 

Augmentasi: Penggunaan teknologi untuk memperkuat kemampuan manusia. 

Bias algoritmik: Kecenderungan sistem menghasilkan kesalahan atau perlakuan tidak seimbang bagi 
kelompok tertentu. 

Data governance: Pengaturan hak, peran, standar, proses, dan tanggung jawab atas data. 

Data lineage: Catatan asal-usul, perubahan, perpindahan, dan penggunaan data. 

Digital twin: Representasi digital dinamis dari objek, ruang, proses, atau sistem fisik. 

Explainability: Kemampuan memberikan penjelasan yang dapat dipahami mengenai keluaran sistem. 

Human-in-the-loop: Pengawasan ketika manusia terlibat langsung dalam validasi atau persetujuan. 

Interoperabilitas: Kemampuan sistem berbeda untuk bekerja sama tanpa kehilangan makna. 

IoT: Jaringan benda atau sensor yang mengumpulkan dan bertukar data. 

Kampus cerdas: Universitas yang mengintegrasikan manusia, data, proses, ruang, dan teknologi untuk 
mutu, adaptivitas, dan nilai publik. 

Kampus digital: Universitas yang menggunakan teknologi digital untuk informasi, transaksi, komunikasi, 
dan layanan. 

Learning analytics: Pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan data tentang pembelajar dan 
konteks belajarnya. 

Machine learning: Pendekatan yang memungkinkan sistem mempelajari pola data untuk prediksi atau 
keputusan. 

Model drift: Penurunan kinerja model karena hubungan data dan tujuan berubah. 

MLOps: Praktik mengelola pengembangan, deployment, pemantauan, versi, dan pemeliharaan machine 
learning. 

NLP: Teknik untuk memproses, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia. 

Prompt injection: Manipulasi instruksi melalui masukan agar sistem AI menyimpang dari perilaku yang 
diharapkan. 

Provenance: Bukti mengenai sumber, proses, keputusan, dan riwayat data atau keluaran. 

Responsible AI: Pengembangan dan penggunaan AI yang memperhatikan keadilan, keamanan, 
transparansi, privasi, dan akuntabilitas. 

Retrieval-augmented generation: Arsitektur yang menggabungkan pencarian dokumen dengan generasi 
bahasa. 

Smart building: Bangunan yang memakai sensor, kontrol, dan analitik untuk efisiensi serta kenyamanan. 

Zero trust: Prinsip keamanan yang tidak menganggap pengguna, perangkat, atau jaringan otomatis 
terpercaya. 

Digital maturity: Tingkat kesiapan organisasi dalam strategi, proses, data, teknologi, manusia, dan tata 
kelola. 
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Micro-credential: Bukti penguasaan kompetensi tertentu yang lebih kecil dan spesifik daripada gelar 
penuh. 

Model card: Dokumen tujuan, data, kinerja, keterbatasan, dan risiko sebuah model. 

Data minimization: Prinsip mengumpulkan dan menyimpan hanya data yang diperlukan untuk tujuan 
jelas. 

Living laboratory: Lingkungan nyata untuk menguji dan memperbaiki inovasi bersama pengguna. 

Institutional intelligence: Kemampuan universitas mengubah informasi dan pengalaman menjadi 
pemahaman, keputusan, dan tindakan kolektif. 
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1. Membaca Perubahan: dari Digitalisasi ke Kecerdasan Institusional 

Perjalanan menuju kampus cerdas dimulai dari pengakuan bahwa digitalisasi telah mengubah cara 
universitas bekerja, tetapi belum otomatis membuat universitas mampu belajar dari datanya sendiri. 
Kampus digital menyediakan kanal; kampus cerdas membangun kemampuan memahami keadaan dan 
bertindak secara bertanggung jawab. 

1.1 Istilah kampus cerdas dan kampus digital 

Kerangka kerja yang baik untuk istilah kampus cerdas dan kampus digital dimulai dari tujuan yang 
terukur, data yang dapat ditelusuri, peran manusia yang jelas, dan ukuran dampak yang masuk akal. 
Empat syarat desain 1.1 istilah kampus cerdas dan kampus digital adalah masalah yang jelas, sumber 
data yang terlacak, intervensi yang menghormati otonomi, dan ukuran yang dapat dikoreksi. Tanpa 
fondasi tersebut, 1.1 istilah kampus cerdas dan kampus digital dapat terlihat meyakinkan secara 
statistik tetapi gagal menghadapi kondisi pengguna yang beragam. Sejak perencanaan 1.1 istilah 
kampus cerdas dan kampus digital, pengguna perlu memiliki cara meminta penjelasan, membetulkan 
data, dan meninjau keputusan. 

Dampak pada pekerjaan sering baru terlihat setelah istilah kampus cerdas dan kampus digital 
berjalan dalam rutinitas harian. Ketika istilah kampus cerdas dan kampus digital diterapkan, sebagian 
pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Penerapan 1.1 
istilah kampus cerdas dan kampus digital dapat mengubah rasa aman bekerja, batas kewenangan, dan 
pola kerja sama antarunit. Dialog terbuka tentang 1.1 istilah kampus cerdas dan kampus digital 
membantu membedakan pengawasan yang tidak proporsional dari dukungan yang memang 
dibutuhkan. Pelatihan kasus, forum pengguna, dan catatan keputusan dapat membuat desain 1.1 
istilah kampus cerdas dan kampus digital lebih dekat dengan pekerjaan nyata. 

Keberhasilan istilah kampus cerdas dan kampus digital sebaiknya dibaca melalui hasil yang 
dirasakan, bukan hanya angka adopsi. Untuk 1.1 istilah kampus cerdas dan kampus digital, evaluasi 
perlu melihat akses, mutu umpan balik, perbedaan hasil, dan kemampuan menemukan kesalahan 
sebelum dampak membesar. Penilaian 1.1 istilah kampus cerdas dan kampus digital sebaiknya 
memadukan apa yang dilakukan, hasil yang diperoleh, dan tingkat kepercayaan warga kampus. 
Temuan evaluasi 1.1 istilah kampus cerdas dan kampus digital perlu menghasilkan keputusan 
perbaikan yang tercatat, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan. 

Pilihan untuk istilah kampus cerdas dan kampus digital tidak hanya berada antara sistem lama dan 
sistem baru; penyederhanaan proses juga perlu diuji. Otomasi cepat pada 1.1 istilah kampus cerdas 
dan kampus digital dapat memperpendek proses, tetapi juga membawa aturan lama ke dalam sistem 
baru. Pilihan yang lebih reflektif untuk 1.1 istilah kampus cerdas dan kampus digital dimulai dengan 
meninjau tujuan layanan dan menempatkan AI pada titik yang benar-benar membantu. Untuk istilah 
kampus cerdas dan kampus digital, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun 
menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

1.2 Kampus sebagai sistem sosial-teknis 

Penilaian terhadap kampus sebagai sistem sosial-teknis memerlukan pembanding kondisi awal 
agar perubahan tidak salah diatribusikan. Pada 1.2 kampus sebagai sistem sosial-teknis, ukuran 
keberhasilan harus mempertemukan kecepatan layanan dengan pengalaman pengguna dan 
perlindungan kelompok yang rentan. Untuk 1.2 kampus sebagai sistem sosial-teknis, log proses perlu 
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dibaca bersama dampak pada pengguna dan penilaian mereka terhadap keadilan layanan. Universitas 
belajar dari 1.2 kampus sebagai sistem sosial-teknis ketika bukti evaluasi memengaruhi desain, 
anggaran, pelatihan, atau batas penggunaan. 

Manfaat cepat dari kampus sebagai sistem sosial-teknis perlu dibandingkan dengan biaya 
integrasi, pemeliharaan, audit, dan kemungkinan berganti vendor. Jika 1.2 kampus sebagai sistem 
sosial-teknis hanya mendigitalkan alur yang sudah ada, organisasi mungkin memperoleh kecepatan 
tanpa menyelesaikan akar masalah. Dalam 1.2 kampus sebagai sistem sosial-teknis, teknologi 
sebaiknya mengikuti kebutuhan proses, bukan memaksa proses menyesuaikan diri dengan fitur model. 
Untuk kampus sebagai sistem sosial-teknis, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, 
namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Ilustrasi kampus sebagai sistem sosial-teknis dapat dimulai dari pengguna yang menerima hasil 
sistem tetapi tidak memahami alasan di baliknya. Data menunjukkan masalah pada kampus sebagai 
sistem sosial-teknis, tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas 
komunikasi dapat saling berinteraksi. Pada 1.2 kampus sebagai sistem sosial-teknis, model dapat 
menunjukkan gejala, sedangkan percakapan membantu menemukan sebab dan bentuk bantuan yang 
tepat. Implikasi 1.2 kampus sebagai sistem sosial-teknis seharusnya berupa bantuan yang sesuai 
tingkat kebutuhan dan tetap membuka ruang perubahan bagi pengguna. 

Pengelolaan kampus sebagai sistem sosial-teknis memerlukan pembagian tanggung jawab antara 
pemilik proses, pengelola data, pengembang, ahli bidang, dan pengguna. Dalam 1.2 kampus sebagai 
sistem sosial-teknis, pemilik proses menentukan tujuan, pengelola data menjaga kualitas, tim 
teknologi merawat sistem, ahli bidang menilai hasil, dan pengguna memberi umpan balik. Pengaturan 
tersebut menjaga agar tanggung jawab 1.2 kampus sebagai sistem sosial-teknis tetap berada pada 
institusi, bukan menghilang di balik kontrak teknologi. Kerja lintas unit pada 1.2 kampus sebagai sistem 
sosial-teknis membutuhkan istilah yang sama, jadwal peninjauan, dan keputusan yang dapat dilacak. 

1.3 Nilai publik universitas 

Pengalaman sebuah fakultas pada nilai publik universitas mungkin memperlihatkan pola yang 
kuat, namun pola itu belum tentu menunjukkan sebab. Data menunjukkan masalah pada nilai publik 
universitas, tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas 
komunikasi dapat saling berinteraksi. Prediksi mengenai 1.3 nilai publik universitas harus diperlakukan 
sebagai sinyal untuk pemeriksaan, bukan sebagai kesimpulan mengenai seseorang. Prediksi 1.3 nilai 
publik universitas perlu mengarahkan sumber daya kepada dukungan, bukan mengunci seseorang 
dalam kategori yang sulit dibantah. 

Struktur kerja untuk nilai publik universitas sebaiknya menggabungkan standar pusat dengan 
pengetahuan konteks yang dimiliki unit. Akuntabilitas 1.3 nilai publik universitas terbagi antara pemilik 
keputusan, penjaga data, pengembang, ahli konteks, dan warga yang memakai layanan. Koordinasi 
lintas fungsi membuat 1.3 nilai publik universitas tidak diperlakukan sebagai urusan TI semata. 
Universitas dapat mengoordinasikan 1.3 nilai publik universitas melalui agenda bersama yang 
menetapkan prioritas, pemilik tugas, dan waktu evaluasi. 

Model yang digunakan untuk nilai publik universitas dapat berubah mutunya ketika data, 
kurikulum, atau populasi pengguna berubah. Pada nilai publik universitas, pemantauan 
pascadeployment sama pentingnya dengan uji awal. Untuk 1.3 nilai publik universitas, organisasi perlu 
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menetapkan tanda penyimpangan, otoritas penghentian, dan penyimpanan versi data serta model. 
Peluncuran hanyalah awal dari siklus pemantauan dan pembelajaran 1.3 nilai publik universitas. 

Mahasiswa dalam nilai publik universitas adalah warga akademik yang memiliki hak atas 
penjelasan, koreksi, dan pilihan yang wajar. Mahasiswa dalam 1.3 nilai publik universitas adalah 
pengguna sekaligus produsen data dan warga akademik yang berhak memahami keputusan yang 
memengaruhi mereka. Dalam nilai publik universitas, mahasiswa perlu mengetahui data yang 
digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Penjelasan terbuka 
tentang 1.3 nilai publik universitas membantu warga kampus memahami kemampuan dan batas AI 
secara nyata. 

1.4 Kematangan digital 

Pengendalian kematangan digital dimulai dari inventarisasi data, model, layanan yang bergantung, 
dan orang yang terkena dampaknya. Pada kematangan digital, pemantauan pascadeployment sama 
pentingnya dengan uji awal. Pemantauan 1.4 kematangan digital memerlukan ambang kinerja, pemilik 
respons, dan rekam perubahan yang memungkinkan audit. Setelah 1.4 kematangan digital dipakai, 
organisasi masih harus memeriksa kinerja, keluhan, keamanan, dan kebutuhan perubahan. 

Partisipasi mahasiswa dapat memperbaiki kematangan digital dengan mengungkap hambatan 
yang tidak terlihat dalam data aktivitas. Peran mahasiswa pada 1.4 kematangan digital tidak berhenti 
sebagai penerima layanan; pengalaman mereka membantu menilai mutu sistem. Dalam kematangan 
digital, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil 
sistem dirasakan keliru. Literasi yang tumbuh melalui 1.4 kematangan digital membuat pengguna 
mampu memeriksa keluaran, mengenali risiko, dan meminta bantuan. 

Dosen menghadapi perubahan peran ketika kematangan digital memakai AI: pekerjaan rutin dapat 
berkurang, tetapi penilaian dan mentoring menjadi semakin penting. Pada 1.4 kematangan digital, AI 
dapat menangani sebagian pekerjaan rutin sehingga dosen memiliki ruang untuk merancang 
pertanyaan, menilai proses, dan membimbing mahasiswa. Manfaat itu hanya muncul bila kematangan 
digital tidak mengikis kebebasan akademik. Kampus perlu menyediakan latihan terarah dan waktu yang 
cukup agar 1.4 kematangan digital dapat diuji secara bertanggung jawab. 

kematangan digital pada akhirnya menguji tujuan pendidikan: kemampuan manusia apa yang 
hendak diperkuat dan ketergantungan apa yang harus dihindari? Pertanyaan nilai dalam 1.4 
kematangan digital adalah apakah teknologi memperluas kemampuan berpikir, bekerja sama, dan 
bertanggung jawab, atau hanya mengejar volume layanan. 

1.5 Narasi perubahan warga kampus 

Keahlian dosen tetap menentukan mutu narasi perubahan warga kampus karena relevansi, 
konteks, dan pertimbangan pedagogis tidak selalu dapat dihitung. Dosen dapat memakai 1.5 narasi 
perubahan warga kampus untuk mengeksplorasi pola dan menyiapkan bahan, tetapi keputusan 
pedagogis tetap memerlukan keahlian profesional. Manfaat itu hanya muncul bila narasi perubahan 
warga kampus tidak mengikis kebebasan akademik. Penerapan 1.5 narasi perubahan warga kampus 
memerlukan dukungan pengembangan kompetensi, ruang percobaan, dan penghargaan atas 
pekerjaan baru. 

Pembahasan narasi perubahan warga kampus mengandung pilihan nilai mengenai siapa yang 
terlihat, siapa yang terlindungi, dan kesalahan apa yang dianggap dapat diterima. Universitas perlu 
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menilai 1.5 narasi perubahan warga kampus dari dampaknya terhadap kebebasan akademik, 
kesempatan setara, dialog, dan kemampuan manusia untuk belajar dari kesalahan. 

Di Indonesia, 1.5 narasi perubahan warga kampus perlu disesuaikan dengan keragaman kapasitas 
jaringan, bahasa, pembiayaan, dan tata kelola. Fokus utama subbagian ini adalah hubungan antara 
tujuan akademik dan keputusan yang diambil berdasarkan bukti. Narasi perubahan warga kampus 
tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan 
institusional yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Nilai 1.5 narasi 
perubahan warga kampus tampak pada mutu dukungan, ruang profesional, dan kemampuan 
menjelaskan keputusan. (Vial, 2019; Warner & Wäger, 2019) 

Masalah yang tampak sederhana pada tingkat unit sering memperlihatkan hubungan yang lebih 
luas: narasi perubahan warga kampus. Penalaran yang diperlukan dimulai dari pembacaan data, dialog 
dengan pengguna, pengujian asumsi, dan penetapan batas kewenangan mesin. Pada 1.5 narasi 
perubahan warga kampus, model hanya memberi petunjuk; maknanya harus ditafsirkan melalui 
konteks program studi dan tujuan pendidikan. Keputusan tentang 1.5 narasi perubahan warga kampus 
perlu mempertemukan angka, pengalaman lapangan, dan dialog yang dapat ditelusuri. 

1.6 Kesenjangan akses 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Pada bagian ini, perhatian diarahkan pada cara informasi 
diterjemahkan menjadi tindakan institusional yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesenjangan akses 
tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan 
institusional yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Keberhasilan 1.6 
kesenjangan akses perlu dilihat dari pengalaman pengguna dan kualitas keputusan, bukan dari 
banyaknya fitur. (Vial, 2019; Warner & Wäger, 2019) 

Dalam pengelolaan universitas, satu keputusan kecil dapat membuka persoalan yang saling 
berhubungan: kesenjangan akses. Sebelum menetapkan tindakan, tim perlu menggabungkan bukti 
kuantitatif dengan pengetahuan lapangan dan pengalaman orang yang terkena dampaknya. Keluaran AI 
untuk 1.6 kesenjangan akses perlu dibandingkan dengan pengetahuan lapangan sebelum dipakai 
sebagai dasar tindakan. Penilaian terhadap 1.6 kesenjangan akses menjadi lebih kuat bila bukti statistik 
diuji oleh ahli dan pengguna. 

Universitas dapat menata kesenjangan akses melalui urutan diagnosis, perancangan, uji terbatas, 
umpan balik, dan penyempurnaan. Untuk 1.6 kesenjangan akses, rancangan harus menunjukkan 
kebutuhan yang dapat diamati, data yang dapat dipertanggungjawabkan, pilihan pengguna, dan 
mekanisme evaluasi. Kelemahan pada satu komponen 1.6 kesenjangan akses dapat menciptakan 
kepastian semu dan menyembunyikan kesalahan yang tidak merata. Jalur banding untuk 1.6 
kesenjangan akses harus mudah ditemukan, memiliki batas waktu, dan berakhir pada tindakan korektif 
yang nyata. 

Di balik kesenjangan akses terdapat pekerjaan perawatan, koordinasi, dan penanganan 
pengecualian yang perlu dihitung secara jujur. Ketika kesenjangan akses diterapkan, sebagian 
pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Dimensi sosial 1.6 
kesenjangan akses terlihat pada perubahan pembagian kerja dan pada siapa yang memperoleh suara 
dalam desain sistem. Warga kampus lebih mampu menerima 1.6 kesenjangan akses ketika manfaat, 
batas pemakaian, dan perlindungan privasi dijelaskan sejak awal. Untuk 1.6 kesenjangan akses, 
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partisipasi menjadi efektif bila masukan pengguna diterjemahkan menjadi perubahan aturan, 
antarmuka, atau prosedur. 

1.7 Membaca keberhasilan transformasi 

Mutu membaca keberhasilan transformasi bergantung pada keselarasan prosedur, data, 
pelatihan, keamanan, dan pelayanan, bukan pada satu aplikasi. Kualitas desain 1.7 membaca 
keberhasilan transformasi bergantung pada definisi masalah, provenance data, perlindungan otonomi, 
serta indikator yang membuka jalan perbaikan. Presisi teknis dalam 1.7 membaca keberhasilan 
transformasi tidak menjamin ketepatan sosial; hasil perlu diuji pada variasi situasi yang benar-benar 
dialami warga kampus. Universitas perlu mendokumentasikan bagaimana keluhan tentang 1.7 
membaca keberhasilan transformasi diterima, diperiksa, dan diselesaikan. 

Perubahan yang dibawa membaca keberhasilan transformasi dapat menggeser kewenangan, rasa 
aman profesional, dan hubungan antarunit. Ketika membaca keberhasilan transformasi diterapkan, 
sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. 
Universitas perlu menilai dampak 1.7 membaca keberhasilan transformasi terhadap profesi, 
koordinasi, dan hubungan kepercayaan di dalam organisasi. Kekhawatiran mengenai 1.7 membaca 
keberhasilan transformasi merupakan data desain yang penting, bukan gangguan yang perlu 
disingkirkan. Universitas dapat memperkuat 1.7 membaca keberhasilan transformasi melalui 
komunitas praktik yang berbagi pengalaman, kesalahan, dan solusi. 

Indikator membaca keberhasilan transformasi harus menggabungkan mutu, kecepatan, akses, 
keadilan, dan kepercayaan. Bukti tentang 1.7 membaca keberhasilan transformasi menjadi kuat bila 
mencakup hasil belajar atau layanan, kesenjangan antarkelompok, serta kasus yang harus dikoreksi. 
Universitas dapat menguji 1.7 membaca keberhasilan transformasi dengan tiga lensa: kelancaran 
kerja, perubahan hasil, dan legitimasi di mata komunitas. Setiap siklus 1.7 membaca keberhasilan 
transformasi sebaiknya ditutup dengan keputusan: apa yang diteruskan, diperbaiki, dibatasi, atau 
dihentikan. 

Pendekatan yang paling kompleks belum tentu paling tepat untuk membaca keberhasilan 
transformasi; solusi sederhana dapat lebih aman dan mudah dirawat. Pilihan otomatisasi pada 1.7 
membaca keberhasilan transformasi perlu diawali pemeriksaan terhadap prosedur lama agar 
kekeliruan administratif tidak menjadi lebih permanen. Perancangan 1.7 membaca keberhasilan 
transformasi dapat menghasilkan manfaat lebih besar bila organisasi menyederhanakan alur sebelum 
memilih otomatisasi. Untuk membaca keberhasilan transformasi, pendekatan kedua menuntut kerja 
awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan 
misi akademik. 

1.8 Argumen utama 

Evaluasi argumen utama perlu mencatat manfaat sekaligus kesalahan, keluhan, dan beban kerja 
tambahan. Penilaian 1.8 argumen utama tidak cukup memakai rata-rata; universitas perlu memeriksa 
siapa yang terbantu, siapa yang tertinggal, dan mengapa. Data aktivitas 1.8 argumen utama perlu 
dilengkapi outcome serta bukti apakah pengguna memahami dan menerima cara kerja sistem. Nilai 
evaluasi 1.8 argumen utama terletak pada tindakan setelah pengukuran, termasuk kesediaan 
mengubah asumsi awal. 
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Untuk argumen utama, perbandingan opsi harus memasukkan konsekuensi sosial selain biaya dan 
kinerja teknis. Keuntungan awal 1.8 argumen utama dapat menipu apabila sistem hanya mempercepat 
pekerjaan yang sejak awal tidak dirancang dengan baik. Universitas perlu menentukan bagian 1.8 
argumen utama yang membutuhkan judgment manusia dan bagian yang aman untuk dibantu mesin. 
Untuk argumen utama, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan 
sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Skenario argumen utama menunjukkan mengapa hasil yang tampak meyakinkan tetap perlu 
diperiksa oleh ahli dan pengguna. Data menunjukkan masalah pada argumen utama, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Analisis data 1.8 argumen utama menjadi lebih berguna bila diverifikasi melalui 
pengalaman mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Universitas harus memastikan bahwa hasil 
1.8 argumen utama tidak berubah menjadi stigma atau alasan untuk menurunkan kesempatan 
akademik. 

Akuntabilitas argumen utama tetap berada pada universitas meskipun sebagian teknologi dibeli 
dari vendor. Universitas perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas tujuan, data, model, 
interpretasi, serta pemulihan dalam 1.8 argumen utama. Vendor dapat menyediakan komponen 1.8 
argumen utama, tetapi universitas tetap memegang mandat, keputusan, dan hubungan dengan 
pengguna. Bahasa bersama untuk 1.8 argumen utama membantu fakultas, unit layanan, dan TI 
memahami risiko serta manfaat dengan cara yang konsisten. 

Bab ini memberi landasan bahwa istilah cerdas harus dibuktikan melalui kemampuan institusi belajar 
dan memperbaiki keputusan. Perubahan yang bernilai bukanlah dekorasi digital, melainkan 
peningkatan kapasitas untuk melihat hubungan antarperistiwa dan melindungi tujuan pendidikan. 

2. Arsitektur Kampus Cerdas Berbasis AI 
Arsitektur kampus cerdas perlu dibaca sebagai susunan lapisan yang saling bergantung. Ketika visi 

tidak diterjemahkan menjadi proses, data menjadi tumpukan. Ketika data tidak memiliki standar, 
model AI menghasilkan ketidakpastian. Ketika keamanan diabaikan, efisiensi digital berubah menjadi 
kerentanan. 

2.1 Visi, misi, dan strategi 

Desain visi, misi, dan strategi perlu menetapkan apa yang boleh diotomatisasi, kapan manusia 
wajib meninjau, dan bagaimana pemulihan dilakukan. Universitas perlu menilai 2.1 visi, misi, dan 
strategi dari kejelasan tujuan, keterlacakan data, proporsionalitas tindakan, dan kemampuan 
melakukan koreksi. Risiko terbesar 2.1 visi, misi, dan strategi muncul ketika angka yang rapi menutup 
ketidakpastian, pengecualian, dan pengalaman kelompok yang tidak terwakili. Perlindungan pengguna 
dalam 2.1 visi, misi, dan strategi mencakup hak untuk mengoreksi catatan serta memperoleh 
peninjauan manusia. 

Aspek sosial visi, misi, dan strategi tidak dapat disimpulkan dari log sistem; ia perlu didengar 
melalui dialog dengan warga kampus. Ketika visi, misi, dan strategi diterapkan, sebagian pekerjaan 
lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Bukan hanya aplikasi yang 
berubah melalui 2.1 visi, misi, dan strategi; rutinitas, identitas kerja, dan ekspektasi antarunit juga ikut 
bergeser. Universitas perlu menyediakan forum untuk menguji asumsi 2.1 visi, misi, dan strategi 
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sebelum sistem mengakar dan sulit diubah. Dokumentasi 2.1 visi, misi, dan strategi sebaiknya 
menunjukkan bukan hanya hasil akhir, tetapi juga alasan mengapa pilihan desain diambil. 

Dashboard untuk visi, misi, dan strategi akan berguna bila data yang ditampilkan benar-benar 
memengaruhi keputusan berikutnya. Data tentang 2.1 visi, misi, dan strategi harus menjawab apakah 
layanan menjadi lebih berguna tanpa mengurangi hak pengguna untuk memperoleh bantuan manusia. 
Pengukuran 2.1 visi, misi, dan strategi akan lebih bermakna ketika efisiensi tidak dipisahkan dari mutu 
akademik dan kepercayaan publik. Bukti mengenai 2.1 visi, misi, dan strategi perlu memiliki pemilik 
tindak lanjut dan tenggat agar pembelajaran organisasi tidak menguap. 

Keputusan mengenai visi, misi, dan strategi menjadi lebih rasional jika alternatif manual, 
semiotomatis, dan otomatis dinilai dengan kriteria yang sama. Pada 2.1 visi, misi, dan strategi, efisiensi 
prosedural harus dibedakan dari perbaikan mutu; keduanya tidak selalu bergerak bersama. 
Penggunaan AI pada 2.1 visi, misi, dan strategi layak dipertahankan hanya jika menghasilkan manfaat 
yang tidak mudah dicapai melalui perbaikan prosedur biasa. Untuk visi, misi, dan strategi, pendekatan 
kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan 
lebih selaras dengan misi akademik. 

2.2 Proses bisnis universitas 

Ukuran yang dipilih untuk proses bisnis universitas harus membedakan aktivitas, keluaran, 
outcome, dan dampak jangka panjang. Indikator 2.2 proses bisnis universitas perlu menangkap mutu 
keputusan, akses yang setara, dan kecepatan pemulihan saat sistem melakukan kesalahan. Panel 
evaluasi 2.2 proses bisnis universitas harus menghubungkan indikator operasional dengan pengalaman 
dan hak warga kampus. Perbaikan 2.2 proses bisnis universitas dapat ditelusuri bila keputusan 
sesudah evaluasi dibandingkan dengan kondisi awal dan hasil aktual. 

Pada proses bisnis universitas, kecepatan layanan harus ditimbang bersama kemampuan 
memberi penjelasan dan memulihkan kesalahan. Universitas perlu menguji apakah 2.2 proses bisnis 
universitas mengurangi pekerjaan yang tidak bernilai atau hanya memindahkan beban ke pengguna dan 
staf. Pada 2.2 proses bisnis universitas, tujuan akademik dan pelayanan menjadi kriteria utama untuk 
memilih tingkat otomatisasi. Untuk proses bisnis universitas, pendekatan kedua menuntut kerja awal 
lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi 
akademik. 

Contoh pada proses bisnis universitas menegaskan bahwa diagnosis, dukungan, dan evaluasi 
harus dilakukan dalam urutan yang tepat. Data menunjukkan masalah pada proses bisnis universitas, 
tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat 
saling berinteraksi. Pola dalam 2.2 proses bisnis universitas memerlukan konteks sebelum 
diterjemahkan menjadi intervensi, terutama ketika keputusan menyentuh masa depan pengguna. 
Intervensi berdasarkan 2.2 proses bisnis universitas perlu bersifat bertahap, dapat ditinjau, dan 
dihentikan ketika bukti menunjukkan bahwa bantuan tidak lagi diperlukan. 

Koordinasi proses bisnis universitas perlu menghasilkan keputusan, pemilik tindak lanjut, dan 
catatan yang dapat ditinjau. Rantai peran 2.2 proses bisnis universitas harus terlihat agar tidak ada 
kesenjangan antara pihak yang merancang sistem dan pihak yang menanggung akibatnya. Pembagian 
peran 2.2 proses bisnis universitas mengurangi risiko ketergantungan dan memperjelas siapa yang 
harus bertindak ketika terjadi kesalahan. Tanpa kalender evaluasi, 2.2 proses bisnis universitas mudah 
menjadi proyek satu kali yang kehilangan perhatian setelah peluncuran. 
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2.3 Data dan interoperabilitas 

Dalam kasus data dan interoperabilitas, kesalahan kecil pada data dapat berlanjut menjadi 
keputusan yang tidak adil bila tidak ada jalur koreksi. Data menunjukkan masalah pada data dan 
interoperabilitas, tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas 
komunikasi dapat saling berinteraksi. Universitas dapat menggunakan prediksi 2.3 data dan 
interoperabilitas untuk membuka dialog dan dukungan, bukan untuk membuat label yang sulit dihapus. 
Kebijakan 2.3 data dan interoperabilitas harus membedakan risiko sementara dari identitas atau 
kemampuan seseorang. 

Forum lintas fungsi akan membantu data dan interoperabilitas bila memiliki kewenangan, jadwal 
evaluasi, dan akses kepada pimpinan. Pengelolaan 2.3 data dan interoperabilitas membutuhkan 
koordinasi lintas fungsi dengan kewenangan dan tugas yang dicatat secara eksplisit. Kepemilikan 
institusional atas 2.3 data dan interoperabilitas penting agar tujuan akademik tidak dikalahkan oleh 
kepentingan produk. Koordinasi 2.3 data dan interoperabilitas perlu menghasilkan catatan keputusan 
dan tindak lanjut, bukan sekadar pertemuan informatif. 

Kehati-hatian dalam data dan interoperabilitas berarti menyediakan ruang uji, bukti, pemantauan, 
dan keputusan penghentian. Pada data dan interoperabilitas, pemantauan pascadeployment sama 
pentingnya dengan uji awal. Universitas harus mengetahui kapan 2.3 data dan interoperabilitas tidak 
lagi dapat dipercaya dan siapa yang berwenang mengalihkannya ke proses manual. Operasi harian 
menentukan apakah 2.3 data dan interoperabilitas benar-benar memberi manfaat seperti yang 
direncanakan. 

Transparansi pada data dan interoperabilitas harus menjelaskan data yang digunakan, tujuan 
penggunaan, dan cara mengajukan keberatan. Data tentang mahasiswa dalam 2.3 data dan 
interoperabilitas harus diimbangi dengan hak untuk memperoleh penjelasan dan mengoreksi informasi. 
Dalam data dan interoperabilitas, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan 
pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Transparansi 2.3 data dan interoperabilitas 
lebih berguna bila disertai contoh penggunaan dan cara melaporkan kesalahan. 

2.4 Komputasi dan jaringan 

Untuk komputasi dan jaringan, jalur manual atau alternatif perlu tersedia ketika sistem gagal atau 
pengguna mengajukan keberatan. Pada komputasi dan jaringan, pemantauan pascadeployment sama 
pentingnya dengan uji awal. Pengendalian 2.4 komputasi dan jaringan mencakup deteksi drift, 
pencatatan versi, pemeriksaan ulang data, serta keputusan pemulihan. Keberlanjutan 2.4 komputasi 
dan jaringan memerlukan pemeliharaan, pelatihan pengguna, evaluasi, dan keputusan investasi 
lanjutan. 

Keadilan komputasi dan jaringan perlu memperhitungkan perbedaan akses internet, perangkat, 
bahasa, disabilitas, pekerjaan, dan jarak. Warga kampus yang terlibat dalam 2.4 komputasi dan 
jaringan memiliki pengetahuan pengalaman yang tidak dapat digantikan oleh log aktivitas. Dalam 
komputasi dan jaringan, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta 
pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Universitas dapat memakai 2.4 komputasi dan jaringan 
sebagai kesempatan pendidikan tentang data, bias, verifikasi, dan tanggung jawab. 

Keterlibatan dosen sejak tahap desain akan membuat komputasi dan jaringan lebih sesuai dengan 
variasi kelas dan kebutuhan mahasiswa. Manfaat 2.4 komputasi dan jaringan bagi dosen muncul ketika 
waktu yang dihemat dialihkan ke dialog, umpan balik, dan pembentukan penalaran. Manfaat itu hanya 
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muncul bila komputasi dan jaringan tidak mengikis kebebasan akademik. Kemampuan mengelola 2.4 
komputasi dan jaringan tidak muncul otomatis; ia dibangun melalui pendampingan, praktik, dan 
refleksi. 

Nilai komputasi dan jaringan tidak dapat diukur hanya melalui produktivitas karena kebebasan 
berpikir, privasi, dan kesempatan setara juga merupakan mutu. Orientasi 2.4 komputasi dan jaringan 
seharusnya tidak berhenti pada penghematan; ia perlu memperkuat mutu pendidikan dan hubungan 
sosial di kampus. 

2.5 Model AI dan orkestrasi 

Beban kerja perlu menjadi indikator model ai dan orkestrasi; sistem yang menambah notifikasi dan 
pemeriksaan dapat kehilangan manfaatnya. Penggunaan 2.5 model ai dan orkestrasi sebaiknya 
memperkuat relasi pengajaran, bukan menggantikan perhatian dosen terhadap konteks dan kebutuhan 
mahasiswa. Manfaat itu hanya muncul bila model ai dan orkestrasi tidak mengikis kebebasan 
akademik. Kebijakan 2.5 model ai dan orkestrasi perlu memasukkan alokasi waktu belajar serta 
pengakuan bagi mereka yang merawat prosesnya. 

Batas penggunaan AI pada model ai dan orkestrasi sebaiknya disepakati sebelum tekanan keadaan 
darurat membuat keputusan menjadi tergesa-gesa. Keputusan tentang 2.5 model ai dan orkestrasi 
memiliki legitimasi bila manfaat teknis berjalan bersama perlindungan martabat, ruang kritik, dan 
pelayanan yang adil. 

Penerapan 2.5 model ai dan orkestrasi akan berbeda antara kampus besar dan kecil, kota dan 
daerah, serta program studi dengan sumber daya yang tidak sama. Subbagian ini melihat persoalan 
tersebut melalui lensa mutu layanan, pengalaman pengguna, dan kapasitas organisasi untuk belajar. 
Model AI dan orkestrasi tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan 
sebagai kemampuan institusional yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan 
pimpinan. Ukuran 2.5 model ai dan orkestrasi harus menilai manfaat akademik, keadilan layanan, dan 
keterbukaan alasan tindakan. 

Ketika sebuah program studi mulai menata prosesnya, persoalan pertama yang muncul biasanya 
bukan teknologi, melainkan: model ai dan orkestrasi. Keputusan pada bagian ini memerlukan 
pemeriksaan sumber data, konteks program studi, serta ruang bagi manusia untuk menolak hasil yang 
keliru. Pola yang muncul dalam 2.5 model ai dan orkestrasi tidak berdiri sendiri karena data selalu 
membawa sejarah dan pilihan klasifikasi. Universitas dapat memperbaiki 2.5 model ai dan orkestrasi 
dengan menggabungkan analitik, pengetahuan tacit, serta alasan yang terdokumentasi. 

2.6 Pengalaman pengguna 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Pembahasan berikut menempatkan isu ini sebagai keputusan strategis 
yang memiliki konsekuensi bagi proses, manusia, dan tata kelola. Pengalaman pengguna tidak 
dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional 
yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Universitas sebaiknya 
menghubungkan 2.6 pengalaman pengguna dengan outcome, kepercayaan, serta kemampuan 
melakukan koreksi. 

Pengalaman mahasiswa menunjukkan bahwa persoalan layanan tidak pernah berdiri sendiri: 
pengalaman pengguna. Langkah yang masuk akal ialah memeriksa pola, mencari penjelasan alternatif, 
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lalu membandingkannya dengan pengalaman mahasiswa dan dosen. Untuk memahami hasil 2.6 
pengalaman pengguna, universitas perlu memeriksa konteks sosial serta kemungkinan penjelasan lain. 
Keputusan 2.6 pengalaman pengguna tidak cukup berdasarkan skor; ia memerlukan interpretasi, 
pertimbangan, dan kesempatan koreksi. 

Langkah awal pengalaman pengguna adalah merumuskan kebutuhan pengguna sebelum memilih 
model, vendor, atau bentuk antarmuka. Rancangan 2.6 pengalaman pengguna tidak lengkap tanpa 
tujuan terukur, asal data yang jelas, batas kewenangan sistem, dan jalur keberatan. Universitas perlu 
mengakui batas 2.6 pengalaman pengguna agar keputusan tidak dibuat dengan keyakinan yang lebih 
besar daripada kualitas buktinya. Kepercayaan terhadap 2.6 pengalaman pengguna tumbuh bila 
kesalahan dapat dilaporkan tanpa risiko pembalasan dan menghasilkan perbaikan. 

Kasus-kasus yang tidak sesuai alur normal menjadi ujian penting bagi kualitas pengalaman 
pengguna. Ketika pengalaman pengguna diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian 
berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Keberlanjutan 2.6 pengalaman pengguna 
bergantung pada kemampuan organisasi mengelola perubahan peran tanpa mengabaikan martabat 
profesional. Keterbukaan dalam 2.6 pengalaman pengguna mengurangi rumor serta memberi 
pengguna kesempatan memengaruhi aturan yang akan mengikat mereka. Pengguna memiliki pengaruh 
nyata atas 2.6 pengalaman pengguna ketika mereka diberi waktu, informasi, dan jalur untuk melihat 
tindak lanjut masukan. 

2.7 Keamanan berlapis 

Untuk keamanan berlapis, rancangan yang dapat diaudit lebih bernilai daripada solusi yang tampak 
canggih tetapi sulit dijelaskan. Empat pertanyaan dasar untuk 2.7 keamanan berlapis: masalah apa, 
data dari mana, kewenangan siapa, dan bagaimana kesalahan dipulihkan? Keluaran 2.7 keamanan 
berlapis harus disertai tingkat ketidakpastian dan konteks penggunaan, bukan hanya skor atau label. 
Setiap implementasi 2.7 keamanan berlapis sebaiknya memiliki pemilik pengaduan, standar respons, 
dan jejak penyelesaian. 

Pada keamanan berlapis, efisiensi satu unit dapat menciptakan pekerjaan baru di unit lain apabila 
aliran tanggung jawab tidak dirancang. Ketika keamanan berlapis diterapkan, sebagian pekerjaan lama 
hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Analisis 2.7 keamanan berlapis 
harus memasukkan konsekuensi bagi staf yang merawat, memeriksa, dan menjelaskan sistem. 
Percakapan tentang 2.7 keamanan berlapis harus melibatkan pihak yang terkena dampak, bukan hanya 
pengembang dan pimpinan. Kualitas 2.7 keamanan berlapis meningkat melalui siklus uji, diskusi, 
revisi, dan penjelasan yang dapat diakses. 

Pada keamanan berlapis, rata-rata kinerja tidak cukup; hasil perlu diperiksa menurut kelompok, 
lokasi, dan kondisi akses. Untuk 2.7 keamanan berlapis, evaluasi perlu melihat akses, mutu umpan 
balik, perbedaan hasil, dan kemampuan menemukan kesalahan sebelum dampak membesar. 
Penilaian 2.7 keamanan berlapis sebaiknya memadukan apa yang dilakukan, hasil yang diperoleh, dan 
tingkat kepercayaan warga kampus. Temuan evaluasi 2.7 keamanan berlapis perlu menghasilkan 
keputusan perbaikan yang tercatat, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan. 

Universitas perlu melihat keamanan berlapis sebagai portofolio pilihan yang dapat berubah 
mengikuti bukti, bukan sebagai komitmen yang tidak dapat ditinjau. Otomasi cepat pada 2.7 keamanan 
berlapis dapat memperpendek proses, tetapi juga membawa aturan lama ke dalam sistem baru. 
Pilihan yang lebih reflektif untuk 2.7 keamanan berlapis dimulai dengan meninjau tujuan layanan dan 
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menempatkan AI pada titik yang benar-benar membantu. Untuk keamanan berlapis, pendekatan kedua 
menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih 
selaras dengan misi akademik. 

2.8 Modularitas dan keberlanjutan 

Universitas dapat memperkuat evaluasi modularitas dan keberlanjutan dengan menggabungkan 
log, survei, wawancara, observasi, dan audit. Pada 2.8 modularitas dan keberlanjutan, ukuran 
keberhasilan harus mempertemukan kecepatan layanan dengan pengalaman pengguna dan 
perlindungan kelompok yang rentan. Untuk 2.8 modularitas dan keberlanjutan, log proses perlu dibaca 
bersama dampak pada pengguna dan penilaian mereka terhadap keadilan layanan. Universitas belajar 
dari 2.8 modularitas dan keberlanjutan ketika bukti evaluasi memengaruhi desain, anggaran, pelatihan, 
atau batas penggunaan. 

Perbedaan kapasitas antarunit membuat pilihan modularitas dan keberlanjutan perlu disesuaikan 
tanpa meninggalkan standar bersama. Jika 2.8 modularitas dan keberlanjutan hanya mendigitalkan alur 
yang sudah ada, organisasi mungkin memperoleh kecepatan tanpa menyelesaikan akar masalah. 
Dalam 2.8 modularitas dan keberlanjutan, teknologi sebaiknya mengikuti kebutuhan proses, bukan 
memaksa proses menyesuaikan diri dengan fitur model. Untuk modularitas dan keberlanjutan, 
pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah 
dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Sebuah pilot modularitas dan keberlanjutan dapat menjadi ruang aman untuk menguji manfaat, 
pengecualian, dan konsekuensi yang tidak direncanakan. Data menunjukkan masalah pada 
modularitas dan keberlanjutan, tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan 
kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. Validasi manusia pada 2.8 modularitas dan 
keberlanjutan membantu membedakan korelasi administratif dari kebutuhan nyata di lapangan. Data 
2.8 modularitas dan keberlanjutan paling bermanfaat ketika memberi jalan menuju mentoring, 
informasi, atau layanan tambahan. 

Pusat dan fakultas dapat berbagi peran dalam modularitas dan keberlanjutan: pusat menjaga 
interoperabilitas, unit memastikan relevansi. Pembagian kerja pada 2.8 modularitas dan keberlanjutan 
harus menghubungkan keahlian teknis dengan pengetahuan akademik dan pengalaman pengguna. 
Akuntabilitas 2.8 modularitas dan keberlanjutan menjadi lebih kuat ketika vendor, TI, fakultas, dan 
pengguna memiliki batas tanggung jawab yang saling melengkapi. Ritme pengelolaan 2.8 modularitas 
dan keberlanjutan sebaiknya mencakup pemantauan rutin, audit berkala, dan forum refleksi. 

Matriks arsitektur ringkas 

Lapisan Pertanyaan desain Contoh keluaran 

Strategi Masalah akademik apa yang hendak 
diperbaiki? Prioritas dan mandat 

Proses Bagaimana pekerjaan mengalir 
antarunit? Workflow terpadu 

Data Apa arti, sumber, dan hak akses? Katalog dan lineage 

AI Model apa yang sesuai dan dapat 
diaudit? Prediksi, generasi, atau agen 

Pengalaman Bagaimana pengguna memahami dan 
mengoreksi? Antarmuka dan banding 

Keamanan Bagaimana layanan tetap tersedia? Kontrol dan pemulihan 
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Arsitektur yang baik menjaga agar keputusan teknologi tetap dapat ditelusuri. Lapisan-lapisan tersebut 
juga memungkinkan perguruan tinggi memperluas sistem secara bertahap tanpa harus membongkar 
seluruh fondasi setiap kali teknologi baru muncul. 

3. Data sebagai Infrastruktur Pengetahuan Universitas 

Kampus yang ingin memakai AI harus memperlakukan data sebagai infrastruktur, bukan produk 
sampingan administrasi. Data membawa sejarah keputusan, asumsi klasifikasi, dan konsekuensi bagi 
orang yang direkam di dalamnya. 

3.1 Data administratif dan kontekstual 

Pekerjaan desain data administratif dan kontekstual harus memperhitungkan kasus normal 
sekaligus pengecualian yang dialami kelompok tertentu. Empat syarat desain 3.1 data administratif dan 
kontekstual adalah masalah yang jelas, sumber data yang terlacak, intervensi yang menghormati 
otonomi, dan ukuran yang dapat dikoreksi. Tanpa fondasi tersebut, 3.1 data administratif dan 
kontekstual dapat terlihat meyakinkan secara statistik tetapi gagal menghadapi kondisi pengguna yang 
beragam. Sejak perencanaan 3.1 data administratif dan kontekstual, pengguna perlu memiliki cara 
meminta penjelasan, membetulkan data, dan meninjau keputusan. 

Kepercayaan pengguna terhadap data administratif dan kontekstual dipengaruhi oleh cara 
perubahan dijelaskan dan oleh pengalaman ketika terjadi kesalahan. Ketika data administratif dan 
kontekstual diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas 
koordinasi baru muncul. Penerapan 3.1 data administratif dan kontekstual dapat mengubah rasa aman 
bekerja, batas kewenangan, dan pola kerja sama antarunit. Dialog terbuka tentang 3.1 data 
administratif dan kontekstual membantu membedakan pengawasan yang tidak proporsional dari 
dukungan yang memang dibutuhkan. Pelatihan kasus, forum pengguna, dan catatan keputusan dapat 
membuat desain 3.1 data administratif dan kontekstual lebih dekat dengan pekerjaan nyata. 

Keberhasilan data administratif dan kontekstual sebaiknya dibaca melalui hasil yang dirasakan, 
bukan hanya angka adopsi. Bukti tentang 3.1 data administratif dan kontekstual menjadi kuat bila 
mencakup hasil belajar atau layanan, kesenjangan antarkelompok, serta kasus yang harus dikoreksi. 
Universitas dapat menguji 3.1 data administratif dan kontekstual dengan tiga lensa: kelancaran kerja, 
perubahan hasil, dan legitimasi di mata komunitas. Setiap siklus 3.1 data administratif dan kontekstual 
sebaiknya ditutup dengan keputusan: apa yang diteruskan, diperbaiki, dibatasi, atau dihentikan. 

Pilihan untuk data administratif dan kontekstual tidak hanya berada antara sistem lama dan sistem 
baru; penyederhanaan proses juga perlu diuji. Pilihan otomatisasi pada 3.1 data administratif dan 
kontekstual perlu diawali pemeriksaan terhadap prosedur lama agar kekeliruan administratif tidak 
menjadi lebih permanen. Perancangan 3.1 data administratif dan kontekstual dapat menghasilkan 
manfaat lebih besar bila organisasi menyederhanakan alur sebelum memilih otomatisasi. Untuk data 
administratif dan kontekstual, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun 
menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

3.2 Katalog dan metadata 

Penilaian terhadap katalog dan metadata memerlukan pembanding kondisi awal agar perubahan 
tidak salah diatribusikan. Penilaian 3.2 katalog dan metadata tidak cukup memakai rata-rata; 
universitas perlu memeriksa siapa yang terbantu, siapa yang tertinggal, dan mengapa. Data aktivitas 
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3.2 katalog dan metadata perlu dilengkapi outcome serta bukti apakah pengguna memahami dan 
menerima cara kerja sistem. Nilai evaluasi 3.2 katalog dan metadata terletak pada tindakan setelah 
pengukuran, termasuk kesediaan mengubah asumsi awal. 

Manfaat cepat dari katalog dan metadata perlu dibandingkan dengan biaya integrasi, 
pemeliharaan, audit, dan kemungkinan berganti vendor. Keuntungan awal 3.2 katalog dan metadata 
dapat menipu apabila sistem hanya mempercepat pekerjaan yang sejak awal tidak dirancang dengan 
baik. Universitas perlu menentukan bagian 3.2 katalog dan metadata yang membutuhkan judgment 
manusia dan bagian yang aman untuk dibantu mesin. Untuk katalog dan metadata, pendekatan kedua 
menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih 
selaras dengan misi akademik. 

Cerita pengguna dalam katalog dan metadata sering memberi informasi yang tidak terlihat pada 
angka agregat. Data menunjukkan masalah pada katalog dan metadata, tetapi penyebabnya tidak 
tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. Pada 3.2 
katalog dan metadata, model dapat menunjukkan gejala, sedangkan percakapan membantu 
menemukan sebab dan bentuk bantuan yang tepat. Implikasi 3.2 katalog dan metadata seharusnya 
berupa bantuan yang sesuai tingkat kebutuhan dan tetap membuka ruang perubahan bagi pengguna. 

Pengaturan katalog dan metadata harus mencegah situasi ketika semua pihak memakai sistem 
tetapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Dalam 3.2 katalog dan metadata, pemilik proses 
menentukan tujuan, pengelola data menjaga kualitas, tim teknologi merawat sistem, ahli bidang 
menilai hasil, dan pengguna memberi umpan balik. Pengaturan tersebut menjaga agar tanggung jawab 
3.2 katalog dan metadata tetap berada pada institusi, bukan menghilang di balik kontrak teknologi. 
Kerja lintas unit pada 3.2 katalog dan metadata membutuhkan istilah yang sama, jadwal peninjauan, 
dan keputusan yang dapat dilacak. 

3.3 Kualitas data 

Pada kualitas data, kualitas keputusan dapat dinilai dari cara organisasi merespons kasus yang 
berbeda dari pola umum. Data menunjukkan masalah pada kualitas data, tetapi penyebabnya tidak 
tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. Prediksi 
mengenai 3.3 kualitas data harus diperlakukan sebagai sinyal untuk pemeriksaan, bukan sebagai 
kesimpulan mengenai seseorang. Prediksi 3.3 kualitas data perlu mengarahkan sumber daya kepada 
dukungan, bukan mengunci seseorang dalam kategori yang sulit dibantah. 

Rantai tanggung jawab pada kualitas data perlu terlihat oleh pengguna agar jalur pertanyaan dan 
keberatan tidak membingungkan. Akuntabilitas 3.3 kualitas data terbagi antara pemilik keputusan, 
penjaga data, pengembang, ahli konteks, dan warga yang memakai layanan. Koordinasi lintas fungsi 
membuat 3.3 kualitas data tidak diperlakukan sebagai urusan TI semata. Universitas dapat 
mengoordinasikan 3.3 kualitas data melalui agenda bersama yang menetapkan prioritas, pemilik tugas, 
dan waktu evaluasi. 

Universitas harus menetapkan ambang penyimpangan dan jadwal peninjauan sebelum kualitas 
data digunakan secara luas. Pada kualitas data, pemantauan pascadeployment sama pentingnya 
dengan uji awal. Kebijakan 3.3 kualitas data perlu menjelaskan kondisi yang memicu peninjauan atau 
penghentian sementara sistem. Universitas perlu menyediakan sumber daya setelah implementasi 
agar 3.3 kualitas data tidak menjadi sistem tanpa pengelola. 
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Suara mahasiswa memberi makna pada evaluasi kualitas data karena mereka mengalami 
konsekuensi layanan secara langsung. Keputusan 3.3 kualitas data menjadi lebih sah ketika 
mahasiswa dapat bertanya, memberi konteks, dan menyampaikan keberatan. Dalam kualitas data, 
mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem 
dirasakan keliru. Pemahaman pengguna terhadap 3.3 kualitas data mengurangi kepatuhan mekanis 
dan mendorong penggunaan yang lebih kritis. 

3.4 Identitas digital mahasiswa 

Risiko identitas digital mahasiswa tidak selesai ketika aplikasi diluncurkan; ia perlu dipantau 
sepanjang siklus hidup sistem. Pada identitas digital mahasiswa, pemantauan pascadeployment sama 
pentingnya dengan uji awal. Tanpa pengelolaan perubahan, 3.4 identitas digital mahasiswa dapat terus 
beroperasi meskipun konteks dan kualitas buktinya telah bergeser. Nilai 3.4 identitas digital mahasiswa 
diuji dalam penggunaan rutin, bukan hanya ketika demonstrasi berlangsung baik. 

Untuk identitas digital mahasiswa, dukungan alternatif harus disediakan bagi pengguna yang tidak 
cocok dengan asumsi desain umum. Universitas perlu melihat mahasiswa sebagai mitra evaluasi 3.4 
identitas digital mahasiswa, bukan objek pasif dari analitik. Dalam identitas digital mahasiswa, 
mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem 
dirasakan keliru. Keterbukaan 3.4 identitas digital mahasiswa menjadikan kebijakan AI sebagai bagian 
dari budaya akademik, bukan sekadar aturan administratif. 

Pelatihan untuk identitas digital mahasiswa sebaiknya berbasis praktik, kasus, dan refleksi atas 
pekerjaan nyata, bukan hanya demonstrasi alat. Dalam 3.4 identitas digital mahasiswa, pembagian 
kerja yang sehat menempatkan mesin pada tugas berulang dan manusia pada interpretasi serta 
pendampingan. Manfaat itu hanya muncul bila identitas digital mahasiswa tidak mengikis kebebasan 
akademik. Penguatan 3.4 identitas digital mahasiswa akan lebih tahan lama bila pelatihan dihubungkan 
dengan pekerjaan nyata dan jalur karier. 

Universitas perlu mempertanggungjawabkan identitas digital mahasiswa kepada manusia yang 
menerima dampaknya, bukan hanya kepada pengelola sistem. Tujuan akhir 3.4 identitas digital 
mahasiswa bukan kampus yang dikendalikan mesin, melainkan komunitas akademik yang lebih 
mampu memahami dan melayani. 

3.5 Learning analytics 

Otonomi akademik dalam learning analytics perlu dilindungi melalui kebijakan yang mengakui 
tanggung jawab profesional. AI pada 3.5 learning analytics bernilai ketika dosen dapat memperdalam 
kualitas interaksi akademik, bukan sekadar menghasilkan lebih banyak konten. Manfaat itu hanya 
muncul bila learning analytics tidak mengikis kebebasan akademik. Universitas perlu menghindari 
asumsi bahwa 3.5 learning analytics dapat berjalan tanpa investasi pada kapasitas manusia. 

Pertanyaan etis dalam learning analytics bukan tambahan dekoratif; ia menentukan apakah inovasi 
memiliki legitimasi akademik. Pembahasan 3.5 learning analytics perlu menghubungkan rancangan 
teknologi dengan jenis manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk oleh pendidikan tinggi. 

Konteks nasional membuat 3.5 learning analytics perlu memperhatikan pengetahuan lokal, 
kebutuhan akses, dan variasi kemampuan institusi. Yang penting dicermati di sini ialah bagaimana 
tujuan universitas memengaruhi cara data dikumpulkan, ditafsirkan, dan digunakan. Learning analytics 
tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan 
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institusional yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Kemajuan 3.5 
learning analytics terlihat ketika organisasi menjadi lebih mampu membantu, menerangkan, dan 
memperbaiki proses. (Kitchin, 2014; Ferguson, 2012) 

Pada tahap perencanaan, pimpinan perlu mengurai persoalan berikut sebelum memilih alat: 
learning analytics. Proses tersebut mengharuskan pengambil keputusan menilai ketidakpastian 
sekaligus mempertimbangkan tujuan pendidikan yang lebih luas. AI dapat membantu eksplorasi 3.5 
learning analytics, tetapi interpretasi dan keputusan tetap membutuhkan ahli bidang. Kualitas 
penalaran pada 3.5 learning analytics meningkat ketika hasil data dibahas bersama orang yang 
menjalani prosesnya. 

3.6 Data riset dan reproducibility 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Analisis dimulai dari pertanyaan praktis: perubahan apa yang benar-
benar diharapkan dan bukti apa yang dapat menunjukkannya? Data riset dan reproducibility tidak 
dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional 
yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Indikator 3.6 data riset dan 
reproducibility perlu memeriksa apakah teknologi memperkuat misi, bukan hanya memperbesar 
volume aktivitas. (Kitchin, 2014; Ferguson, 2012) 

Sebuah perubahan prosedur akan berhasil apabila organisasi terlebih dahulu memahami: data 
riset dan reproducibility. Data dapat membuka petunjuk awal, tetapi keputusan yang bertanggung 
jawab masih memerlukan verifikasi, percakapan, dan penilaian ahli. Konteks akademik menentukan 
apakah temuan dari 3.6 data riset dan reproducibility relevan, keliru, atau memerlukan pemeriksaan 
tambahan. Analisis 3.6 data riset dan reproducibility sebaiknya menghasilkan alasan yang dapat 
dipahami, bukan hanya rekomendasi yang tampak presisi. 

Universitas perlu menguji rancangan data riset dan reproducibility pada skala kecil agar kesalahan 
dapat ditemukan sebelum biaya perubahan menjadi besar. Untuk 3.6 data riset dan reproducibility, 
rancangan harus menunjukkan kebutuhan yang dapat diamati, data yang dapat 
dipertanggungjawabkan, pilihan pengguna, dan mekanisme evaluasi. Kelemahan pada satu komponen 
3.6 data riset dan reproducibility dapat menciptakan kepastian semu dan menyembunyikan kesalahan 
yang tidak merata. Jalur banding untuk 3.6 data riset dan reproducibility harus mudah ditemukan, 
memiliki batas waktu, dan berakhir pada tindakan korektif yang nyata. 

Penerapan data riset dan reproducibility perlu menimbang kelompok yang tidak terwakili oleh data 
rata-rata atau desain standar. Ketika data riset dan reproducibility diterapkan, sebagian pekerjaan lama 
hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Dimensi sosial 3.6 data riset dan 
reproducibility terlihat pada perubahan pembagian kerja dan pada siapa yang memperoleh suara 
dalam desain sistem. Warga kampus lebih mampu menerima 3.6 data riset dan reproducibility ketika 
manfaat, batas pemakaian, dan perlindungan privasi dijelaskan sejak awal. Untuk 3.6 data riset dan 
reproducibility, partisipasi menjadi efektif bila masukan pengguna diterjemahkan menjadi perubahan 
aturan, antarmuka, atau prosedur. 

3.7 Berbagi data 

Kerangka kerja yang baik untuk berbagi data dimulai dari tujuan yang terukur, data yang dapat 
ditelusuri, peran manusia yang jelas, dan ukuran dampak yang masuk akal. Kualitas desain 3.7 berbagi 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Dari Kampus Digital menuju Kampus Cerdas Berbasis AI | IBM-ASMI 
 
 
 

Halaman 21 

data bergantung pada definisi masalah, provenance data, perlindungan otonomi, serta indikator yang 
membuka jalan perbaikan. Presisi teknis dalam 3.7 berbagi data tidak menjamin ketepatan sosial; hasil 
perlu diuji pada variasi situasi yang benar-benar dialami warga kampus. Universitas perlu 
mendokumentasikan bagaimana keluhan tentang 3.7 berbagi data diterima, diperiksa, dan 
diselesaikan. 

Dampak pada pekerjaan sering baru terlihat setelah berbagi data berjalan dalam rutinitas harian. 
Ketika berbagi data diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas 
koordinasi baru muncul. Universitas perlu menilai dampak 3.7 berbagi data terhadap profesi, 
koordinasi, dan hubungan kepercayaan di dalam organisasi. Kekhawatiran mengenai 3.7 berbagi data 
merupakan data desain yang penting, bukan gangguan yang perlu disingkirkan. Universitas dapat 
memperkuat 3.7 berbagi data melalui komunitas praktik yang berbagi pengalaman, kesalahan, dan 
solusi. 

Indikator berbagi data harus menggabungkan mutu, kecepatan, akses, keadilan, dan kepercayaan. 
Data tentang 3.7 berbagi data harus menjawab apakah layanan menjadi lebih berguna tanpa 
mengurangi hak pengguna untuk memperoleh bantuan manusia. Pengukuran 3.7 berbagi data akan 
lebih bermakna ketika efisiensi tidak dipisahkan dari mutu akademik dan kepercayaan publik. Bukti 
mengenai 3.7 berbagi data perlu memiliki pemilik tindak lanjut dan tenggat agar pembelajaran 
organisasi tidak menguap. 

Pendekatan yang paling kompleks belum tentu paling tepat untuk berbagi data; solusi sederhana 
dapat lebih aman dan mudah dirawat. Pada 3.7 berbagi data, efisiensi prosedural harus dibedakan dari 
perbaikan mutu; keduanya tidak selalu bergerak bersama. Penggunaan AI pada 3.7 berbagi data layak 
dipertahankan hanya jika menghasilkan manfaat yang tidak mudah dicapai melalui perbaikan prosedur 
biasa. Untuk berbagi data, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan 
sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

3.8 Budaya keputusan berbasis bukti 

Evaluasi budaya keputusan berbasis bukti perlu mencatat manfaat sekaligus kesalahan, keluhan, 
dan beban kerja tambahan. Indikator 3.8 budaya keputusan berbasis bukti perlu menangkap mutu 
keputusan, akses yang setara, dan kecepatan pemulihan saat sistem melakukan kesalahan. Panel 
evaluasi 3.8 budaya keputusan berbasis bukti harus menghubungkan indikator operasional dengan 
pengalaman dan hak warga kampus. Perbaikan 3.8 budaya keputusan berbasis bukti dapat ditelusuri 
bila keputusan sesudah evaluasi dibandingkan dengan kondisi awal dan hasil aktual. 

Untuk budaya keputusan berbasis bukti, perbandingan opsi harus memasukkan konsekuensi 
sosial selain biaya dan kinerja teknis. Universitas perlu menguji apakah 3.8 budaya keputusan berbasis 
bukti mengurangi pekerjaan yang tidak bernilai atau hanya memindahkan beban ke pengguna dan staf. 
Pada 3.8 budaya keputusan berbasis bukti, tujuan akademik dan pelayanan menjadi kriteria utama 
untuk memilih tingkat otomatisasi. Untuk budaya keputusan berbasis bukti, pendekatan kedua 
menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih 
selaras dengan misi akademik. 

Ilustrasi budaya keputusan berbasis bukti dapat dimulai dari pengguna yang menerima hasil sistem 
tetapi tidak memahami alasan di baliknya. Data menunjukkan masalah pada budaya keputusan 
berbasis bukti, tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas 
komunikasi dapat saling berinteraksi. Analisis data 3.8 budaya keputusan berbasis bukti menjadi lebih 
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berguna bila diverifikasi melalui pengalaman mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Universitas 
harus memastikan bahwa hasil 3.8 budaya keputusan berbasis bukti tidak berubah menjadi stigma 
atau alasan untuk menurunkan kesempatan akademik. 

Pengelolaan budaya keputusan berbasis bukti memerlukan pembagian tanggung jawab antara 
pemilik proses, pengelola data, pengembang, ahli bidang, dan pengguna. Universitas perlu 
menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas tujuan, data, model, interpretasi, serta pemulihan 
dalam 3.8 budaya keputusan berbasis bukti. Vendor dapat menyediakan komponen 3.8 budaya 
keputusan berbasis bukti, tetapi universitas tetap memegang mandat, keputusan, dan hubungan 
dengan pengguna. Bahasa bersama untuk 3.8 budaya keputusan berbasis bukti membantu fakultas, 
unit layanan, dan TI memahami risiko serta manfaat dengan cara yang konsisten. 

Jika data diperlakukan sebagai aset bersama, pemilikannya tidak berhenti pada unit pengumpul. Yang 
dibangun adalah tanggung jawab kolektif terhadap makna, kualitas, keamanan, dan dampak 
penggunaan data bagi komunitas akademik. 

4. AI untuk Pembelajaran: dari LMS menuju Ekosistem Belajar Adaptif 

AI mengubah pembelajaran bukan karena mesin dapat menulis jawaban, melainkan karena desain 
pendidikan harus lebih jelas mengenai apa yang benar-benar ingin dibentuk. Tujuan penalaran, dialog, 
kreativitas, dan tanggung jawab memerlukan ekosistem pedagogis yang lebih kaya. 

4.1 Desain mata kuliah 

Universitas dapat menata desain mata kuliah melalui urutan diagnosis, perancangan, uji terbatas, 
umpan balik, dan penyempurnaan. Universitas perlu menilai 4.1 desain mata kuliah dari kejelasan 
tujuan, keterlacakan data, proporsionalitas tindakan, dan kemampuan melakukan koreksi. Risiko 
terbesar 4.1 desain mata kuliah muncul ketika angka yang rapi menutup ketidakpastian, pengecualian, 
dan pengalaman kelompok yang tidak terwakili. Perlindungan pengguna dalam 4.1 desain mata kuliah 
mencakup hak untuk mengoreksi catatan serta memperoleh peninjauan manusia. 

Di balik desain mata kuliah terdapat pekerjaan perawatan, koordinasi, dan penanganan 
pengecualian yang perlu dihitung secara jujur. Ketika desain mata kuliah diterapkan, sebagian 
pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Bukan hanya 
aplikasi yang berubah melalui 4.1 desain mata kuliah; rutinitas, identitas kerja, dan ekspektasi 
antarunit juga ikut bergeser. Universitas perlu menyediakan forum untuk menguji asumsi 4.1 desain 
mata kuliah sebelum sistem mengakar dan sulit diubah. Dokumentasi 4.1 desain mata kuliah 
sebaiknya menunjukkan bukan hanya hasil akhir, tetapi juga alasan mengapa pilihan desain diambil. 

Dashboard untuk desain mata kuliah akan berguna bila data yang ditampilkan benar-benar 
memengaruhi keputusan berikutnya. Untuk 4.1 desain mata kuliah, evaluasi perlu melihat akses, mutu 
umpan balik, perbedaan hasil, dan kemampuan menemukan kesalahan sebelum dampak membesar. 
Penilaian 4.1 desain mata kuliah sebaiknya memadukan apa yang dilakukan, hasil yang diperoleh, dan 
tingkat kepercayaan warga kampus. Temuan evaluasi 4.1 desain mata kuliah perlu menghasilkan 
keputusan perbaikan yang tercatat, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan. 

Keputusan mengenai desain mata kuliah menjadi lebih rasional jika alternatif manual, 
semiotomatis, dan otomatis dinilai dengan kriteria yang sama. Otomasi cepat pada 4.1 desain mata 
kuliah dapat memperpendek proses, tetapi juga membawa aturan lama ke dalam sistem baru. Pilihan 
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yang lebih reflektif untuk 4.1 desain mata kuliah dimulai dengan meninjau tujuan layanan dan 
menempatkan AI pada titik yang benar-benar membantu. Untuk desain mata kuliah, pendekatan kedua 
menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih 
selaras dengan misi akademik. 

4.2 Tutor cerdas 

Ukuran yang dipilih untuk tutor cerdas harus membedakan aktivitas, keluaran, outcome, dan 
dampak jangka panjang. Pada 4.2 tutor cerdas, ukuran keberhasilan harus mempertemukan kecepatan 
layanan dengan pengalaman pengguna dan perlindungan kelompok yang rentan. Untuk 4.2 tutor 
cerdas, log proses perlu dibaca bersama dampak pada pengguna dan penilaian mereka terhadap 
keadilan layanan. Universitas belajar dari 4.2 tutor cerdas ketika bukti evaluasi memengaruhi desain, 
anggaran, pelatihan, atau batas penggunaan. 

Pada tutor cerdas, kecepatan layanan harus ditimbang bersama kemampuan memberi penjelasan 
dan memulihkan kesalahan. Jika 4.2 tutor cerdas hanya mendigitalkan alur yang sudah ada, organisasi 
mungkin memperoleh kecepatan tanpa menyelesaikan akar masalah. Dalam 4.2 tutor cerdas, 
teknologi sebaiknya mengikuti kebutuhan proses, bukan memaksa proses menyesuaikan diri dengan 
fitur model. Untuk tutor cerdas, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun 
menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Pengalaman sebuah fakultas pada tutor cerdas mungkin memperlihatkan pola yang kuat, namun 
pola itu belum tentu menunjukkan sebab. Data menunjukkan masalah pada tutor cerdas, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Pola dalam 4.2 tutor cerdas memerlukan konteks sebelum diterjemahkan menjadi 
intervensi, terutama ketika keputusan menyentuh masa depan pengguna. Intervensi berdasarkan 4.2 
tutor cerdas perlu bersifat bertahap, dapat ditinjau, dan dihentikan ketika bukti menunjukkan bahwa 
bantuan tidak lagi diperlukan. 

Struktur kerja untuk tutor cerdas sebaiknya menggabungkan standar pusat dengan pengetahuan 
konteks yang dimiliki unit. Rantai peran 4.2 tutor cerdas harus terlihat agar tidak ada kesenjangan 
antara pihak yang merancang sistem dan pihak yang menanggung akibatnya. Pembagian peran 4.2 
tutor cerdas mengurangi risiko ketergantungan dan memperjelas siapa yang harus bertindak ketika 
terjadi kesalahan. Tanpa kalender evaluasi, 4.2 tutor cerdas mudah menjadi proyek satu kali yang 
kehilangan perhatian setelah peluncuran. 

4.3 Pembelajaran adaptif 

Skenario pembelajaran adaptif menunjukkan mengapa hasil yang tampak meyakinkan tetap perlu 
diperiksa oleh ahli dan pengguna. Data menunjukkan masalah pada pembelajaran adaptif, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Universitas dapat menggunakan prediksi 4.3 pembelajaran adaptif untuk membuka dialog 
dan dukungan, bukan untuk membuat label yang sulit dihapus. Kebijakan 4.3 pembelajaran adaptif 
harus membedakan risiko sementara dari identitas atau kemampuan seseorang. 

Akuntabilitas pembelajaran adaptif tetap berada pada universitas meskipun sebagian teknologi 
dibeli dari vendor. Pengelolaan 4.3 pembelajaran adaptif membutuhkan koordinasi lintas fungsi dengan 
kewenangan dan tugas yang dicatat secara eksplisit. Kepemilikan institusional atas 4.3 pembelajaran 
adaptif penting agar tujuan akademik tidak dikalahkan oleh kepentingan produk. Koordinasi 4.3 
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pembelajaran adaptif perlu menghasilkan catatan keputusan dan tindak lanjut, bukan sekadar 
pertemuan informatif. 

Penggunaan pembelajaran adaptif pada keputusan berdampak tinggi menuntut verifikasi manusia 
yang lebih kuat daripada penggunaan formatif. Pada pembelajaran adaptif, pemantauan 
pascadeployment sama pentingnya dengan uji awal. Untuk 4.3 pembelajaran adaptif, organisasi perlu 
menetapkan tanda penyimpangan, otoritas penghentian, dan penyimpanan versi data serta model. 
Peluncuran hanyalah awal dari siklus pemantauan dan pembelajaran 4.3 pembelajaran adaptif. 

Mahasiswa dapat dilibatkan sebagai penguji pengalaman, co-designer, dan mitra evaluasi dalam 
pembelajaran adaptif. Mahasiswa dalam 4.3 pembelajaran adaptif adalah pengguna sekaligus 
produsen data dan warga akademik yang berhak memahami keputusan yang memengaruhi mereka. 
Dalam pembelajaran adaptif, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, 
serta pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Penjelasan terbuka tentang 4.3 pembelajaran adaptif 
membantu warga kampus memahami kemampuan dan batas AI secara nyata. 

4.4 Asesmen di tengah AI generatif 

Batas penggunaan asesmen di tengah ai generatif perlu ditulis dalam prosedur yang dapat 
dipahami oleh pengguna nonteknis. Pada asesmen di tengah ai generatif, pemantauan 
pascadeployment sama pentingnya dengan uji awal. Pemantauan 4.4 asesmen di tengah ai generatif 
memerlukan ambang kinerja, pemilik respons, dan rekam perubahan yang memungkinkan audit. 
Setelah 4.4 asesmen di tengah ai generatif dipakai, organisasi masih harus memeriksa kinerja, keluhan, 
keamanan, dan kebutuhan perubahan. 

Kepercayaan pada asesmen di tengah ai generatif tumbuh ketika mahasiswa melihat bahwa 
laporan kesalahan benar-benar menghasilkan perbaikan. Peran mahasiswa pada 4.4 asesmen di 
tengah ai generatif tidak berhenti sebagai penerima layanan; pengalaman mereka membantu menilai 
mutu sistem. Dalam asesmen di tengah ai generatif, mahasiswa perlu mengetahui data yang 
digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Literasi yang tumbuh 
melalui 4.4 asesmen di tengah ai generatif membuat pengguna mampu memeriksa keluaran, 
mengenali risiko, dan meminta bantuan. 

Dosen dapat menggunakan asesmen di tengah ai generatif untuk memperdalam pertanyaan dan 
umpan balik, bukan untuk menghilangkan relasi pendidikan. Pada 4.4 asesmen di tengah ai generatif, AI 
dapat menangani sebagian pekerjaan rutin sehingga dosen memiliki ruang untuk merancang 
pertanyaan, menilai proses, dan membimbing mahasiswa. Manfaat itu hanya muncul bila asesmen di 
tengah ai generatif tidak mengikis kebebasan akademik. Kampus perlu menyediakan latihan terarah 
dan waktu yang cukup agar 4.4 asesmen di tengah ai generatif dapat diuji secara bertanggung jawab. 

asesmen di tengah ai generatif perlu diarahkan oleh misi universitas agar efisiensi tidak 
menggantikan pembentukan karakter dan penalaran. Pertanyaan nilai dalam 4.4 asesmen di tengah ai 
generatif adalah apakah teknologi memperluas kemampuan berpikir, bekerja sama, dan bertanggung 
jawab, atau hanya mengejar volume layanan. 

4.5 Peran dosen 

Keberhasilan peran dosen akan lebih mungkin terjadi bila kontribusi dosen dihargai dalam 
penilaian kinerja dan pengembangan karier. Dosen dapat memakai 4.5 peran dosen untuk 
mengeksplorasi pola dan menyiapkan bahan, tetapi keputusan pedagogis tetap memerlukan keahlian 
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profesional. Manfaat itu hanya muncul bila peran dosen tidak mengikis kebebasan akademik. 
Penerapan 4.5 peran dosen memerlukan dukungan pengembangan kompetensi, ruang percobaan, dan 
penghargaan atas pekerjaan baru. 

Keputusan tentang peran dosen menjadi matang ketika manfaat, risiko, dan martabat pengguna 
dipertimbangkan secara bersamaan. Universitas perlu menilai 4.5 peran dosen dari dampaknya 
terhadap kebebasan akademik, kesempatan setara, dialog, dan kemampuan manusia untuk belajar 
dari kesalahan. 

Untuk 4.5 peran dosen, standar bersama harus berjalan berdampingan dengan ruang adaptasi bagi 
komunitas kampus yang beragam. Isu ini perlu dibaca sebagai rangkaian pilihan, bukan sebagai fitur 
teknologi yang berdiri sendiri. Peran dosen tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri 
sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional yang menyatukan pengalaman pengguna dengan 
keputusan pimpinan. Nilai 4.5 peran dosen tampak pada mutu dukungan, ruang profesional, dan 
kemampuan menjelaskan keputusan. (Garrison et al., 2000; Zawacki-Richter et al., 2019) 

Di ruang akademik, data baru bernilai setelah dibaca bersama pengalaman pengguna: peran 
dosen. Cara kerja yang disarankan adalah menguji bukti sebelum menyimpulkan, kemudian 
menetapkan intervensi yang proporsional terhadap masalah. Pada 4.5 peran dosen, model hanya 
memberi petunjuk; maknanya harus ditafsirkan melalui konteks program studi dan tujuan pendidikan. 
Keputusan tentang 4.5 peran dosen perlu mempertemukan angka, pengalaman lapangan, dan dialog 
yang dapat ditelusuri. 

4.6 Literasi AI 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Hubungan antara misi akademik, proses kerja, dan pengalaman warga 
kampus menjadi titik berangkat pembahasan ini. Literasi AI tidak dipahami sebagai lapisan tambahan 
yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional yang menyatukan pengalaman 
pengguna dengan keputusan pimpinan. Keberhasilan 4.6 literasi ai perlu dilihat dari pengalaman 
pengguna dan kualitas keputusan, bukan dari banyaknya fitur. (Garrison et al., 2000; Zawacki-Richter et 
al., 2019) 

Keputusan mengenai teknologi perlu ditempatkan dalam rangkaian sebab dan akibat yang jelas: 
literasi ai. Pada titik ini, kewenangan sistem harus dibatasi oleh pengetahuan bidang, prosedur 
banding, dan tanggung jawab manusia. Keluaran AI untuk 4.6 literasi ai perlu dibandingkan dengan 
pengetahuan lapangan sebelum dipakai sebagai dasar tindakan. Penilaian terhadap 4.6 literasi ai 
menjadi lebih kuat bila bukti statistik diuji oleh ahli dan pengguna. 

Mutu literasi ai bergantung pada keselarasan prosedur, data, pelatihan, keamanan, dan pelayanan, 
bukan pada satu aplikasi. Rancangan 4.6 literasi ai tidak lengkap tanpa tujuan terukur, asal data yang 
jelas, batas kewenangan sistem, dan jalur keberatan. Universitas perlu mengakui batas 4.6 literasi ai 
agar keputusan tidak dibuat dengan keyakinan yang lebih besar daripada kualitas buktinya. 
Kepercayaan terhadap 4.6 literasi ai tumbuh bila kesalahan dapat dilaporkan tanpa risiko pembalasan 
dan menghasilkan perbaikan. 

Perubahan yang dibawa literasi ai dapat menggeser kewenangan, rasa aman profesional, dan 
hubungan antarunit. Ketika literasi ai diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian berubah 
bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Keberlanjutan 4.6 literasi ai bergantung pada kemampuan 
organisasi mengelola perubahan peran tanpa mengabaikan martabat profesional. Keterbukaan dalam 
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4.6 literasi ai mengurangi rumor serta memberi pengguna kesempatan memengaruhi aturan yang akan 
mengikat mereka. Pengguna memiliki pengaruh nyata atas 4.6 literasi ai ketika mereka diberi waktu, 
informasi, dan jalur untuk melihat tindak lanjut masukan. 

4.7 Kelas hibrida 

Desain kelas hibrida perlu menetapkan apa yang boleh diotomatisasi, kapan manusia wajib 
meninjau, dan bagaimana pemulihan dilakukan. Empat pertanyaan dasar untuk 4.7 kelas hibrida: 
masalah apa, data dari mana, kewenangan siapa, dan bagaimana kesalahan dipulihkan? Keluaran 4.7 
kelas hibrida harus disertai tingkat ketidakpastian dan konteks penggunaan, bukan hanya skor atau 
label. Setiap implementasi 4.7 kelas hibrida sebaiknya memiliki pemilik pengaduan, standar respons, 
dan jejak penyelesaian. 

Aspek sosial kelas hibrida tidak dapat disimpulkan dari log sistem; ia perlu didengar melalui dialog 
dengan warga kampus. Ketika kelas hibrida diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian 
berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Analisis 4.7 kelas hibrida harus memasukkan 
konsekuensi bagi staf yang merawat, memeriksa, dan menjelaskan sistem. Percakapan tentang 4.7 
kelas hibrida harus melibatkan pihak yang terkena dampak, bukan hanya pengembang dan pimpinan. 
Kualitas 4.7 kelas hibrida meningkat melalui siklus uji, diskusi, revisi, dan penjelasan yang dapat 
diakses. 

Pada kelas hibrida, rata-rata kinerja tidak cukup; hasil perlu diperiksa menurut kelompok, lokasi, 
dan kondisi akses. Bukti tentang 4.7 kelas hibrida menjadi kuat bila mencakup hasil belajar atau 
layanan, kesenjangan antarkelompok, serta kasus yang harus dikoreksi. Universitas dapat menguji 4.7 
kelas hibrida dengan tiga lensa: kelancaran kerja, perubahan hasil, dan legitimasi di mata komunitas. 
Setiap siklus 4.7 kelas hibrida sebaiknya ditutup dengan keputusan: apa yang diteruskan, diperbaiki, 
dibatasi, atau dihentikan. 

Universitas perlu melihat kelas hibrida sebagai portofolio pilihan yang dapat berubah mengikuti 
bukti, bukan sebagai komitmen yang tidak dapat ditinjau. Pilihan otomatisasi pada 4.7 kelas hibrida 
perlu diawali pemeriksaan terhadap prosedur lama agar kekeliruan administratif tidak menjadi lebih 
permanen. Perancangan 4.7 kelas hibrida dapat menghasilkan manfaat lebih besar bila organisasi 
menyederhanakan alur sebelum memilih otomatisasi. Untuk kelas hibrida, pendekatan kedua 
menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih 
selaras dengan misi akademik. 

4.8 Lifelong learning dan micro-credentials 

Universitas dapat memperkuat evaluasi lifelong learning dan micro-credentials dengan 
menggabungkan log, survei, wawancara, observasi, dan audit. Penilaian 4.8 lifelong learning dan micro-
credentials tidak cukup memakai rata-rata; universitas perlu memeriksa siapa yang terbantu, siapa 
yang tertinggal, dan mengapa. Data aktivitas 4.8 lifelong learning dan micro-credentials perlu dilengkapi 
outcome serta bukti apakah pengguna memahami dan menerima cara kerja sistem. Nilai evaluasi 4.8 
lifelong learning dan micro-credentials terletak pada tindakan setelah pengukuran, termasuk kesediaan 
mengubah asumsi awal. 

Perbedaan kapasitas antarunit membuat pilihan lifelong learning dan micro-credentials perlu 
disesuaikan tanpa meninggalkan standar bersama. Keuntungan awal 4.8 lifelong learning dan micro-
credentials dapat menipu apabila sistem hanya mempercepat pekerjaan yang sejak awal tidak 
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dirancang dengan baik. Universitas perlu menentukan bagian 4.8 lifelong learning dan micro-
credentials yang membutuhkan judgment manusia dan bagian yang aman untuk dibantu mesin. Untuk 
lifelong learning dan micro-credentials, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun 
menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Contoh pada lifelong learning dan micro-credentials menegaskan bahwa diagnosis, dukungan, dan 
evaluasi harus dilakukan dalam urutan yang tepat. Data menunjukkan masalah pada lifelong learning 
dan micro-credentials, tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas 
komunikasi dapat saling berinteraksi. Validasi manusia pada 4.8 lifelong learning dan micro-credentials 
membantu membedakan korelasi administratif dari kebutuhan nyata di lapangan. Data 4.8 lifelong 
learning dan micro-credentials paling bermanfaat ketika memberi jalan menuju mentoring, informasi, 
atau layanan tambahan. 

Koordinasi lifelong learning dan micro-credentials perlu menghasilkan keputusan, pemilik tindak 
lanjut, dan catatan yang dapat ditinjau. Pembagian kerja pada 4.8 lifelong learning dan micro-
credentials harus menghubungkan keahlian teknis dengan pengetahuan akademik dan pengalaman 
pengguna. Akuntabilitas 4.8 lifelong learning dan micro-credentials menjadi lebih kuat ketika vendor, TI, 
fakultas, dan pengguna memiliki batas tanggung jawab yang saling melengkapi. Ritme pengelolaan 4.8 
lifelong learning dan micro-credentials sebaiknya mencakup pemantauan rutin, audit berkala, dan 
forum refleksi. 

Kelas yang diperkaya AI tetap membutuhkan tantangan intelektual dan hubungan manusia. 
Personalization yang baik membantu mahasiswa menemukan jalan belajar, tetapi tidak menghilangkan 
kesempatan untuk berdebat, gagal dengan aman, dan membangun penilaian sendiri. 

5. AI untuk Riset, Inovasi, dan Hilirisasi Pengetahuan 

Universitas adalah organisasi pengetahuan. AI dapat mempercepat pencarian pola dan eksplorasi 
hipotesis, tetapi mutu ilmu tetap bergantung pada pertanyaan, metode, integritas, dan kemampuan 
menjelaskan bukti. 

5.1 Penemuan ilmiah 

Langkah awal penemuan ilmiah adalah merumuskan kebutuhan pengguna sebelum memilih 
model, vendor, atau bentuk antarmuka. Empat syarat desain 5.1 penemuan ilmiah adalah masalah 
yang jelas, sumber data yang terlacak, intervensi yang menghormati otonomi, dan ukuran yang dapat 
dikoreksi. Tanpa fondasi tersebut, 5.1 penemuan ilmiah dapat terlihat meyakinkan secara statistik 
tetapi gagal menghadapi kondisi pengguna yang beragam. Sejak perencanaan 5.1 penemuan ilmiah, 
pengguna perlu memiliki cara meminta penjelasan, membetulkan data, dan meninjau keputusan. 

Kasus-kasus yang tidak sesuai alur normal menjadi ujian penting bagi kualitas penemuan ilmiah. 
Ketika penemuan ilmiah diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan 
tugas koordinasi baru muncul. Penerapan 5.1 penemuan ilmiah dapat mengubah rasa aman bekerja, 
batas kewenangan, dan pola kerja sama antarunit. Dialog terbuka tentang 5.1 penemuan ilmiah 
membantu membedakan pengawasan yang tidak proporsional dari dukungan yang memang 
dibutuhkan. Pelatihan kasus, forum pengguna, dan catatan keputusan dapat membuat desain 5.1 
penemuan ilmiah lebih dekat dengan pekerjaan nyata. 
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Keberhasilan penemuan ilmiah sebaiknya dibaca melalui hasil yang dirasakan, bukan hanya angka 
adopsi. Data tentang 5.1 penemuan ilmiah harus menjawab apakah layanan menjadi lebih berguna 
tanpa mengurangi hak pengguna untuk memperoleh bantuan manusia. Pengukuran 5.1 penemuan 
ilmiah akan lebih bermakna ketika efisiensi tidak dipisahkan dari mutu akademik dan kepercayaan 
publik. Bukti mengenai 5.1 penemuan ilmiah perlu memiliki pemilik tindak lanjut dan tenggat agar 
pembelajaran organisasi tidak menguap. 

Pilihan untuk penemuan ilmiah tidak hanya berada antara sistem lama dan sistem baru; 
penyederhanaan proses juga perlu diuji. Pada 5.1 penemuan ilmiah, efisiensi prosedural harus 
dibedakan dari perbaikan mutu; keduanya tidak selalu bergerak bersama. Penggunaan AI pada 5.1 
penemuan ilmiah layak dipertahankan hanya jika menghasilkan manfaat yang tidak mudah dicapai 
melalui perbaikan prosedur biasa. Untuk penemuan ilmiah, pendekatan kedua menuntut kerja awal 
lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi 
akademik. 

5.2 Sintesis literatur 

Penilaian terhadap sintesis literatur memerlukan pembanding kondisi awal agar perubahan tidak 
salah diatribusikan. Indikator 5.2 sintesis literatur perlu menangkap mutu keputusan, akses yang 
setara, dan kecepatan pemulihan saat sistem melakukan kesalahan. Panel evaluasi 5.2 sintesis 
literatur harus menghubungkan indikator operasional dengan pengalaman dan hak warga kampus. 
Perbaikan 5.2 sintesis literatur dapat ditelusuri bila keputusan sesudah evaluasi dibandingkan dengan 
kondisi awal dan hasil aktual. 

Manfaat cepat dari sintesis literatur perlu dibandingkan dengan biaya integrasi, pemeliharaan, 
audit, dan kemungkinan berganti vendor. Universitas perlu menguji apakah 5.2 sintesis literatur 
mengurangi pekerjaan yang tidak bernilai atau hanya memindahkan beban ke pengguna dan staf. Pada 
5.2 sintesis literatur, tujuan akademik dan pelayanan menjadi kriteria utama untuk memilih tingkat 
otomatisasi. Untuk sintesis literatur, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun 
menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Dalam kasus sintesis literatur, kesalahan kecil pada data dapat berlanjut menjadi keputusan yang 
tidak adil bila tidak ada jalur koreksi. Data menunjukkan masalah pada sintesis literatur, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Pada 5.2 sintesis literatur, model dapat menunjukkan gejala, sedangkan percakapan 
membantu menemukan sebab dan bentuk bantuan yang tepat. Implikasi 5.2 sintesis literatur 
seharusnya berupa bantuan yang sesuai tingkat kebutuhan dan tetap membuka ruang perubahan bagi 
pengguna. 

Forum lintas fungsi akan membantu sintesis literatur bila memiliki kewenangan, jadwal evaluasi, 
dan akses kepada pimpinan. Dalam 5.2 sintesis literatur, pemilik proses menentukan tujuan, pengelola 
data menjaga kualitas, tim teknologi merawat sistem, ahli bidang menilai hasil, dan pengguna memberi 
umpan balik. Pengaturan tersebut menjaga agar tanggung jawab 5.2 sintesis literatur tetap berada pada 
institusi, bukan menghilang di balik kontrak teknologi. Kerja lintas unit pada 5.2 sintesis literatur 
membutuhkan istilah yang sama, jadwal peninjauan, dan keputusan yang dapat dilacak. 
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5.3 Laboratorium cerdas 

Sebuah pilot laboratorium cerdas dapat menjadi ruang aman untuk menguji manfaat, 
pengecualian, dan konsekuensi yang tidak direncanakan. Data menunjukkan masalah pada 
laboratorium cerdas, tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas 
komunikasi dapat saling berinteraksi. Prediksi mengenai 5.3 laboratorium cerdas harus diperlakukan 
sebagai sinyal untuk pemeriksaan, bukan sebagai kesimpulan mengenai seseorang. Prediksi 5.3 
laboratorium cerdas perlu mengarahkan sumber daya kepada dukungan, bukan mengunci seseorang 
dalam kategori yang sulit dibantah. 

Pusat dan fakultas dapat berbagi peran dalam laboratorium cerdas: pusat menjaga 
interoperabilitas, unit memastikan relevansi. Akuntabilitas 5.3 laboratorium cerdas terbagi antara 
pemilik keputusan, penjaga data, pengembang, ahli konteks, dan warga yang memakai layanan. 
Koordinasi lintas fungsi membuat 5.3 laboratorium cerdas tidak diperlakukan sebagai urusan TI 
semata. Universitas dapat mengoordinasikan 5.3 laboratorium cerdas melalui agenda bersama yang 
menetapkan prioritas, pemilik tugas, dan waktu evaluasi. 

Model yang digunakan untuk laboratorium cerdas dapat berubah mutunya ketika data, kurikulum, 
atau populasi pengguna berubah. Pada laboratorium cerdas, pemantauan pascadeployment sama 
pentingnya dengan uji awal. Universitas harus mengetahui kapan 5.3 laboratorium cerdas tidak lagi 
dapat dipercaya dan siapa yang berwenang mengalihkannya ke proses manual. Operasi harian 
menentukan apakah 5.3 laboratorium cerdas benar-benar memberi manfaat seperti yang 
direncanakan. 

Mahasiswa dalam laboratorium cerdas adalah warga akademik yang memiliki hak atas penjelasan, 
koreksi, dan pilihan yang wajar. Data tentang mahasiswa dalam 5.3 laboratorium cerdas harus 
diimbangi dengan hak untuk memperoleh penjelasan dan mengoreksi informasi. Dalam laboratorium 
cerdas, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil 
sistem dirasakan keliru. Transparansi 5.3 laboratorium cerdas lebih berguna bila disertai contoh 
penggunaan dan cara melaporkan kesalahan. 

5.4 Reproducibility dan provenance 

Pengendalian reproducibility dan provenance dimulai dari inventarisasi data, model, layanan yang 
bergantung, dan orang yang terkena dampaknya. Pada reproducibility dan provenance, pemantauan 
pascadeployment sama pentingnya dengan uji awal. Pengendalian 5.4 reproducibility dan provenance 
mencakup deteksi drift, pencatatan versi, pemeriksaan ulang data, serta keputusan pemulihan. 
Keberlanjutan 5.4 reproducibility dan provenance memerlukan pemeliharaan, pelatihan pengguna, 
evaluasi, dan keputusan investasi lanjutan. 

Partisipasi mahasiswa dapat memperbaiki reproducibility dan provenance dengan mengungkap 
hambatan yang tidak terlihat dalam data aktivitas. Warga kampus yang terlibat dalam 5.4 
reproducibility dan provenance memiliki pengetahuan pengalaman yang tidak dapat digantikan oleh log 
aktivitas. Dalam reproducibility dan provenance, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, 
tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Universitas dapat memakai 5.4 
reproducibility dan provenance sebagai kesempatan pendidikan tentang data, bias, verifikasi, dan 
tanggung jawab. 

Dosen menghadapi perubahan peran ketika reproducibility dan provenance memakai AI: pekerjaan 
rutin dapat berkurang, tetapi penilaian dan mentoring menjadi semakin penting. Manfaat 5.4 
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reproducibility dan provenance bagi dosen muncul ketika waktu yang dihemat dialihkan ke dialog, 
umpan balik, dan pembentukan penalaran. Manfaat itu hanya muncul bila reproducibility dan 
provenance tidak mengikis kebebasan akademik. Kemampuan mengelola 5.4 reproducibility dan 
provenance tidak muncul otomatis; ia dibangun melalui pendampingan, praktik, dan refleksi. 

reproducibility dan provenance pada akhirnya menguji tujuan pendidikan: kemampuan manusia 
apa yang hendak diperkuat dan ketergantungan apa yang harus dihindari? Orientasi 5.4 reproducibility 
dan provenance seharusnya tidak berhenti pada penghematan; ia perlu memperkuat mutu pendidikan 
dan hubungan sosial di kampus. 

5.5 Kolaborasi lintas disiplin 

Keahlian dosen tetap menentukan mutu kolaborasi lintas disiplin karena relevansi, konteks, dan 
pertimbangan pedagogis tidak selalu dapat dihitung. Penggunaan 5.5 kolaborasi lintas disiplin 
sebaiknya memperkuat relasi pengajaran, bukan menggantikan perhatian dosen terhadap konteks dan 
kebutuhan mahasiswa. Manfaat itu hanya muncul bila kolaborasi lintas disiplin tidak mengikis 
kebebasan akademik. Kebijakan 5.5 kolaborasi lintas disiplin perlu memasukkan alokasi waktu belajar 
serta pengakuan bagi mereka yang merawat prosesnya. 

Pembahasan kolaborasi lintas disiplin mengandung pilihan nilai mengenai siapa yang terlihat, 
siapa yang terlindungi, dan kesalahan apa yang dianggap dapat diterima. Keputusan tentang 5.5 
kolaborasi lintas disiplin memiliki legitimasi bila manfaat teknis berjalan bersama perlindungan 
martabat, ruang kritik, dan pelayanan yang adil. 

Desain 5.5 kolaborasi lintas disiplin di Indonesia sebaiknya menggabungkan praktik global dengan 
realitas bahasa, wilayah, dan budaya setempat. Fokus utama subbagian ini adalah hubungan antara 
tujuan akademik dan keputusan yang diambil berdasarkan bukti. Kolaborasi lintas disiplin tidak 
dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional 
yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Ukuran 5.5 kolaborasi lintas 
disiplin harus menilai manfaat akademik, keadilan layanan, dan keterbukaan alasan tindakan. 
(Zawacki-Richter et al., 2019; UNESCO, 2023) 

Analisis terhadap proses kampus menjadi lebih tajam bila dimulai dari pertanyaan: kolaborasi 
lintas disiplin. Penalaran yang diperlukan dimulai dari pembacaan data, dialog dengan pengguna, 
pengujian asumsi, dan penetapan batas kewenangan mesin. Pola yang muncul dalam 5.5 kolaborasi 
lintas disiplin tidak berdiri sendiri karena data selalu membawa sejarah dan pilihan klasifikasi. 
Universitas dapat memperbaiki 5.5 kolaborasi lintas disiplin dengan menggabungkan analitik, 
pengetahuan tacit, serta alasan yang terdokumentasi. 

5.6 Kekayaan intelektual 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Pada bagian ini, perhatian diarahkan pada cara informasi 
diterjemahkan menjadi tindakan institusional yang dapat dipertanggungjawabkan. Kekayaan intelektual 
tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan 
institusional yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Universitas 
sebaiknya menghubungkan 5.6 kekayaan intelektual dengan outcome, kepercayaan, serta kemampuan 
melakukan koreksi. (Zawacki-Richter et al., 2019; UNESCO, 2023) 
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Banyak kegagalan implementasi berawal dari masalah yang didefinisikan terlalu sempit, misalnya: 
kekayaan intelektual. Sebelum menetapkan tindakan, tim perlu menggabungkan bukti kuantitatif 
dengan pengetahuan lapangan dan pengalaman orang yang terkena dampaknya. Untuk memahami 
hasil 5.6 kekayaan intelektual, universitas perlu memeriksa konteks sosial serta kemungkinan 
penjelasan lain. Keputusan 5.6 kekayaan intelektual tidak cukup berdasarkan skor; ia memerlukan 
interpretasi, pertimbangan, dan kesempatan koreksi. 

Untuk kekayaan intelektual, rancangan yang dapat diaudit lebih bernilai daripada solusi yang 
tampak canggih tetapi sulit dijelaskan. Untuk 5.6 kekayaan intelektual, rancangan harus menunjukkan 
kebutuhan yang dapat diamati, data yang dapat dipertanggungjawabkan, pilihan pengguna, dan 
mekanisme evaluasi. Kelemahan pada satu komponen 5.6 kekayaan intelektual dapat menciptakan 
kepastian semu dan menyembunyikan kesalahan yang tidak merata. Jalur banding untuk 5.6 kekayaan 
intelektual harus mudah ditemukan, memiliki batas waktu, dan berakhir pada tindakan korektif yang 
nyata. 

Pada kekayaan intelektual, efisiensi satu unit dapat menciptakan pekerjaan baru di unit lain 
apabila aliran tanggung jawab tidak dirancang. Ketika kekayaan intelektual diterapkan, sebagian 
pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Dimensi sosial 5.6 
kekayaan intelektual terlihat pada perubahan pembagian kerja dan pada siapa yang memperoleh suara 
dalam desain sistem. Warga kampus lebih mampu menerima 5.6 kekayaan intelektual ketika manfaat, 
batas pemakaian, dan perlindungan privasi dijelaskan sejak awal. Untuk 5.6 kekayaan intelektual, 
partisipasi menjadi efektif bila masukan pengguna diterjemahkan menjadi perubahan aturan, 
antarmuka, atau prosedur. 

5.7 Hilirisasi 

Pekerjaan desain hilirisasi harus memperhitungkan kasus normal sekaligus pengecualian yang 
dialami kelompok tertentu. Kualitas desain 5.7 hilirisasi bergantung pada definisi masalah, provenance 
data, perlindungan otonomi, serta indikator yang membuka jalan perbaikan. Presisi teknis dalam 5.7 
hilirisasi tidak menjamin ketepatan sosial; hasil perlu diuji pada variasi situasi yang benar-benar 
dialami warga kampus. Universitas perlu mendokumentasikan bagaimana keluhan tentang 5.7 hilirisasi 
diterima, diperiksa, dan diselesaikan. 

Kepercayaan pengguna terhadap hilirisasi dipengaruhi oleh cara perubahan dijelaskan dan oleh 
pengalaman ketika terjadi kesalahan. Ketika hilirisasi diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, 
sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Universitas perlu menilai dampak 5.7 
hilirisasi terhadap profesi, koordinasi, dan hubungan kepercayaan di dalam organisasi. Kekhawatiran 
mengenai 5.7 hilirisasi merupakan data desain yang penting, bukan gangguan yang perlu disingkirkan. 
Universitas dapat memperkuat 5.7 hilirisasi melalui komunitas praktik yang berbagi pengalaman, 
kesalahan, dan solusi. 

Indikator hilirisasi harus menggabungkan mutu, kecepatan, akses, keadilan, dan kepercayaan. 
Untuk 5.7 hilirisasi, evaluasi perlu melihat akses, mutu umpan balik, perbedaan hasil, dan kemampuan 
menemukan kesalahan sebelum dampak membesar. Penilaian 5.7 hilirisasi sebaiknya memadukan 
apa yang dilakukan, hasil yang diperoleh, dan tingkat kepercayaan warga kampus. Temuan evaluasi 5.7 
hilirisasi perlu menghasilkan keputusan perbaikan yang tercatat, bukan berhenti sebagai angka dalam 
laporan. 
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Pendekatan yang paling kompleks belum tentu paling tepat untuk hilirisasi; solusi sederhana dapat 
lebih aman dan mudah dirawat. Otomasi cepat pada 5.7 hilirisasi dapat memperpendek proses, tetapi 
juga membawa aturan lama ke dalam sistem baru. Pilihan yang lebih reflektif untuk 5.7 hilirisasi dimulai 
dengan meninjau tujuan layanan dan menempatkan AI pada titik yang benar-benar membantu. Untuk 
hilirisasi, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih 
mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

5.8 Agenda riset AI Indonesia 

Evaluasi agenda riset ai indonesia perlu mencatat manfaat sekaligus kesalahan, keluhan, dan 
beban kerja tambahan. Pada 5.8 agenda riset ai indonesia, ukuran keberhasilan harus mempertemukan 
kecepatan layanan dengan pengalaman pengguna dan perlindungan kelompok yang rentan. Untuk 5.8 
agenda riset ai indonesia, log proses perlu dibaca bersama dampak pada pengguna dan penilaian 
mereka terhadap keadilan layanan. Universitas belajar dari 5.8 agenda riset ai indonesia ketika bukti 
evaluasi memengaruhi desain, anggaran, pelatihan, atau batas penggunaan. 

Untuk agenda riset ai indonesia, perbandingan opsi harus memasukkan konsekuensi sosial selain 
biaya dan kinerja teknis. Jika 5.8 agenda riset ai indonesia hanya mendigitalkan alur yang sudah ada, 
organisasi mungkin memperoleh kecepatan tanpa menyelesaikan akar masalah. Dalam 5.8 agenda 
riset ai indonesia, teknologi sebaiknya mengikuti kebutuhan proses, bukan memaksa proses 
menyesuaikan diri dengan fitur model. Untuk agenda riset ai indonesia, pendekatan kedua menuntut 
kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras 
dengan misi akademik. 

Cerita pengguna dalam agenda riset ai indonesia sering memberi informasi yang tidak terlihat pada 
angka agregat. Data menunjukkan masalah pada agenda riset ai indonesia, tetapi penyebabnya tidak 
tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. Analisis 
data 5.8 agenda riset ai indonesia menjadi lebih berguna bila diverifikasi melalui pengalaman 
mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Universitas harus memastikan bahwa hasil 5.8 agenda 
riset ai indonesia tidak berubah menjadi stigma atau alasan untuk menurunkan kesempatan akademik. 

Pengaturan agenda riset ai indonesia harus mencegah situasi ketika semua pihak memakai sistem 
tetapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Universitas perlu menetapkan siapa yang bertanggung 
jawab atas tujuan, data, model, interpretasi, serta pemulihan dalam 5.8 agenda riset ai indonesia. 
Vendor dapat menyediakan komponen 5.8 agenda riset ai indonesia, tetapi universitas tetap 
memegang mandat, keputusan, dan hubungan dengan pengguna. Bahasa bersama untuk 5.8 agenda 
riset ai indonesia membantu fakultas, unit layanan, dan TI memahami risiko serta manfaat dengan cara 
yang konsisten. 

Riset berbantuan AI akan semakin kuat ketika peneliti mendokumentasikan prosesnya secara terbuka. 
Transparansi tersebut memungkinkan pembaca membedakan kontribusi alat, interpretasi ilmuwan, 
serta batas kesimpulan yang dapat dipertahankan. 

6. Layanan Mahasiswa dan Administrasi yang Prediktif tetapi Manusiawi 
Layanan mahasiswa merupakan tempat paling langsung bagi warga kampus merasakan dampak 

transformasi. Prediksi yang akurat namun tidak manusiawi dapat merusak kepercayaan; dukungan 
yang tepat waktu dapat membuat data menjadi alat pemberdayaan. 
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6.1 Penerimaan mahasiswa 

Universitas perlu menguji rancangan penerimaan mahasiswa pada skala kecil agar kesalahan 
dapat ditemukan sebelum biaya perubahan menjadi besar. Universitas perlu menilai 6.1 penerimaan 
mahasiswa dari kejelasan tujuan, keterlacakan data, proporsionalitas tindakan, dan kemampuan 
melakukan koreksi. Risiko terbesar 6.1 penerimaan mahasiswa muncul ketika angka yang rapi menutup 
ketidakpastian, pengecualian, dan pengalaman kelompok yang tidak terwakili. Perlindungan pengguna 
dalam 6.1 penerimaan mahasiswa mencakup hak untuk mengoreksi catatan serta memperoleh 
peninjauan manusia. 

Penerapan penerimaan mahasiswa perlu menimbang kelompok yang tidak terwakili oleh data rata-
rata atau desain standar. Ketika penerimaan mahasiswa diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, 
sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Bukan hanya aplikasi yang berubah 
melalui 6.1 penerimaan mahasiswa; rutinitas, identitas kerja, dan ekspektasi antarunit juga ikut 
bergeser. Universitas perlu menyediakan forum untuk menguji asumsi 6.1 penerimaan mahasiswa 
sebelum sistem mengakar dan sulit diubah. Dokumentasi 6.1 penerimaan mahasiswa sebaiknya 
menunjukkan bukan hanya hasil akhir, tetapi juga alasan mengapa pilihan desain diambil. 

Dashboard untuk penerimaan mahasiswa akan berguna bila data yang ditampilkan benar-benar 
memengaruhi keputusan berikutnya. Bukti tentang 6.1 penerimaan mahasiswa menjadi kuat bila 
mencakup hasil belajar atau layanan, kesenjangan antarkelompok, serta kasus yang harus dikoreksi. 
Universitas dapat menguji 6.1 penerimaan mahasiswa dengan tiga lensa: kelancaran kerja, perubahan 
hasil, dan legitimasi di mata komunitas. Setiap siklus 6.1 penerimaan mahasiswa sebaiknya ditutup 
dengan keputusan: apa yang diteruskan, diperbaiki, dibatasi, atau dihentikan. 

Keputusan mengenai penerimaan mahasiswa menjadi lebih rasional jika alternatif manual, 
semiotomatis, dan otomatis dinilai dengan kriteria yang sama. Pilihan otomatisasi pada 6.1 
penerimaan mahasiswa perlu diawali pemeriksaan terhadap prosedur lama agar kekeliruan 
administratif tidak menjadi lebih permanen. Perancangan 6.1 penerimaan mahasiswa dapat 
menghasilkan manfaat lebih besar bila organisasi menyederhanakan alur sebelum memilih 
otomatisasi. Untuk penerimaan mahasiswa, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, 
namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

6.2 Registrasi dan beban studi 

Ukuran yang dipilih untuk registrasi dan beban studi harus membedakan aktivitas, keluaran, 
outcome, dan dampak jangka panjang. Penilaian 6.2 registrasi dan beban studi tidak cukup memakai 
rata-rata; universitas perlu memeriksa siapa yang terbantu, siapa yang tertinggal, dan mengapa. Data 
aktivitas 6.2 registrasi dan beban studi perlu dilengkapi outcome serta bukti apakah pengguna 
memahami dan menerima cara kerja sistem. Nilai evaluasi 6.2 registrasi dan beban studi terletak pada 
tindakan setelah pengukuran, termasuk kesediaan mengubah asumsi awal. 

Pada registrasi dan beban studi, kecepatan layanan harus ditimbang bersama kemampuan 
memberi penjelasan dan memulihkan kesalahan. Keuntungan awal 6.2 registrasi dan beban studi 
dapat menipu apabila sistem hanya mempercepat pekerjaan yang sejak awal tidak dirancang dengan 
baik. Universitas perlu menentukan bagian 6.2 registrasi dan beban studi yang membutuhkan judgment 
manusia dan bagian yang aman untuk dibantu mesin. Untuk registrasi dan beban studi, pendekatan 
kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan 
lebih selaras dengan misi akademik. 
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Pada registrasi dan beban studi, kualitas keputusan dapat dinilai dari cara organisasi merespons 
kasus yang berbeda dari pola umum. Data menunjukkan masalah pada registrasi dan beban studi, 
tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat 
saling berinteraksi. Pola dalam 6.2 registrasi dan beban studi memerlukan konteks sebelum 
diterjemahkan menjadi intervensi, terutama ketika keputusan menyentuh masa depan pengguna. 
Intervensi berdasarkan 6.2 registrasi dan beban studi perlu bersifat bertahap, dapat ditinjau, dan 
dihentikan ketika bukti menunjukkan bahwa bantuan tidak lagi diperlukan. 

Rantai tanggung jawab pada registrasi dan beban studi perlu terlihat oleh pengguna agar jalur 
pertanyaan dan keberatan tidak membingungkan. Rantai peran 6.2 registrasi dan beban studi harus 
terlihat agar tidak ada kesenjangan antara pihak yang merancang sistem dan pihak yang menanggung 
akibatnya. Pembagian peran 6.2 registrasi dan beban studi mengurangi risiko ketergantungan dan 
memperjelas siapa yang harus bertindak ketika terjadi kesalahan. Tanpa kalender evaluasi, 6.2 
registrasi dan beban studi mudah menjadi proyek satu kali yang kehilangan perhatian setelah 
peluncuran. 

6.3 Risiko putus studi 

Ilustrasi risiko putus studi dapat dimulai dari pengguna yang menerima hasil sistem tetapi tidak 
memahami alasan di baliknya. Data menunjukkan masalah pada risiko putus studi, tetapi penyebabnya 
tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. 
Universitas dapat menggunakan prediksi 6.3 risiko putus studi untuk membuka dialog dan dukungan, 
bukan untuk membuat label yang sulit dihapus. Kebijakan 6.3 risiko putus studi harus membedakan 
risiko sementara dari identitas atau kemampuan seseorang. 

Pengelolaan risiko putus studi memerlukan pembagian tanggung jawab antara pemilik proses, 
pengelola data, pengembang, ahli bidang, dan pengguna. Pengelolaan 6.3 risiko putus studi 
membutuhkan koordinasi lintas fungsi dengan kewenangan dan tugas yang dicatat secara eksplisit. 
Kepemilikan institusional atas 6.3 risiko putus studi penting agar tujuan akademik tidak dikalahkan oleh 
kepentingan produk. Koordinasi 6.3 risiko putus studi perlu menghasilkan catatan keputusan dan 
tindak lanjut, bukan sekadar pertemuan informatif. 

Kehati-hatian dalam risiko putus studi berarti menyediakan ruang uji, bukti, pemantauan, dan 
keputusan penghentian. Pada risiko putus studi, pemantauan pascadeployment sama pentingnya 
dengan uji awal. Kebijakan 6.3 risiko putus studi perlu menjelaskan kondisi yang memicu peninjauan 
atau penghentian sementara sistem. Universitas perlu menyediakan sumber daya setelah 
implementasi agar 6.3 risiko putus studi tidak menjadi sistem tanpa pengelola. 

Transparansi pada risiko putus studi harus menjelaskan data yang digunakan, tujuan penggunaan, 
dan cara mengajukan keberatan. Keputusan 6.3 risiko putus studi menjadi lebih sah ketika mahasiswa 
dapat bertanya, memberi konteks, dan menyampaikan keberatan. Dalam risiko putus studi, mahasiswa 
perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem dirasakan 
keliru. Pemahaman pengguna terhadap 6.3 risiko putus studi mengurangi kepatuhan mekanis dan 
mendorong penggunaan yang lebih kritis. 

6.4 Bimbingan akademik dan karier 

Untuk bimbingan akademik dan karier, jalur manual atau alternatif perlu tersedia ketika sistem 
gagal atau pengguna mengajukan keberatan. Pada bimbingan akademik dan karier, pemantauan 
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pascadeployment sama pentingnya dengan uji awal. Tanpa pengelolaan perubahan, 6.4 bimbingan 
akademik dan karier dapat terus beroperasi meskipun konteks dan kualitas buktinya telah bergeser. 
Nilai 6.4 bimbingan akademik dan karier diuji dalam penggunaan rutin, bukan hanya ketika demonstrasi 
berlangsung baik. 

Keadilan bimbingan akademik dan karier perlu memperhitungkan perbedaan akses internet, 
perangkat, bahasa, disabilitas, pekerjaan, dan jarak. Universitas perlu melihat mahasiswa sebagai 
mitra evaluasi 6.4 bimbingan akademik dan karier, bukan objek pasif dari analitik. Dalam bimbingan 
akademik dan karier, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta 
pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Keterbukaan 6.4 bimbingan akademik dan karier menjadikan 
kebijakan AI sebagai bagian dari budaya akademik, bukan sekadar aturan administratif. 

Keterlibatan dosen sejak tahap desain akan membuat bimbingan akademik dan karier lebih sesuai 
dengan variasi kelas dan kebutuhan mahasiswa. Dalam 6.4 bimbingan akademik dan karier, pembagian 
kerja yang sehat menempatkan mesin pada tugas berulang dan manusia pada interpretasi serta 
pendampingan. Manfaat itu hanya muncul bila bimbingan akademik dan karier tidak mengikis 
kebebasan akademik. Penguatan 6.4 bimbingan akademik dan karier akan lebih tahan lama bila 
pelatihan dihubungkan dengan pekerjaan nyata dan jalur karier. 

Nilai bimbingan akademik dan karier tidak dapat diukur hanya melalui produktivitas karena 
kebebasan berpikir, privasi, dan kesempatan setara juga merupakan mutu. Tujuan akhir 6.4 bimbingan 
akademik dan karier bukan kampus yang dikendalikan mesin, melainkan komunitas akademik yang 
lebih mampu memahami dan melayani. 

6.5 Keuangan dan bantuan 

Beban kerja perlu menjadi indikator keuangan dan bantuan; sistem yang menambah notifikasi dan 
pemeriksaan dapat kehilangan manfaatnya. AI pada 6.5 keuangan dan bantuan bernilai ketika dosen 
dapat memperdalam kualitas interaksi akademik, bukan sekadar menghasilkan lebih banyak konten. 
Manfaat itu hanya muncul bila keuangan dan bantuan tidak mengikis kebebasan akademik. Universitas 
perlu menghindari asumsi bahwa 6.5 keuangan dan bantuan dapat berjalan tanpa investasi pada 
kapasitas manusia. 

Batas penggunaan AI pada keuangan dan bantuan sebaiknya disepakati sebelum tekanan keadaan 
darurat membuat keputusan menjadi tergesa-gesa. Pembahasan 6.5 keuangan dan bantuan perlu 
menghubungkan rancangan teknologi dengan jenis manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk oleh 
pendidikan tinggi. 

Keberhasilan 6.5 keuangan dan bantuan bergantung pada kemampuan membangun solusi yang 
proporsional terhadap kondisi masing-masing perguruan tinggi. Subbagian ini melihat persoalan 
tersebut melalui lensa mutu layanan, pengalaman pengguna, dan kapasitas organisasi untuk belajar. 
Keuangan dan bantuan tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan 
sebagai kemampuan institusional yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan 
pimpinan. Kemajuan 6.5 keuangan dan bantuan terlihat ketika organisasi menjadi lebih mampu 
membantu, menerangkan, dan memperbaiki proses. 

Perhatian terhadap pengguna mengubah cara kita membaca persoalan yang berkaitan dengan: 
keuangan dan bantuan. Keputusan pada bagian ini memerlukan pemeriksaan sumber data, konteks 
program studi, serta ruang bagi manusia untuk menolak hasil yang keliru. AI dapat membantu 
eksplorasi 6.5 keuangan dan bantuan, tetapi interpretasi dan keputusan tetap membutuhkan ahli 
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bidang. Kualitas penalaran pada 6.5 keuangan dan bantuan meningkat ketika hasil data dibahas 
bersama orang yang menjalani prosesnya. 

6.6 Kesejahteraan 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Pembahasan berikut menempatkan isu ini sebagai keputusan strategis 
yang memiliki konsekuensi bagi proses, manusia, dan tata kelola. Kesejahteraan tidak dipahami 
sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional yang 
menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Indikator 6.6 kesejahteraan perlu 
memeriksa apakah teknologi memperkuat misi, bukan hanya memperbesar volume aktivitas. 

Pada universitas yang kompleks, koordinasi antarunit menentukan bagaimana: kesejahteraan. 
Langkah yang masuk akal ialah memeriksa pola, mencari penjelasan alternatif, lalu 
membandingkannya dengan pengalaman mahasiswa dan dosen. Konteks akademik menentukan 
apakah temuan dari 6.6 kesejahteraan relevan, keliru, atau memerlukan pemeriksaan tambahan. 
Analisis 6.6 kesejahteraan sebaiknya menghasilkan alasan yang dapat dipahami, bukan hanya 
rekomendasi yang tampak presisi. 

Kerangka kerja yang baik untuk kesejahteraan dimulai dari tujuan yang terukur, data yang dapat 
ditelusuri, peran manusia yang jelas, dan ukuran dampak yang masuk akal. Rancangan 6.6 
kesejahteraan tidak lengkap tanpa tujuan terukur, asal data yang jelas, batas kewenangan sistem, dan 
jalur keberatan. Universitas perlu mengakui batas 6.6 kesejahteraan agar keputusan tidak dibuat 
dengan keyakinan yang lebih besar daripada kualitas buktinya. Kepercayaan terhadap 6.6 
kesejahteraan tumbuh bila kesalahan dapat dilaporkan tanpa risiko pembalasan dan menghasilkan 
perbaikan. 

Dampak pada pekerjaan sering baru terlihat setelah kesejahteraan berjalan dalam rutinitas harian. 
Ketika kesejahteraan diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas 
koordinasi baru muncul. Keberlanjutan 6.6 kesejahteraan bergantung pada kemampuan organisasi 
mengelola perubahan peran tanpa mengabaikan martabat profesional. Keterbukaan dalam 6.6 
kesejahteraan mengurangi rumor serta memberi pengguna kesempatan memengaruhi aturan yang 
akan mengikat mereka. Pengguna memiliki pengaruh nyata atas 6.6 kesejahteraan ketika mereka diberi 
waktu, informasi, dan jalur untuk melihat tindak lanjut masukan. 

6.7 Aksesibilitas 

Universitas dapat menata aksesibilitas melalui urutan diagnosis, perancangan, uji terbatas, umpan 
balik, dan penyempurnaan. Empat pertanyaan dasar untuk 6.7 aksesibilitas: masalah apa, data dari 
mana, kewenangan siapa, dan bagaimana kesalahan dipulihkan? Keluaran 6.7 aksesibilitas harus 
disertai tingkat ketidakpastian dan konteks penggunaan, bukan hanya skor atau label. Setiap 
implementasi 6.7 aksesibilitas sebaiknya memiliki pemilik pengaduan, standar respons, dan jejak 
penyelesaian. 

Di balik aksesibilitas terdapat pekerjaan perawatan, koordinasi, dan penanganan pengecualian 
yang perlu dihitung secara jujur. Ketika aksesibilitas diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, 
sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Analisis 6.7 aksesibilitas harus 
memasukkan konsekuensi bagi staf yang merawat, memeriksa, dan menjelaskan sistem. Percakapan 
tentang 6.7 aksesibilitas harus melibatkan pihak yang terkena dampak, bukan hanya pengembang dan 
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pimpinan. Kualitas 6.7 aksesibilitas meningkat melalui siklus uji, diskusi, revisi, dan penjelasan yang 
dapat diakses. 

Pada aksesibilitas, rata-rata kinerja tidak cukup; hasil perlu diperiksa menurut kelompok, lokasi, 
dan kondisi akses. Data tentang 6.7 aksesibilitas harus menjawab apakah layanan menjadi lebih 
berguna tanpa mengurangi hak pengguna untuk memperoleh bantuan manusia. Pengukuran 6.7 
aksesibilitas akan lebih bermakna ketika efisiensi tidak dipisahkan dari mutu akademik dan 
kepercayaan publik. Bukti mengenai 6.7 aksesibilitas perlu memiliki pemilik tindak lanjut dan tenggat 
agar pembelajaran organisasi tidak menguap. 

Universitas perlu melihat aksesibilitas sebagai portofolio pilihan yang dapat berubah mengikuti 
bukti, bukan sebagai komitmen yang tidak dapat ditinjau. Pada 6.7 aksesibilitas, efisiensi prosedural 
harus dibedakan dari perbaikan mutu; keduanya tidak selalu bergerak bersama. Penggunaan AI pada 
6.7 aksesibilitas layak dipertahankan hanya jika menghasilkan manfaat yang tidak mudah dicapai 
melalui perbaikan prosedur biasa. Untuk aksesibilitas, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih 
besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi 
akademik. 

6.8 Suara mahasiswa 

Universitas dapat memperkuat evaluasi suara mahasiswa dengan menggabungkan log, survei, 
wawancara, observasi, dan audit. Indikator 6.8 suara mahasiswa perlu menangkap mutu keputusan, 
akses yang setara, dan kecepatan pemulihan saat sistem melakukan kesalahan. Panel evaluasi 6.8 
suara mahasiswa harus menghubungkan indikator operasional dengan pengalaman dan hak warga 
kampus. Perbaikan 6.8 suara mahasiswa dapat ditelusuri bila keputusan sesudah evaluasi 
dibandingkan dengan kondisi awal dan hasil aktual. 

Perbedaan kapasitas antarunit membuat pilihan suara mahasiswa perlu disesuaikan tanpa 
meninggalkan standar bersama. Universitas perlu menguji apakah 6.8 suara mahasiswa mengurangi 
pekerjaan yang tidak bernilai atau hanya memindahkan beban ke pengguna dan staf. Pada 6.8 suara 
mahasiswa, tujuan akademik dan pelayanan menjadi kriteria utama untuk memilih tingkat otomatisasi. 
Untuk suara mahasiswa, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan 
sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Pengalaman sebuah fakultas pada suara mahasiswa mungkin memperlihatkan pola yang kuat, 
namun pola itu belum tentu menunjukkan sebab. Data menunjukkan masalah pada suara mahasiswa, 
tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat 
saling berinteraksi. Validasi manusia pada 6.8 suara mahasiswa membantu membedakan korelasi 
administratif dari kebutuhan nyata di lapangan. Data 6.8 suara mahasiswa paling bermanfaat ketika 
memberi jalan menuju mentoring, informasi, atau layanan tambahan. 

Struktur kerja untuk suara mahasiswa sebaiknya menggabungkan standar pusat dengan 
pengetahuan konteks yang dimiliki unit. Pembagian kerja pada 6.8 suara mahasiswa harus 
menghubungkan keahlian teknis dengan pengetahuan akademik dan pengalaman pengguna. 
Akuntabilitas 6.8 suara mahasiswa menjadi lebih kuat ketika vendor, TI, fakultas, dan pengguna 
memiliki batas tanggung jawab yang saling melengkapi. Ritme pengelolaan 6.8 suara mahasiswa 
sebaiknya mencakup pemantauan rutin, audit berkala, dan forum refleksi. 
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Pelayanan prediktif memperoleh legitimasi ketika mahasiswa merasakan bahwa sistem memperluas 
pilihan dan akses bantuan. Setiap prediksi harus membuka pintu dukungan, bukan menutup peluang 
melalui stereotip yang sulit dibantah. 

7. Tata Kelola, Etika, dan Akuntabilitas Algoritmik 

Tata kelola menetapkan siapa yang berwenang, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana 
kesalahan dipulihkan. Tanpa kerangka tersebut, AI mudah diperlakukan sebagai otoritas netral, 
padahal setiap model membawa pilihan normatif. 

7.1 Tata kelola bukan urusan teknis 

Mutu tata kelola bukan urusan teknis bergantung pada keselarasan prosedur, data, pelatihan, 
keamanan, dan pelayanan, bukan pada satu aplikasi. Empat syarat desain 7.1 tata kelola bukan urusan 
teknis adalah masalah yang jelas, sumber data yang terlacak, intervensi yang menghormati otonomi, 
dan ukuran yang dapat dikoreksi. Tanpa fondasi tersebut, 7.1 tata kelola bukan urusan teknis dapat 
terlihat meyakinkan secara statistik tetapi gagal menghadapi kondisi pengguna yang beragam. Sejak 
perencanaan 7.1 tata kelola bukan urusan teknis, pengguna perlu memiliki cara meminta penjelasan, 
membetulkan data, dan meninjau keputusan. 

Perubahan yang dibawa tata kelola bukan urusan teknis dapat menggeser kewenangan, rasa aman 
profesional, dan hubungan antarunit. Ketika tata kelola bukan urusan teknis diterapkan, sebagian 
pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Penerapan 7.1 
tata kelola bukan urusan teknis dapat mengubah rasa aman bekerja, batas kewenangan, dan pola kerja 
sama antarunit. Dialog terbuka tentang 7.1 tata kelola bukan urusan teknis membantu membedakan 
pengawasan yang tidak proporsional dari dukungan yang memang dibutuhkan. Pelatihan kasus, forum 
pengguna, dan catatan keputusan dapat membuat desain 7.1 tata kelola bukan urusan teknis lebih 
dekat dengan pekerjaan nyata. 

Keberhasilan tata kelola bukan urusan teknis sebaiknya dibaca melalui hasil yang dirasakan, bukan 
hanya angka adopsi. Untuk 7.1 tata kelola bukan urusan teknis, evaluasi perlu melihat akses, mutu 
umpan balik, perbedaan hasil, dan kemampuan menemukan kesalahan sebelum dampak membesar. 
Penilaian 7.1 tata kelola bukan urusan teknis sebaiknya memadukan apa yang dilakukan, hasil yang 
diperoleh, dan tingkat kepercayaan warga kampus. Temuan evaluasi 7.1 tata kelola bukan urusan 
teknis perlu menghasilkan keputusan perbaikan yang tercatat, bukan berhenti sebagai angka dalam 
laporan. 

Pilihan untuk tata kelola bukan urusan teknis tidak hanya berada antara sistem lama dan sistem 
baru; penyederhanaan proses juga perlu diuji. Otomasi cepat pada 7.1 tata kelola bukan urusan teknis 
dapat memperpendek proses, tetapi juga membawa aturan lama ke dalam sistem baru. Pilihan yang 
lebih reflektif untuk 7.1 tata kelola bukan urusan teknis dimulai dengan meninjau tujuan layanan dan 
menempatkan AI pada titik yang benar-benar membantu. Untuk tata kelola bukan urusan teknis, 
pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah 
dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

7.2 Klasifikasi risiko 

Penilaian terhadap klasifikasi risiko memerlukan pembanding kondisi awal agar perubahan tidak 
salah diatribusikan. Pada 7.2 klasifikasi risiko, ukuran keberhasilan harus mempertemukan kecepatan 
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layanan dengan pengalaman pengguna dan perlindungan kelompok yang rentan. Untuk 7.2 klasifikasi 
risiko, log proses perlu dibaca bersama dampak pada pengguna dan penilaian mereka terhadap 
keadilan layanan. Universitas belajar dari 7.2 klasifikasi risiko ketika bukti evaluasi memengaruhi 
desain, anggaran, pelatihan, atau batas penggunaan. 

Manfaat cepat dari klasifikasi risiko perlu dibandingkan dengan biaya integrasi, pemeliharaan, 
audit, dan kemungkinan berganti vendor. Jika 7.2 klasifikasi risiko hanya mendigitalkan alur yang sudah 
ada, organisasi mungkin memperoleh kecepatan tanpa menyelesaikan akar masalah. Dalam 7.2 
klasifikasi risiko, teknologi sebaiknya mengikuti kebutuhan proses, bukan memaksa proses 
menyesuaikan diri dengan fitur model. Untuk klasifikasi risiko, pendekatan kedua menuntut kerja awal 
lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi 
akademik. 

Skenario klasifikasi risiko menunjukkan mengapa hasil yang tampak meyakinkan tetap perlu 
diperiksa oleh ahli dan pengguna. Data menunjukkan masalah pada klasifikasi risiko, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Pada 7.2 klasifikasi risiko, model dapat menunjukkan gejala, sedangkan percakapan 
membantu menemukan sebab dan bentuk bantuan yang tepat. Implikasi 7.2 klasifikasi risiko 
seharusnya berupa bantuan yang sesuai tingkat kebutuhan dan tetap membuka ruang perubahan bagi 
pengguna. 

Akuntabilitas klasifikasi risiko tetap berada pada universitas meskipun sebagian teknologi dibeli 
dari vendor. Dalam 7.2 klasifikasi risiko, pemilik proses menentukan tujuan, pengelola data menjaga 
kualitas, tim teknologi merawat sistem, ahli bidang menilai hasil, dan pengguna memberi umpan balik. 
Pengaturan tersebut menjaga agar tanggung jawab 7.2 klasifikasi risiko tetap berada pada institusi, 
bukan menghilang di balik kontrak teknologi. Kerja lintas unit pada 7.2 klasifikasi risiko membutuhkan 
istilah yang sama, jadwal peninjauan, dan keputusan yang dapat dilacak. 

7.3 Keadilan dan bias 

Contoh pada keadilan dan bias menegaskan bahwa diagnosis, dukungan, dan evaluasi harus 
dilakukan dalam urutan yang tepat. Data menunjukkan masalah pada keadilan dan bias, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Prediksi mengenai 7.3 keadilan dan bias harus diperlakukan sebagai sinyal untuk 
pemeriksaan, bukan sebagai kesimpulan mengenai seseorang. Prediksi 7.3 keadilan dan bias perlu 
mengarahkan sumber daya kepada dukungan, bukan mengunci seseorang dalam kategori yang sulit 
dibantah. 

Koordinasi keadilan dan bias perlu menghasilkan keputusan, pemilik tindak lanjut, dan catatan 
yang dapat ditinjau. Akuntabilitas 7.3 keadilan dan bias terbagi antara pemilik keputusan, penjaga data, 
pengembang, ahli konteks, dan warga yang memakai layanan. Koordinasi lintas fungsi membuat 7.3 
keadilan dan bias tidak diperlakukan sebagai urusan TI semata. Universitas dapat mengoordinasikan 
7.3 keadilan dan bias melalui agenda bersama yang menetapkan prioritas, pemilik tugas, dan waktu 
evaluasi. 

Universitas harus menetapkan ambang penyimpangan dan jadwal peninjauan sebelum keadilan 
dan bias digunakan secara luas. Pada keadilan dan bias, pemantauan pascadeployment sama 
pentingnya dengan uji awal. Untuk 7.3 keadilan dan bias, organisasi perlu menetapkan tanda 
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penyimpangan, otoritas penghentian, dan penyimpanan versi data serta model. Peluncuran hanyalah 
awal dari siklus pemantauan dan pembelajaran 7.3 keadilan dan bias. 

Suara mahasiswa memberi makna pada evaluasi keadilan dan bias karena mereka mengalami 
konsekuensi layanan secara langsung. Mahasiswa dalam 7.3 keadilan dan bias adalah pengguna 
sekaligus produsen data dan warga akademik yang berhak memahami keputusan yang memengaruhi 
mereka. Dalam keadilan dan bias, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan 
pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Penjelasan terbuka tentang 7.3 keadilan dan 
bias membantu warga kampus memahami kemampuan dan batas AI secara nyata. 

7.4 Transparansi 

Risiko transparansi tidak selesai ketika aplikasi diluncurkan; ia perlu dipantau sepanjang siklus 
hidup sistem. Pada transparansi, pemantauan pascadeployment sama pentingnya dengan uji awal. 
Pemantauan 7.4 transparansi memerlukan ambang kinerja, pemilik respons, dan rekam perubahan 
yang memungkinkan audit. Setelah 7.4 transparansi dipakai, organisasi masih harus memeriksa 
kinerja, keluhan, keamanan, dan kebutuhan perubahan. 

Untuk transparansi, dukungan alternatif harus disediakan bagi pengguna yang tidak cocok dengan 
asumsi desain umum. Peran mahasiswa pada 7.4 transparansi tidak berhenti sebagai penerima 
layanan; pengalaman mereka membantu menilai mutu sistem. Dalam transparansi, mahasiswa perlu 
mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. 
Literasi yang tumbuh melalui 7.4 transparansi membuat pengguna mampu memeriksa keluaran, 
mengenali risiko, dan meminta bantuan. 

Pelatihan untuk transparansi sebaiknya berbasis praktik, kasus, dan refleksi atas pekerjaan nyata, 
bukan hanya demonstrasi alat. Pada 7.4 transparansi, AI dapat menangani sebagian pekerjaan rutin 
sehingga dosen memiliki ruang untuk merancang pertanyaan, menilai proses, dan membimbing 
mahasiswa. Manfaat itu hanya muncul bila transparansi tidak mengikis kebebasan akademik. Kampus 
perlu menyediakan latihan terarah dan waktu yang cukup agar 7.4 transparansi dapat diuji secara 
bertanggung jawab. 

Universitas perlu mempertanggungjawabkan transparansi kepada manusia yang menerima 
dampaknya, bukan hanya kepada pengelola sistem. Pertanyaan nilai dalam 7.4 transparansi adalah 
apakah teknologi memperluas kemampuan berpikir, bekerja sama, dan bertanggung jawab, atau hanya 
mengejar volume layanan. 

7.5 Human-in-the-loop 

Otonomi akademik dalam human-in-the-loop perlu dilindungi melalui kebijakan yang mengakui 
tanggung jawab profesional. Dosen dapat memakai 7.5 human-in-the-loop untuk mengeksplorasi pola 
dan menyiapkan bahan, tetapi keputusan pedagogis tetap memerlukan keahlian profesional. Manfaat 
itu hanya muncul bila human-in-the-loop tidak mengikis kebebasan akademik. Penerapan 7.5 human-
in-the-loop memerlukan dukungan pengembangan kompetensi, ruang percobaan, dan penghargaan 
atas pekerjaan baru. 

Pertanyaan etis dalam human-in-the-loop bukan tambahan dekoratif; ia menentukan apakah 
inovasi memiliki legitimasi akademik. Universitas perlu menilai 7.5 human-in-the-loop dari dampaknya 
terhadap kebebasan akademik, kesempatan setara, dialog, dan kemampuan manusia untuk belajar 
dari kesalahan. 
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Di Indonesia, 7.5 human-in-the-loop perlu disesuaikan dengan keragaman kapasitas jaringan, 
bahasa, pembiayaan, dan tata kelola. Yang penting dicermati di sini ialah bagaimana tujuan universitas 
memengaruhi cara data dikumpulkan, ditafsirkan, dan digunakan. Human-in-the-loop tidak dipahami 
sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional yang 
menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Nilai 7.5 human-in-the-loop tampak 
pada mutu dukungan, ruang profesional, dan kemampuan menjelaskan keputusan. (Selbst et al., 2019; 
Jobin et al., 2019) 

Perspektif tata kelola meminta agar setiap keputusan mengenai sistem menjelaskan: human-in-
the-loop. Proses tersebut mengharuskan pengambil keputusan menilai ketidakpastian sekaligus 
mempertimbangkan tujuan pendidikan yang lebih luas. Pada 7.5 human-in-the-loop, model hanya 
memberi petunjuk; maknanya harus ditafsirkan melalui konteks program studi dan tujuan pendidikan. 
Keputusan tentang 7.5 human-in-the-loop perlu mempertemukan angka, pengalaman lapangan, dan 
dialog yang dapat ditelusuri. 

7.6 Pengadaan vendor 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Analisis dimulai dari pertanyaan praktis: perubahan apa yang benar-
benar diharapkan dan bukti apa yang dapat menunjukkannya? Pengadaan vendor tidak dipahami 
sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional yang 
menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Keberhasilan 7.6 pengadaan vendor 
perlu dilihat dari pengalaman pengguna dan kualitas keputusan, bukan dari banyaknya fitur. (Selbst et 
al., 2019; Jobin et al., 2019) 

Ruang kelas, layanan, dan administrasi bertemu pada satu kebutuhan mendasar, yaitu: pengadaan 
vendor. Data dapat membuka petunjuk awal, tetapi keputusan yang bertanggung jawab masih 
memerlukan verifikasi, percakapan, dan penilaian ahli. Keluaran AI untuk 7.6 pengadaan vendor perlu 
dibandingkan dengan pengetahuan lapangan sebelum dipakai sebagai dasar tindakan. Penilaian 
terhadap 7.6 pengadaan vendor menjadi lebih kuat bila bukti statistik diuji oleh ahli dan pengguna. 

Desain pengadaan vendor perlu menetapkan apa yang boleh diotomatisasi, kapan manusia wajib 
meninjau, dan bagaimana pemulihan dilakukan. Untuk 7.6 pengadaan vendor, rancangan harus 
menunjukkan kebutuhan yang dapat diamati, data yang dapat dipertanggungjawabkan, pilihan 
pengguna, dan mekanisme evaluasi. Kelemahan pada satu komponen 7.6 pengadaan vendor dapat 
menciptakan kepastian semu dan menyembunyikan kesalahan yang tidak merata. Jalur banding untuk 
7.6 pengadaan vendor harus mudah ditemukan, memiliki batas waktu, dan berakhir pada tindakan 
korektif yang nyata. 

Aspek sosial pengadaan vendor tidak dapat disimpulkan dari log sistem; ia perlu didengar melalui 
dialog dengan warga kampus. Ketika pengadaan vendor diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, 
sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Dimensi sosial 7.6 pengadaan vendor 
terlihat pada perubahan pembagian kerja dan pada siapa yang memperoleh suara dalam desain 
sistem. Warga kampus lebih mampu menerima 7.6 pengadaan vendor ketika manfaat, batas 
pemakaian, dan perlindungan privasi dijelaskan sejak awal. Untuk 7.6 pengadaan vendor, partisipasi 
menjadi efektif bila masukan pengguna diterjemahkan menjadi perubahan aturan, antarmuka, atau 
prosedur. 
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7.7 Komite AI dan pengaduan 

Langkah awal komite ai dan pengaduan adalah merumuskan kebutuhan pengguna sebelum 
memilih model, vendor, atau bentuk antarmuka. Kualitas desain 7.7 komite ai dan pengaduan 
bergantung pada definisi masalah, provenance data, perlindungan otonomi, serta indikator yang 
membuka jalan perbaikan. Presisi teknis dalam 7.7 komite ai dan pengaduan tidak menjamin ketepatan 
sosial; hasil perlu diuji pada variasi situasi yang benar-benar dialami warga kampus. Universitas perlu 
mendokumentasikan bagaimana keluhan tentang 7.7 komite ai dan pengaduan diterima, diperiksa, dan 
diselesaikan. 

Kasus-kasus yang tidak sesuai alur normal menjadi ujian penting bagi kualitas komite ai dan 
pengaduan. Ketika komite ai dan pengaduan diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian 
berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Universitas perlu menilai dampak 7.7 komite ai dan 
pengaduan terhadap profesi, koordinasi, dan hubungan kepercayaan di dalam organisasi. 
Kekhawatiran mengenai 7.7 komite ai dan pengaduan merupakan data desain yang penting, bukan 
gangguan yang perlu disingkirkan. Universitas dapat memperkuat 7.7 komite ai dan pengaduan melalui 
komunitas praktik yang berbagi pengalaman, kesalahan, dan solusi. 

Indikator komite ai dan pengaduan harus menggabungkan mutu, kecepatan, akses, keadilan, dan 
kepercayaan. Bukti tentang 7.7 komite ai dan pengaduan menjadi kuat bila mencakup hasil belajar atau 
layanan, kesenjangan antarkelompok, serta kasus yang harus dikoreksi. Universitas dapat menguji 7.7 
komite ai dan pengaduan dengan tiga lensa: kelancaran kerja, perubahan hasil, dan legitimasi di mata 
komunitas. Setiap siklus 7.7 komite ai dan pengaduan sebaiknya ditutup dengan keputusan: apa yang 
diteruskan, diperbaiki, dibatasi, atau dihentikan. 

Pendekatan yang paling kompleks belum tentu paling tepat untuk komite ai dan pengaduan; solusi 
sederhana dapat lebih aman dan mudah dirawat. Pilihan otomatisasi pada 7.7 komite ai dan 
pengaduan perlu diawali pemeriksaan terhadap prosedur lama agar kekeliruan administratif tidak 
menjadi lebih permanen. Perancangan 7.7 komite ai dan pengaduan dapat menghasilkan manfaat lebih 
besar bila organisasi menyederhanakan alur sebelum memilih otomatisasi. Untuk komite ai dan 
pengaduan, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang 
lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

7.8 Kode etik 

Evaluasi kode etik perlu mencatat manfaat sekaligus kesalahan, keluhan, dan beban kerja 
tambahan. Penilaian 7.8 kode etik tidak cukup memakai rata-rata; universitas perlu memeriksa siapa 
yang terbantu, siapa yang tertinggal, dan mengapa. Data aktivitas 7.8 kode etik perlu dilengkapi 
outcome serta bukti apakah pengguna memahami dan menerima cara kerja sistem. Nilai evaluasi 7.8 
kode etik terletak pada tindakan setelah pengukuran, termasuk kesediaan mengubah asumsi awal. 

Untuk kode etik, perbandingan opsi harus memasukkan konsekuensi sosial selain biaya dan kinerja 
teknis. Keuntungan awal 7.8 kode etik dapat menipu apabila sistem hanya mempercepat pekerjaan 
yang sejak awal tidak dirancang dengan baik. Universitas perlu menentukan bagian 7.8 kode etik yang 
membutuhkan judgment manusia dan bagian yang aman untuk dibantu mesin. Untuk kode etik, 
pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah 
dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Dalam kasus kode etik, kesalahan kecil pada data dapat berlanjut menjadi keputusan yang tidak 
adil bila tidak ada jalur koreksi. Data menunjukkan masalah pada kode etik, tetapi penyebabnya tidak 
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tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. Analisis 
data 7.8 kode etik menjadi lebih berguna bila diverifikasi melalui pengalaman mahasiswa, dosen, dan 
tenaga kependidikan. Universitas harus memastikan bahwa hasil 7.8 kode etik tidak berubah menjadi 
stigma atau alasan untuk menurunkan kesempatan akademik. 

Forum lintas fungsi akan membantu kode etik bila memiliki kewenangan, jadwal evaluasi, dan 
akses kepada pimpinan. Universitas perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas tujuan, 
data, model, interpretasi, serta pemulihan dalam 7.8 kode etik. Vendor dapat menyediakan komponen 
7.8 kode etik, tetapi universitas tetap memegang mandat, keputusan, dan hubungan dengan pengguna. 
Bahasa bersama untuk 7.8 kode etik membantu fakultas, unit layanan, dan TI memahami risiko serta 
manfaat dengan cara yang konsisten. 

Akuntabilitas algoritmik menuntut keberanian institusi untuk mengakui bahwa tidak semua keputusan 
layak didelegasikan. Batas yang jelas justru memberi ruang bagi inovasi karena warga mengetahui 
kapan teknologi boleh dan tidak boleh digunakan. 

8. Keamanan Siber, Privasi, dan Ketahanan Operasional 
Konektivitas yang meningkat memperluas permukaan serangan. Kampus cerdas karena itu harus 

sekaligus menjadi kampus yang tangguh: mampu mendeteksi, membatasi, memulihkan, dan belajar 
dari gangguan. 

8.1 Permukaan serangan 

Untuk permukaan serangan, rancangan yang dapat diaudit lebih bernilai daripada solusi yang 
tampak canggih tetapi sulit dijelaskan. Universitas perlu menilai 8.1 permukaan serangan dari 
kejelasan tujuan, keterlacakan data, proporsionalitas tindakan, dan kemampuan melakukan koreksi. 
Risiko terbesar 8.1 permukaan serangan muncul ketika angka yang rapi menutup ketidakpastian, 
pengecualian, dan pengalaman kelompok yang tidak terwakili. Perlindungan pengguna dalam 8.1 
permukaan serangan mencakup hak untuk mengoreksi catatan serta memperoleh peninjauan 
manusia. 

Pada permukaan serangan, efisiensi satu unit dapat menciptakan pekerjaan baru di unit lain 
apabila aliran tanggung jawab tidak dirancang. Ketika permukaan serangan diterapkan, sebagian 
pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Bukan hanya 
aplikasi yang berubah melalui 8.1 permukaan serangan; rutinitas, identitas kerja, dan ekspektasi 
antarunit juga ikut bergeser. Universitas perlu menyediakan forum untuk menguji asumsi 8.1 
permukaan serangan sebelum sistem mengakar dan sulit diubah. Dokumentasi 8.1 permukaan 
serangan sebaiknya menunjukkan bukan hanya hasil akhir, tetapi juga alasan mengapa pilihan desain 
diambil. 

Dashboard untuk permukaan serangan akan berguna bila data yang ditampilkan benar-benar 
memengaruhi keputusan berikutnya. Data tentang 8.1 permukaan serangan harus menjawab apakah 
layanan menjadi lebih berguna tanpa mengurangi hak pengguna untuk memperoleh bantuan manusia. 
Pengukuran 8.1 permukaan serangan akan lebih bermakna ketika efisiensi tidak dipisahkan dari mutu 
akademik dan kepercayaan publik. Bukti mengenai 8.1 permukaan serangan perlu memiliki pemilik 
tindak lanjut dan tenggat agar pembelajaran organisasi tidak menguap. 
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Keputusan mengenai permukaan serangan menjadi lebih rasional jika alternatif manual, 
semiotomatis, dan otomatis dinilai dengan kriteria yang sama. Pada 8.1 permukaan serangan, efisiensi 
prosedural harus dibedakan dari perbaikan mutu; keduanya tidak selalu bergerak bersama. 
Penggunaan AI pada 8.1 permukaan serangan layak dipertahankan hanya jika menghasilkan manfaat 
yang tidak mudah dicapai melalui perbaikan prosedur biasa. Untuk permukaan serangan, pendekatan 
kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan 
lebih selaras dengan misi akademik. 

8.2 Zero trust 

Ukuran yang dipilih untuk zero trust harus membedakan aktivitas, keluaran, outcome, dan dampak 
jangka panjang. Indikator 8.2 zero trust perlu menangkap mutu keputusan, akses yang setara, dan 
kecepatan pemulihan saat sistem melakukan kesalahan. Panel evaluasi 8.2 zero trust harus 
menghubungkan indikator operasional dengan pengalaman dan hak warga kampus. Perbaikan 8.2 zero 
trust dapat ditelusuri bila keputusan sesudah evaluasi dibandingkan dengan kondisi awal dan hasil 
aktual. 

Pada zero trust, kecepatan layanan harus ditimbang bersama kemampuan memberi penjelasan 
dan memulihkan kesalahan. Universitas perlu menguji apakah 8.2 zero trust mengurangi pekerjaan 
yang tidak bernilai atau hanya memindahkan beban ke pengguna dan staf. Pada 8.2 zero trust, tujuan 
akademik dan pelayanan menjadi kriteria utama untuk memilih tingkat otomatisasi. Untuk zero trust, 
pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah 
dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Sebuah pilot zero trust dapat menjadi ruang aman untuk menguji manfaat, pengecualian, dan 
konsekuensi yang tidak direncanakan. Data menunjukkan masalah pada zero trust, tetapi penyebabnya 
tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. Pola 
dalam 8.2 zero trust memerlukan konteks sebelum diterjemahkan menjadi intervensi, terutama ketika 
keputusan menyentuh masa depan pengguna. Intervensi berdasarkan 8.2 zero trust perlu bersifat 
bertahap, dapat ditinjau, dan dihentikan ketika bukti menunjukkan bahwa bantuan tidak lagi 
diperlukan. 

Pusat dan fakultas dapat berbagi peran dalam zero trust: pusat menjaga interoperabilitas, unit 
memastikan relevansi. Rantai peran 8.2 zero trust harus terlihat agar tidak ada kesenjangan antara 
pihak yang merancang sistem dan pihak yang menanggung akibatnya. Pembagian peran 8.2 zero trust 
mengurangi risiko ketergantungan dan memperjelas siapa yang harus bertindak ketika terjadi 
kesalahan. Tanpa kalender evaluasi, 8.2 zero trust mudah menjadi proyek satu kali yang kehilangan 
perhatian setelah peluncuran. 

8.3 Keamanan data dan model 

Cerita pengguna dalam keamanan data dan model sering memberi informasi yang tidak terlihat 
pada angka agregat. Data menunjukkan masalah pada keamanan data dan model, tetapi penyebabnya 
tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. 
Universitas dapat menggunakan prediksi 8.3 keamanan data dan model untuk membuka dialog dan 
dukungan, bukan untuk membuat label yang sulit dihapus. Kebijakan 8.3 keamanan data dan model 
harus membedakan risiko sementara dari identitas atau kemampuan seseorang. 
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Pengaturan keamanan data dan model harus mencegah situasi ketika semua pihak memakai 
sistem tetapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Pengelolaan 8.3 keamanan data dan model 
membutuhkan koordinasi lintas fungsi dengan kewenangan dan tugas yang dicatat secara eksplisit. 
Kepemilikan institusional atas 8.3 keamanan data dan model penting agar tujuan akademik tidak 
dikalahkan oleh kepentingan produk. Koordinasi 8.3 keamanan data dan model perlu menghasilkan 
catatan keputusan dan tindak lanjut, bukan sekadar pertemuan informatif. 

Penggunaan keamanan data dan model pada keputusan berdampak tinggi menuntut verifikasi 
manusia yang lebih kuat daripada penggunaan formatif. Pada keamanan data dan model, pemantauan 
pascadeployment sama pentingnya dengan uji awal. Universitas harus mengetahui kapan 8.3 
keamanan data dan model tidak lagi dapat dipercaya dan siapa yang berwenang mengalihkannya ke 
proses manual. Operasi harian menentukan apakah 8.3 keamanan data dan model benar-benar 
memberi manfaat seperti yang direncanakan. 

Mahasiswa dapat dilibatkan sebagai penguji pengalaman, co-designer, dan mitra evaluasi dalam 
keamanan data dan model. Data tentang mahasiswa dalam 8.3 keamanan data dan model harus 
diimbangi dengan hak untuk memperoleh penjelasan dan mengoreksi informasi. Dalam keamanan data 
dan model, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila 
hasil sistem dirasakan keliru. Transparansi 8.3 keamanan data dan model lebih berguna bila disertai 
contoh penggunaan dan cara melaporkan kesalahan. 

8.4 Ransomware dan pemulihan 

Batas penggunaan ransomware dan pemulihan perlu ditulis dalam prosedur yang dapat dipahami 
oleh pengguna nonteknis. Pada ransomware dan pemulihan, pemantauan pascadeployment sama 
pentingnya dengan uji awal. Pengendalian 8.4 ransomware dan pemulihan mencakup deteksi drift, 
pencatatan versi, pemeriksaan ulang data, serta keputusan pemulihan. Keberlanjutan 8.4 ransomware 
dan pemulihan memerlukan pemeliharaan, pelatihan pengguna, evaluasi, dan keputusan investasi 
lanjutan. 

Kepercayaan pada ransomware dan pemulihan tumbuh ketika mahasiswa melihat bahwa laporan 
kesalahan benar-benar menghasilkan perbaikan. Warga kampus yang terlibat dalam 8.4 ransomware 
dan pemulihan memiliki pengetahuan pengalaman yang tidak dapat digantikan oleh log aktivitas. 
Dalam ransomware dan pemulihan, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan 
pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Universitas dapat memakai 8.4 ransomware 
dan pemulihan sebagai kesempatan pendidikan tentang data, bias, verifikasi, dan tanggung jawab. 

Dosen dapat menggunakan ransomware dan pemulihan untuk memperdalam pertanyaan dan 
umpan balik, bukan untuk menghilangkan relasi pendidikan. Manfaat 8.4 ransomware dan pemulihan 
bagi dosen muncul ketika waktu yang dihemat dialihkan ke dialog, umpan balik, dan pembentukan 
penalaran. Manfaat itu hanya muncul bila ransomware dan pemulihan tidak mengikis kebebasan 
akademik. Kemampuan mengelola 8.4 ransomware dan pemulihan tidak muncul otomatis; ia dibangun 
melalui pendampingan, praktik, dan refleksi. 

ransomware dan pemulihan perlu diarahkan oleh misi universitas agar efisiensi tidak menggantikan 
pembentukan karakter dan penalaran. Orientasi 8.4 ransomware dan pemulihan seharusnya tidak 
berhenti pada penghematan; ia perlu memperkuat mutu pendidikan dan hubungan sosial di kampus. 
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8.5 Privasi 

Keberhasilan privasi akan lebih mungkin terjadi bila kontribusi dosen dihargai dalam penilaian 
kinerja dan pengembangan karier. Penggunaan 8.5 privasi sebaiknya memperkuat relasi pengajaran, 
bukan menggantikan perhatian dosen terhadap konteks dan kebutuhan mahasiswa. Manfaat itu hanya 
muncul bila privasi tidak mengikis kebebasan akademik. Kebijakan 8.5 privasi perlu memasukkan 
alokasi waktu belajar serta pengakuan bagi mereka yang merawat prosesnya. 

Keputusan tentang privasi menjadi matang ketika manfaat, risiko, dan martabat pengguna 
dipertimbangkan secara bersamaan. Keputusan tentang 8.5 privasi memiliki legitimasi bila manfaat 
teknis berjalan bersama perlindungan martabat, ruang kritik, dan pelayanan yang adil. 

Penerapan 8.5 privasi akan berbeda antara kampus besar dan kecil, kota dan daerah, serta 
program studi dengan sumber daya yang tidak sama. Isu ini perlu dibaca sebagai rangkaian pilihan, 
bukan sebagai fitur teknologi yang berdiri sendiri. Privasi tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang 
berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional yang menyatukan pengalaman pengguna 
dengan keputusan pimpinan. Ukuran 8.5 privasi harus menilai manfaat akademik, keadilan layanan, 
dan keterbukaan alasan tindakan. (NIST, 2023; Sculley et al., 2015) 

Ketika data dipakai untuk mendukung keputusan, pertanyaan awalnya adalah: privasi. Cara kerja 
yang disarankan adalah menguji bukti sebelum menyimpulkan, kemudian menetapkan intervensi yang 
proporsional terhadap masalah. Pola yang muncul dalam 8.5 privasi tidak berdiri sendiri karena data 
selalu membawa sejarah dan pilihan klasifikasi. Universitas dapat memperbaiki 8.5 privasi dengan 
menggabungkan analitik, pengetahuan tacit, serta alasan yang terdokumentasi. 

8.6 Keamanan IoT 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Hubungan antara misi akademik, proses kerja, dan pengalaman warga 
kampus menjadi titik berangkat pembahasan ini. Keamanan IoT tidak dipahami sebagai lapisan 
tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional yang menyatukan 
pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Universitas sebaiknya menghubungkan 8.6 
keamanan iot dengan outcome, kepercayaan, serta kemampuan melakukan koreksi. (NIST, 2023; 
Sculley et al., 2015) 

Perancangan layanan yang bertanggung jawab dimulai dengan menghubungkan: keamanan iot. 
Pada titik ini, kewenangan sistem harus dibatasi oleh pengetahuan bidang, prosedur banding, dan 
tanggung jawab manusia. Untuk memahami hasil 8.6 keamanan iot, universitas perlu memeriksa 
konteks sosial serta kemungkinan penjelasan lain. Keputusan 8.6 keamanan iot tidak cukup 
berdasarkan skor; ia memerlukan interpretasi, pertimbangan, dan kesempatan koreksi. 

Pekerjaan desain keamanan iot harus memperhitungkan kasus normal sekaligus pengecualian 
yang dialami kelompok tertentu. Rancangan 8.6 keamanan iot tidak lengkap tanpa tujuan terukur, asal 
data yang jelas, batas kewenangan sistem, dan jalur keberatan. Universitas perlu mengakui batas 8.6 
keamanan iot agar keputusan tidak dibuat dengan keyakinan yang lebih besar daripada kualitas 
buktinya. Kepercayaan terhadap 8.6 keamanan iot tumbuh bila kesalahan dapat dilaporkan tanpa risiko 
pembalasan dan menghasilkan perbaikan. 

Kepercayaan pengguna terhadap keamanan iot dipengaruhi oleh cara perubahan dijelaskan dan 
oleh pengalaman ketika terjadi kesalahan. Ketika keamanan iot diterapkan, sebagian pekerjaan lama 
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hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Keberlanjutan 8.6 keamanan iot 
bergantung pada kemampuan organisasi mengelola perubahan peran tanpa mengabaikan martabat 
profesional. Keterbukaan dalam 8.6 keamanan iot mengurangi rumor serta memberi pengguna 
kesempatan memengaruhi aturan yang akan mengikat mereka. Pengguna memiliki pengaruh nyata atas 
8.6 keamanan iot ketika mereka diberi waktu, informasi, dan jalur untuk melihat tindak lanjut masukan. 

8.7 Respons insiden 

Universitas perlu menguji rancangan respons insiden pada skala kecil agar kesalahan dapat 
ditemukan sebelum biaya perubahan menjadi besar. Empat pertanyaan dasar untuk 8.7 respons 
insiden: masalah apa, data dari mana, kewenangan siapa, dan bagaimana kesalahan dipulihkan? 
Keluaran 8.7 respons insiden harus disertai tingkat ketidakpastian dan konteks penggunaan, bukan 
hanya skor atau label. Setiap implementasi 8.7 respons insiden sebaiknya memiliki pemilik pengaduan, 
standar respons, dan jejak penyelesaian. 

Penerapan respons insiden perlu menimbang kelompok yang tidak terwakili oleh data rata-rata 
atau desain standar. Ketika respons insiden diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian 
berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Analisis 8.7 respons insiden harus memasukkan 
konsekuensi bagi staf yang merawat, memeriksa, dan menjelaskan sistem. Percakapan tentang 8.7 
respons insiden harus melibatkan pihak yang terkena dampak, bukan hanya pengembang dan 
pimpinan. Kualitas 8.7 respons insiden meningkat melalui siklus uji, diskusi, revisi, dan penjelasan yang 
dapat diakses. 

Pada respons insiden, rata-rata kinerja tidak cukup; hasil perlu diperiksa menurut kelompok, 
lokasi, dan kondisi akses. Untuk 8.7 respons insiden, evaluasi perlu melihat akses, mutu umpan balik, 
perbedaan hasil, dan kemampuan menemukan kesalahan sebelum dampak membesar. Penilaian 8.7 
respons insiden sebaiknya memadukan apa yang dilakukan, hasil yang diperoleh, dan tingkat 
kepercayaan warga kampus. Temuan evaluasi 8.7 respons insiden perlu menghasilkan keputusan 
perbaikan yang tercatat, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan. 

Universitas perlu melihat respons insiden sebagai portofolio pilihan yang dapat berubah mengikuti 
bukti, bukan sebagai komitmen yang tidak dapat ditinjau. Otomasi cepat pada 8.7 respons insiden 
dapat memperpendek proses, tetapi juga membawa aturan lama ke dalam sistem baru. Pilihan yang 
lebih reflektif untuk 8.7 respons insiden dimulai dengan meninjau tujuan layanan dan menempatkan AI 
pada titik yang benar-benar membantu. Untuk respons insiden, pendekatan kedua menuntut kerja awal 
lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi 
akademik. 

8.8 Pengujian ketahanan 

Universitas dapat memperkuat evaluasi pengujian ketahanan dengan menggabungkan log, survei, 
wawancara, observasi, dan audit. Pada 8.8 pengujian ketahanan, ukuran keberhasilan harus 
mempertemukan kecepatan layanan dengan pengalaman pengguna dan perlindungan kelompok yang 
rentan. Untuk 8.8 pengujian ketahanan, log proses perlu dibaca bersama dampak pada pengguna dan 
penilaian mereka terhadap keadilan layanan. Universitas belajar dari 8.8 pengujian ketahanan ketika 
bukti evaluasi memengaruhi desain, anggaran, pelatihan, atau batas penggunaan. 

Perbedaan kapasitas antarunit membuat pilihan pengujian ketahanan perlu disesuaikan tanpa 
meninggalkan standar bersama. Jika 8.8 pengujian ketahanan hanya mendigitalkan alur yang sudah 
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ada, organisasi mungkin memperoleh kecepatan tanpa menyelesaikan akar masalah. Dalam 8.8 
pengujian ketahanan, teknologi sebaiknya mengikuti kebutuhan proses, bukan memaksa proses 
menyesuaikan diri dengan fitur model. Untuk pengujian ketahanan, pendekatan kedua menuntut kerja 
awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan 
misi akademik. 

Pada pengujian ketahanan, kualitas keputusan dapat dinilai dari cara organisasi merespons kasus 
yang berbeda dari pola umum. Data menunjukkan masalah pada pengujian ketahanan, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Validasi manusia pada 8.8 pengujian ketahanan membantu membedakan korelasi 
administratif dari kebutuhan nyata di lapangan. Data 8.8 pengujian ketahanan paling bermanfaat ketika 
memberi jalan menuju mentoring, informasi, atau layanan tambahan. 

Rantai tanggung jawab pada pengujian ketahanan perlu terlihat oleh pengguna agar jalur 
pertanyaan dan keberatan tidak membingungkan. Pembagian kerja pada 8.8 pengujian ketahanan 
harus menghubungkan keahlian teknis dengan pengetahuan akademik dan pengalaman pengguna. 
Akuntabilitas 8.8 pengujian ketahanan menjadi lebih kuat ketika vendor, TI, fakultas, dan pengguna 
memiliki batas tanggung jawab yang saling melengkapi. Ritme pengelolaan 8.8 pengujian ketahanan 
sebaiknya mencakup pemantauan rutin, audit berkala, dan forum refleksi. 

Ketahanan siber adalah kemampuan organisasi, bukan hanya kualitas perangkat lunak. Latihan, 
komunikasi, pembaruan, dan pembelajaran pascainsiden sama pentingnya dengan firewall atau 
enkripsi dalam menjaga keberlangsungan misi akademik. 

9. Kampus Fisik yang Cerdas, Hijau, dan Terhubung 

Kecerdasan kampus tidak hanya berada di server. Ruang kelas, laboratorium, taman, jaringan air, 
transportasi, dan bangunan merupakan bagian dari pengalaman belajar dan biaya operasi. 

9.1 Ruang fisik dan layanan 

Kerangka kerja yang baik untuk ruang fisik dan layanan dimulai dari tujuan yang terukur, data yang 
dapat ditelusuri, peran manusia yang jelas, dan ukuran dampak yang masuk akal. Empat syarat desain 
9.1 ruang fisik dan layanan adalah masalah yang jelas, sumber data yang terlacak, intervensi yang 
menghormati otonomi, dan ukuran yang dapat dikoreksi. Tanpa fondasi tersebut, 9.1 ruang fisik dan 
layanan dapat terlihat meyakinkan secara statistik tetapi gagal menghadapi kondisi pengguna yang 
beragam. Sejak perencanaan 9.1 ruang fisik dan layanan, pengguna perlu memiliki cara meminta 
penjelasan, membetulkan data, dan meninjau keputusan. 

Dampak pada pekerjaan sering baru terlihat setelah ruang fisik dan layanan berjalan dalam 
rutinitas harian. Ketika ruang fisik dan layanan diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian 
berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Penerapan 9.1 ruang fisik dan layanan dapat 
mengubah rasa aman bekerja, batas kewenangan, dan pola kerja sama antarunit. Dialog terbuka 
tentang 9.1 ruang fisik dan layanan membantu membedakan pengawasan yang tidak proporsional dari 
dukungan yang memang dibutuhkan. Pelatihan kasus, forum pengguna, dan catatan keputusan dapat 
membuat desain 9.1 ruang fisik dan layanan lebih dekat dengan pekerjaan nyata. 

Keberhasilan ruang fisik dan layanan sebaiknya dibaca melalui hasil yang dirasakan, bukan hanya 
angka adopsi. Bukti tentang 9.1 ruang fisik dan layanan menjadi kuat bila mencakup hasil belajar atau 
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layanan, kesenjangan antarkelompok, serta kasus yang harus dikoreksi. Universitas dapat menguji 9.1 
ruang fisik dan layanan dengan tiga lensa: kelancaran kerja, perubahan hasil, dan legitimasi di mata 
komunitas. Setiap siklus 9.1 ruang fisik dan layanan sebaiknya ditutup dengan keputusan: apa yang 
diteruskan, diperbaiki, dibatasi, atau dihentikan. 

Pilihan untuk ruang fisik dan layanan tidak hanya berada antara sistem lama dan sistem baru; 
penyederhanaan proses juga perlu diuji. Pilihan otomatisasi pada 9.1 ruang fisik dan layanan perlu 
diawali pemeriksaan terhadap prosedur lama agar kekeliruan administratif tidak menjadi lebih 
permanen. Perancangan 9.1 ruang fisik dan layanan dapat menghasilkan manfaat lebih besar bila 
organisasi menyederhanakan alur sebelum memilih otomatisasi. Untuk ruang fisik dan layanan, 
pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah 
dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

9.2 Energi dan air 

Penilaian terhadap energi dan air memerlukan pembanding kondisi awal agar perubahan tidak 
salah diatribusikan. Penilaian 9.2 energi dan air tidak cukup memakai rata-rata; universitas perlu 
memeriksa siapa yang terbantu, siapa yang tertinggal, dan mengapa. Data aktivitas 9.2 energi dan air 
perlu dilengkapi outcome serta bukti apakah pengguna memahami dan menerima cara kerja sistem. 
Nilai evaluasi 9.2 energi dan air terletak pada tindakan setelah pengukuran, termasuk kesediaan 
mengubah asumsi awal. 

Manfaat cepat dari energi dan air perlu dibandingkan dengan biaya integrasi, pemeliharaan, audit, 
dan kemungkinan berganti vendor. Keuntungan awal 9.2 energi dan air dapat menipu apabila sistem 
hanya mempercepat pekerjaan yang sejak awal tidak dirancang dengan baik. Universitas perlu 
menentukan bagian 9.2 energi dan air yang membutuhkan judgment manusia dan bagian yang aman 
untuk dibantu mesin. Untuk energi dan air, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun 
menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Ilustrasi energi dan air dapat dimulai dari pengguna yang menerima hasil sistem tetapi tidak 
memahami alasan di baliknya. Data menunjukkan masalah pada energi dan air, tetapi penyebabnya 
tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. Pada 
9.2 energi dan air, model dapat menunjukkan gejala, sedangkan percakapan membantu menemukan 
sebab dan bentuk bantuan yang tepat. Implikasi 9.2 energi dan air seharusnya berupa bantuan yang 
sesuai tingkat kebutuhan dan tetap membuka ruang perubahan bagi pengguna. 

Pengelolaan energi dan air memerlukan pembagian tanggung jawab antara pemilik proses, 
pengelola data, pengembang, ahli bidang, dan pengguna. Dalam 9.2 energi dan air, pemilik proses 
menentukan tujuan, pengelola data menjaga kualitas, tim teknologi merawat sistem, ahli bidang 
menilai hasil, dan pengguna memberi umpan balik. Pengaturan tersebut menjaga agar tanggung jawab 
9.2 energi dan air tetap berada pada institusi, bukan menghilang di balik kontrak teknologi. Kerja lintas 
unit pada 9.2 energi dan air membutuhkan istilah yang sama, jadwal peninjauan, dan keputusan yang 
dapat dilacak. 

9.3 Mobilitas 

Pengalaman sebuah fakultas pada mobilitas mungkin memperlihatkan pola yang kuat, namun pola 
itu belum tentu menunjukkan sebab. Data menunjukkan masalah pada mobilitas, tetapi penyebabnya 
tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. 
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Prediksi mengenai 9.3 mobilitas harus diperlakukan sebagai sinyal untuk pemeriksaan, bukan sebagai 
kesimpulan mengenai seseorang. Prediksi 9.3 mobilitas perlu mengarahkan sumber daya kepada 
dukungan, bukan mengunci seseorang dalam kategori yang sulit dibantah. 

Struktur kerja untuk mobilitas sebaiknya menggabungkan standar pusat dengan pengetahuan 
konteks yang dimiliki unit. Akuntabilitas 9.3 mobilitas terbagi antara pemilik keputusan, penjaga data, 
pengembang, ahli konteks, dan warga yang memakai layanan. Koordinasi lintas fungsi membuat 9.3 
mobilitas tidak diperlakukan sebagai urusan TI semata. Universitas dapat mengoordinasikan 9.3 
mobilitas melalui agenda bersama yang menetapkan prioritas, pemilik tugas, dan waktu evaluasi. 

Model yang digunakan untuk mobilitas dapat berubah mutunya ketika data, kurikulum, atau 
populasi pengguna berubah. Pada mobilitas, pemantauan pascadeployment sama pentingnya dengan 
uji awal. Kebijakan 9.3 mobilitas perlu menjelaskan kondisi yang memicu peninjauan atau penghentian 
sementara sistem. Universitas perlu menyediakan sumber daya setelah implementasi agar 9.3 
mobilitas tidak menjadi sistem tanpa pengelola. 

Mahasiswa dalam mobilitas adalah warga akademik yang memiliki hak atas penjelasan, koreksi, 
dan pilihan yang wajar. Keputusan 9.3 mobilitas menjadi lebih sah ketika mahasiswa dapat bertanya, 
memberi konteks, dan menyampaikan keberatan. Dalam mobilitas, mahasiswa perlu mengetahui data 
yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Pemahaman 
pengguna terhadap 9.3 mobilitas mengurangi kepatuhan mekanis dan mendorong penggunaan yang 
lebih kritis. 

9.4 Digital twin 

Pengendalian digital twin dimulai dari inventarisasi data, model, layanan yang bergantung, dan 
orang yang terkena dampaknya. Pada digital twin, pemantauan pascadeployment sama pentingnya 
dengan uji awal. Tanpa pengelolaan perubahan, 9.4 digital twin dapat terus beroperasi meskipun 
konteks dan kualitas buktinya telah bergeser. Nilai 9.4 digital twin diuji dalam penggunaan rutin, bukan 
hanya ketika demonstrasi berlangsung baik. 

Partisipasi mahasiswa dapat memperbaiki digital twin dengan mengungkap hambatan yang tidak 
terlihat dalam data aktivitas. Universitas perlu melihat mahasiswa sebagai mitra evaluasi 9.4 digital 
twin, bukan objek pasif dari analitik. Dalam digital twin, mahasiswa perlu mengetahui data yang 
digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Keterbukaan 9.4 digital 
twin menjadikan kebijakan AI sebagai bagian dari budaya akademik, bukan sekadar aturan 
administratif. 

Dosen menghadapi perubahan peran ketika digital twin memakai AI: pekerjaan rutin dapat 
berkurang, tetapi penilaian dan mentoring menjadi semakin penting. Dalam 9.4 digital twin, pembagian 
kerja yang sehat menempatkan mesin pada tugas berulang dan manusia pada interpretasi serta 
pendampingan. Manfaat itu hanya muncul bila digital twin tidak mengikis kebebasan akademik. 
Penguatan 9.4 digital twin akan lebih tahan lama bila pelatihan dihubungkan dengan pekerjaan nyata 
dan jalur karier. 

digital twin pada akhirnya menguji tujuan pendidikan: kemampuan manusia apa yang hendak 
diperkuat dan ketergantungan apa yang harus dihindari? Tujuan akhir 9.4 digital twin bukan kampus 
yang dikendalikan mesin, melainkan komunitas akademik yang lebih mampu memahami dan melayani. 
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9.5 Ruang belajar 

Keahlian dosen tetap menentukan mutu ruang belajar karena relevansi, konteks, dan 
pertimbangan pedagogis tidak selalu dapat dihitung. AI pada 9.5 ruang belajar bernilai ketika dosen 
dapat memperdalam kualitas interaksi akademik, bukan sekadar menghasilkan lebih banyak konten. 
Manfaat itu hanya muncul bila ruang belajar tidak mengikis kebebasan akademik. Universitas perlu 
menghindari asumsi bahwa 9.5 ruang belajar dapat berjalan tanpa investasi pada kapasitas manusia. 

Pembahasan ruang belajar mengandung pilihan nilai mengenai siapa yang terlihat, siapa yang 
terlindungi, dan kesalahan apa yang dianggap dapat diterima. Pembahasan 9.5 ruang belajar perlu 
menghubungkan rancangan teknologi dengan jenis manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk oleh 
pendidikan tinggi. 

Konteks nasional membuat 9.5 ruang belajar perlu memperhatikan pengetahuan lokal, kebutuhan 
akses, dan variasi kemampuan institusi. Fokus utama subbagian ini adalah hubungan antara tujuan 
akademik dan keputusan yang diambil berdasarkan bukti. Ruang belajar tidak dipahami sebagai lapisan 
tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional yang menyatukan 
pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Kemajuan 9.5 ruang belajar terlihat ketika 
organisasi menjadi lebih mampu membantu, menerangkan, dan memperbaiki proses. 

Sebuah pilot yang baik tidak hanya menguji model, tetapi juga memeriksa: ruang belajar. Penalaran 
yang diperlukan dimulai dari pembacaan data, dialog dengan pengguna, pengujian asumsi, dan 
penetapan batas kewenangan mesin. AI dapat membantu eksplorasi 9.5 ruang belajar, tetapi 
interpretasi dan keputusan tetap membutuhkan ahli bidang. Kualitas penalaran pada 9.5 ruang belajar 
meningkat ketika hasil data dibahas bersama orang yang menjalani prosesnya. 

9.6 Kesehatan lingkungan 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Pada bagian ini, perhatian diarahkan pada cara informasi 
diterjemahkan menjadi tindakan institusional yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesehatan 
lingkungan tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai 
kemampuan institusional yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. 
Indikator 9.6 kesehatan lingkungan perlu memeriksa apakah teknologi memperkuat misi, bukan hanya 
memperbesar volume aktivitas. 

Kualitas keputusan meningkat ketika organisasi mampu membedakan: kesehatan lingkungan. 
Sebelum menetapkan tindakan, tim perlu menggabungkan bukti kuantitatif dengan pengetahuan 
lapangan dan pengalaman orang yang terkena dampaknya. Konteks akademik menentukan apakah 
temuan dari 9.6 kesehatan lingkungan relevan, keliru, atau memerlukan pemeriksaan tambahan. 
Analisis 9.6 kesehatan lingkungan sebaiknya menghasilkan alasan yang dapat dipahami, bukan hanya 
rekomendasi yang tampak presisi. 

Universitas dapat menata kesehatan lingkungan melalui urutan diagnosis, perancangan, uji 
terbatas, umpan balik, dan penyempurnaan. Untuk 9.6 kesehatan lingkungan, rancangan harus 
menunjukkan kebutuhan yang dapat diamati, data yang dapat dipertanggungjawabkan, pilihan 
pengguna, dan mekanisme evaluasi. Kelemahan pada satu komponen 9.6 kesehatan lingkungan dapat 
menciptakan kepastian semu dan menyembunyikan kesalahan yang tidak merata. Jalur banding untuk 
9.6 kesehatan lingkungan harus mudah ditemukan, memiliki batas waktu, dan berakhir pada tindakan 
korektif yang nyata. 
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Di balik kesehatan lingkungan terdapat pekerjaan perawatan, koordinasi, dan penanganan 
pengecualian yang perlu dihitung secara jujur. Ketika kesehatan lingkungan diterapkan, sebagian 
pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Dimensi sosial 9.6 
kesehatan lingkungan terlihat pada perubahan pembagian kerja dan pada siapa yang memperoleh 
suara dalam desain sistem. Warga kampus lebih mampu menerima 9.6 kesehatan lingkungan ketika 
manfaat, batas pemakaian, dan perlindungan privasi dijelaskan sejak awal. Untuk 9.6 kesehatan 
lingkungan, partisipasi menjadi efektif bila masukan pengguna diterjemahkan menjadi perubahan 
aturan, antarmuka, atau prosedur. 

9.7 Circular campus 

Mutu circular campus bergantung pada keselarasan prosedur, data, pelatihan, keamanan, dan 
pelayanan, bukan pada satu aplikasi. Kualitas desain 9.7 circular campus bergantung pada definisi 
masalah, provenance data, perlindungan otonomi, serta indikator yang membuka jalan perbaikan. 
Presisi teknis dalam 9.7 circular campus tidak menjamin ketepatan sosial; hasil perlu diuji pada variasi 
situasi yang benar-benar dialami warga kampus. Universitas perlu mendokumentasikan bagaimana 
keluhan tentang 9.7 circular campus diterima, diperiksa, dan diselesaikan. 

Perubahan yang dibawa circular campus dapat menggeser kewenangan, rasa aman profesional, 
dan hubungan antarunit. Ketika circular campus diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian 
berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Universitas perlu menilai dampak 9.7 circular 
campus terhadap profesi, koordinasi, dan hubungan kepercayaan di dalam organisasi. Kekhawatiran 
mengenai 9.7 circular campus merupakan data desain yang penting, bukan gangguan yang perlu 
disingkirkan. Universitas dapat memperkuat 9.7 circular campus melalui komunitas praktik yang 
berbagi pengalaman, kesalahan, dan solusi. 

Indikator circular campus harus menggabungkan mutu, kecepatan, akses, keadilan, dan 
kepercayaan. Data tentang 9.7 circular campus harus menjawab apakah layanan menjadi lebih 
berguna tanpa mengurangi hak pengguna untuk memperoleh bantuan manusia. Pengukuran 9.7 
circular campus akan lebih bermakna ketika efisiensi tidak dipisahkan dari mutu akademik dan 
kepercayaan publik. Bukti mengenai 9.7 circular campus perlu memiliki pemilik tindak lanjut dan 
tenggat agar pembelajaran organisasi tidak menguap. 

Pendekatan yang paling kompleks belum tentu paling tepat untuk circular campus; solusi 
sederhana dapat lebih aman dan mudah dirawat. Pada 9.7 circular campus, efisiensi prosedural harus 
dibedakan dari perbaikan mutu; keduanya tidak selalu bergerak bersama. Penggunaan AI pada 9.7 
circular campus layak dipertahankan hanya jika menghasilkan manfaat yang tidak mudah dicapai 
melalui perbaikan prosedur biasa. Untuk circular campus, pendekatan kedua menuntut kerja awal 
lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi 
akademik. 

9.8 Kampus dan kota 

Evaluasi kampus dan kota perlu mencatat manfaat sekaligus kesalahan, keluhan, dan beban kerja 
tambahan. Indikator 9.8 kampus dan kota perlu menangkap mutu keputusan, akses yang setara, dan 
kecepatan pemulihan saat sistem melakukan kesalahan. Panel evaluasi 9.8 kampus dan kota harus 
menghubungkan indikator operasional dengan pengalaman dan hak warga kampus. Perbaikan 9.8 
kampus dan kota dapat ditelusuri bila keputusan sesudah evaluasi dibandingkan dengan kondisi awal 
dan hasil aktual. 
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Untuk kampus dan kota, perbandingan opsi harus memasukkan konsekuensi sosial selain biaya 
dan kinerja teknis. Universitas perlu menguji apakah 9.8 kampus dan kota mengurangi pekerjaan yang 
tidak bernilai atau hanya memindahkan beban ke pengguna dan staf. Pada 9.8 kampus dan kota, tujuan 
akademik dan pelayanan menjadi kriteria utama untuk memilih tingkat otomatisasi. Untuk kampus dan 
kota, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih 
mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Skenario kampus dan kota menunjukkan mengapa hasil yang tampak meyakinkan tetap perlu 
diperiksa oleh ahli dan pengguna. Data menunjukkan masalah pada kampus dan kota, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Analisis data 9.8 kampus dan kota menjadi lebih berguna bila diverifikasi melalui 
pengalaman mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Universitas harus memastikan bahwa hasil 
9.8 kampus dan kota tidak berubah menjadi stigma atau alasan untuk menurunkan kesempatan 
akademik. 

Akuntabilitas kampus dan kota tetap berada pada universitas meskipun sebagian teknologi dibeli 
dari vendor. Universitas perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas tujuan, data, model, 
interpretasi, serta pemulihan dalam 9.8 kampus dan kota. Vendor dapat menyediakan komponen 9.8 
kampus dan kota, tetapi universitas tetap memegang mandat, keputusan, dan hubungan dengan 
pengguna. Bahasa bersama untuk 9.8 kampus dan kota membantu fakultas, unit layanan, dan TI 
memahami risiko serta manfaat dengan cara yang konsisten. 

Kampus fisik menjadi sumber pembelajaran ketika data lingkungan dibuka secara hati-hati untuk 
proyek mahasiswa dan riset. Dengan pendekatan living laboratory, investasi fasilitas menghasilkan 
manfaat operasional sekaligus pengetahuan baru. 

10. Organisasi, Kepemimpinan, dan Masa Depan Pekerjaan Akademik 

Perubahan teknologi pada akhirnya adalah perubahan organisasi. AI dapat menggeser pembagian 
kerja, cara menilai kinerja, dan sumber otoritas. Kepemimpinan diperlukan untuk memberi arah dan 
melindungi martabat profesi. 

10.1 Pembagian kerja 

Desain pembagian kerja perlu menetapkan apa yang boleh diotomatisasi, kapan manusia wajib 
meninjau, dan bagaimana pemulihan dilakukan. Universitas perlu menilai 10.1 pembagian kerja dari 
kejelasan tujuan, keterlacakan data, proporsionalitas tindakan, dan kemampuan melakukan koreksi. 
Risiko terbesar 10.1 pembagian kerja muncul ketika angka yang rapi menutup ketidakpastian, 
pengecualian, dan pengalaman kelompok yang tidak terwakili. Perlindungan pengguna dalam 10.1 
pembagian kerja mencakup hak untuk mengoreksi catatan serta memperoleh peninjauan manusia. 

Aspek sosial pembagian kerja tidak dapat disimpulkan dari log sistem; ia perlu didengar melalui 
dialog dengan warga kampus. Ketika pembagian kerja diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, 
sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Bukan hanya aplikasi yang berubah 
melalui 10.1 pembagian kerja; rutinitas, identitas kerja, dan ekspektasi antarunit juga ikut bergeser. 
Universitas perlu menyediakan forum untuk menguji asumsi 10.1 pembagian kerja sebelum sistem 
mengakar dan sulit diubah. Dokumentasi 10.1 pembagian kerja sebaiknya menunjukkan bukan hanya 
hasil akhir, tetapi juga alasan mengapa pilihan desain diambil. 
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Dashboard untuk pembagian kerja akan berguna bila data yang ditampilkan benar-benar 
memengaruhi keputusan berikutnya. Untuk 10.1 pembagian kerja, evaluasi perlu melihat akses, mutu 
umpan balik, perbedaan hasil, dan kemampuan menemukan kesalahan sebelum dampak membesar. 
Penilaian 10.1 pembagian kerja sebaiknya memadukan apa yang dilakukan, hasil yang diperoleh, dan 
tingkat kepercayaan warga kampus. Temuan evaluasi 10.1 pembagian kerja perlu menghasilkan 
keputusan perbaikan yang tercatat, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan. 

Keputusan mengenai pembagian kerja menjadi lebih rasional jika alternatif manual, semiotomatis, 
dan otomatis dinilai dengan kriteria yang sama. Otomasi cepat pada 10.1 pembagian kerja dapat 
memperpendek proses, tetapi juga membawa aturan lama ke dalam sistem baru. Pilihan yang lebih 
reflektif untuk 10.1 pembagian kerja dimulai dengan meninjau tujuan layanan dan menempatkan AI 
pada titik yang benar-benar membantu. Untuk pembagian kerja, pendekatan kedua menuntut kerja 
awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan 
misi akademik. 

10.2 Kepemimpinan berbasis bukti 

Ukuran yang dipilih untuk kepemimpinan berbasis bukti harus membedakan aktivitas, keluaran, 
outcome, dan dampak jangka panjang. Pada 10.2 kepemimpinan berbasis bukti, ukuran keberhasilan 
harus mempertemukan kecepatan layanan dengan pengalaman pengguna dan perlindungan kelompok 
yang rentan. Untuk 10.2 kepemimpinan berbasis bukti, log proses perlu dibaca bersama dampak pada 
pengguna dan penilaian mereka terhadap keadilan layanan. Universitas belajar dari 10.2 
kepemimpinan berbasis bukti ketika bukti evaluasi memengaruhi desain, anggaran, pelatihan, atau 
batas penggunaan. 

Pada kepemimpinan berbasis bukti, kecepatan layanan harus ditimbang bersama kemampuan 
memberi penjelasan dan memulihkan kesalahan. Jika 10.2 kepemimpinan berbasis bukti hanya 
mendigitalkan alur yang sudah ada, organisasi mungkin memperoleh kecepatan tanpa menyelesaikan 
akar masalah. Dalam 10.2 kepemimpinan berbasis bukti, teknologi sebaiknya mengikuti kebutuhan 
proses, bukan memaksa proses menyesuaikan diri dengan fitur model. Untuk kepemimpinan berbasis 
bukti, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih 
mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Contoh pada kepemimpinan berbasis bukti menegaskan bahwa diagnosis, dukungan, dan evaluasi 
harus dilakukan dalam urutan yang tepat. Data menunjukkan masalah pada kepemimpinan berbasis 
bukti, tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi 
dapat saling berinteraksi. Pola dalam 10.2 kepemimpinan berbasis bukti memerlukan konteks sebelum 
diterjemahkan menjadi intervensi, terutama ketika keputusan menyentuh masa depan pengguna. 
Intervensi berdasarkan 10.2 kepemimpinan berbasis bukti perlu bersifat bertahap, dapat ditinjau, dan 
dihentikan ketika bukti menunjukkan bahwa bantuan tidak lagi diperlukan. 

Koordinasi kepemimpinan berbasis bukti perlu menghasilkan keputusan, pemilik tindak lanjut, dan 
catatan yang dapat ditinjau. Rantai peran 10.2 kepemimpinan berbasis bukti harus terlihat agar tidak 
ada kesenjangan antara pihak yang merancang sistem dan pihak yang menanggung akibatnya. 
Pembagian peran 10.2 kepemimpinan berbasis bukti mengurangi risiko ketergantungan dan 
memperjelas siapa yang harus bertindak ketika terjadi kesalahan. Tanpa kalender evaluasi, 10.2 
kepemimpinan berbasis bukti mudah menjadi proyek satu kali yang kehilangan perhatian setelah 
peluncuran. 
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10.3 Kompetensi baru 

Dalam kasus kompetensi baru, kesalahan kecil pada data dapat berlanjut menjadi keputusan yang 
tidak adil bila tidak ada jalur koreksi. Data menunjukkan masalah pada kompetensi baru, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Universitas dapat menggunakan prediksi 10.3 kompetensi baru untuk membuka dialog 
dan dukungan, bukan untuk membuat label yang sulit dihapus. Kebijakan 10.3 kompetensi baru harus 
membedakan risiko sementara dari identitas atau kemampuan seseorang. 

Forum lintas fungsi akan membantu kompetensi baru bila memiliki kewenangan, jadwal evaluasi, 
dan akses kepada pimpinan. Pengelolaan 10.3 kompetensi baru membutuhkan koordinasi lintas fungsi 
dengan kewenangan dan tugas yang dicatat secara eksplisit. Kepemilikan institusional atas 10.3 
kompetensi baru penting agar tujuan akademik tidak dikalahkan oleh kepentingan produk. Koordinasi 
10.3 kompetensi baru perlu menghasilkan catatan keputusan dan tindak lanjut, bukan sekadar 
pertemuan informatif. 

Kehati-hatian dalam kompetensi baru berarti menyediakan ruang uji, bukti, pemantauan, dan 
keputusan penghentian. Pada kompetensi baru, pemantauan pascadeployment sama pentingnya 
dengan uji awal. Untuk 10.3 kompetensi baru, organisasi perlu menetapkan tanda penyimpangan, 
otoritas penghentian, dan penyimpanan versi data serta model. Peluncuran hanyalah awal dari siklus 
pemantauan dan pembelajaran 10.3 kompetensi baru. 

Transparansi pada kompetensi baru harus menjelaskan data yang digunakan, tujuan penggunaan, 
dan cara mengajukan keberatan. Mahasiswa dalam 10.3 kompetensi baru adalah pengguna sekaligus 
produsen data dan warga akademik yang berhak memahami keputusan yang memengaruhi mereka. 
Dalam kompetensi baru, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta 
pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Penjelasan terbuka tentang 10.3 kompetensi baru membantu 
warga kampus memahami kemampuan dan batas AI secara nyata. 

10.4 Struktur dan pusat AI 

Untuk struktur dan pusat ai, jalur manual atau alternatif perlu tersedia ketika sistem gagal atau 
pengguna mengajukan keberatan. Pada struktur dan pusat ai, pemantauan pascadeployment sama 
pentingnya dengan uji awal. Pemantauan 10.4 struktur dan pusat ai memerlukan ambang kinerja, 
pemilik respons, dan rekam perubahan yang memungkinkan audit. Setelah 10.4 struktur dan pusat ai 
dipakai, organisasi masih harus memeriksa kinerja, keluhan, keamanan, dan kebutuhan perubahan. 

Keadilan struktur dan pusat ai perlu memperhitungkan perbedaan akses internet, perangkat, 
bahasa, disabilitas, pekerjaan, dan jarak. Peran mahasiswa pada 10.4 struktur dan pusat ai tidak 
berhenti sebagai penerima layanan; pengalaman mereka membantu menilai mutu sistem. Dalam 
struktur dan pusat ai, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta 
pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Literasi yang tumbuh melalui 10.4 struktur dan pusat ai 
membuat pengguna mampu memeriksa keluaran, mengenali risiko, dan meminta bantuan. 

Keterlibatan dosen sejak tahap desain akan membuat struktur dan pusat ai lebih sesuai dengan 
variasi kelas dan kebutuhan mahasiswa. Pada 10.4 struktur dan pusat ai, AI dapat menangani sebagian 
pekerjaan rutin sehingga dosen memiliki ruang untuk merancang pertanyaan, menilai proses, dan 
membimbing mahasiswa. Manfaat itu hanya muncul bila struktur dan pusat ai tidak mengikis 
kebebasan akademik. Kampus perlu menyediakan latihan terarah dan waktu yang cukup agar 10.4 
struktur dan pusat ai dapat diuji secara bertanggung jawab. 
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Nilai struktur dan pusat ai tidak dapat diukur hanya melalui produktivitas karena kebebasan 
berpikir, privasi, dan kesempatan setara juga merupakan mutu. Pertanyaan nilai dalam 10.4 struktur 
dan pusat ai adalah apakah teknologi memperluas kemampuan berpikir, bekerja sama, dan 
bertanggung jawab, atau hanya mengejar volume layanan. 

10.5 Perubahan dan resistensi 

Beban kerja perlu menjadi indikator perubahan dan resistensi; sistem yang menambah notifikasi 
dan pemeriksaan dapat kehilangan manfaatnya. Dosen dapat memakai 10.5 perubahan dan resistensi 
untuk mengeksplorasi pola dan menyiapkan bahan, tetapi keputusan pedagogis tetap memerlukan 
keahlian profesional. Manfaat itu hanya muncul bila perubahan dan resistensi tidak mengikis 
kebebasan akademik. Penerapan 10.5 perubahan dan resistensi memerlukan dukungan 
pengembangan kompetensi, ruang percobaan, dan penghargaan atas pekerjaan baru. 

Batas penggunaan AI pada perubahan dan resistensi sebaiknya disepakati sebelum tekanan 
keadaan darurat membuat keputusan menjadi tergesa-gesa. Universitas perlu menilai 10.5 perubahan 
dan resistensi dari dampaknya terhadap kebebasan akademik, kesempatan setara, dialog, dan 
kemampuan manusia untuk belajar dari kesalahan. 

Untuk 10.5 perubahan dan resistensi, standar bersama harus berjalan berdampingan dengan ruang 
adaptasi bagi komunitas kampus yang beragam. Subbagian ini melihat persoalan tersebut melalui 
lensa mutu layanan, pengalaman pengguna, dan kapasitas organisasi untuk belajar. Perubahan dan 
resistensi tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai 
kemampuan institusional yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Nilai 
10.5 perubahan dan resistensi tampak pada mutu dukungan, ruang profesional, dan kemampuan 
menjelaskan keputusan. 

Perubahan digital membawa konsekuensi pada cara kerja, terutama dalam hal: perubahan dan 
resistensi. Keputusan pada bagian ini memerlukan pemeriksaan sumber data, konteks program studi, 
serta ruang bagi manusia untuk menolak hasil yang keliru. Pada 10.5 perubahan dan resistensi, model 
hanya memberi petunjuk; maknanya harus ditafsirkan melalui konteks program studi dan tujuan 
pendidikan. Keputusan tentang 10.5 perubahan dan resistensi perlu mempertemukan angka, 
pengalaman lapangan, dan dialog yang dapat ditelusuri. 

10.6 Kinerja dan beban kerja 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Pembahasan berikut menempatkan isu ini sebagai keputusan strategis 
yang memiliki konsekuensi bagi proses, manusia, dan tata kelola. Kinerja dan beban kerja tidak 
dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional 
yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Keberhasilan 10.6 kinerja dan 
beban kerja perlu dilihat dari pengalaman pengguna dan kualitas keputusan, bukan dari banyaknya 
fitur. 

Pimpinan fakultas perlu melihat hubungan antara tujuan strategis dan kenyataan operasional, 
termasuk: kinerja dan beban kerja. Langkah yang masuk akal ialah memeriksa pola, mencari 
penjelasan alternatif, lalu membandingkannya dengan pengalaman mahasiswa dan dosen. Keluaran AI 
untuk 10.6 kinerja dan beban kerja perlu dibandingkan dengan pengetahuan lapangan sebelum dipakai 
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sebagai dasar tindakan. Penilaian terhadap 10.6 kinerja dan beban kerja menjadi lebih kuat bila bukti 
statistik diuji oleh ahli dan pengguna. 

Langkah awal kinerja dan beban kerja adalah merumuskan kebutuhan pengguna sebelum memilih 
model, vendor, atau bentuk antarmuka. Rancangan 10.6 kinerja dan beban kerja tidak lengkap tanpa 
tujuan terukur, asal data yang jelas, batas kewenangan sistem, dan jalur keberatan. Universitas perlu 
mengakui batas 10.6 kinerja dan beban kerja agar keputusan tidak dibuat dengan keyakinan yang lebih 
besar daripada kualitas buktinya. Kepercayaan terhadap 10.6 kinerja dan beban kerja tumbuh bila 
kesalahan dapat dilaporkan tanpa risiko pembalasan dan menghasilkan perbaikan. 

Kasus-kasus yang tidak sesuai alur normal menjadi ujian penting bagi kualitas kinerja dan beban 
kerja. Ketika kinerja dan beban kerja diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian berubah 
bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Keberlanjutan 10.6 kinerja dan beban kerja bergantung 
pada kemampuan organisasi mengelola perubahan peran tanpa mengabaikan martabat profesional. 
Keterbukaan dalam 10.6 kinerja dan beban kerja mengurangi rumor serta memberi pengguna 
kesempatan memengaruhi aturan yang akan mengikat mereka. Pengguna memiliki pengaruh nyata atas 
10.6 kinerja dan beban kerja ketika mereka diberi waktu, informasi, dan jalur untuk melihat tindak lanjut 
masukan. 

10.7 Kemitraan manusia-mesin 

Untuk kemitraan manusia-mesin, rancangan yang dapat diaudit lebih bernilai daripada solusi yang 
tampak canggih tetapi sulit dijelaskan. Empat pertanyaan dasar untuk 10.7 kemitraan manusia-mesin: 
masalah apa, data dari mana, kewenangan siapa, dan bagaimana kesalahan dipulihkan? Keluaran 10.7 
kemitraan manusia-mesin harus disertai tingkat ketidakpastian dan konteks penggunaan, bukan hanya 
skor atau label. Setiap implementasi 10.7 kemitraan manusia-mesin sebaiknya memiliki pemilik 
pengaduan, standar respons, dan jejak penyelesaian. 

Pada kemitraan manusia-mesin, efisiensi satu unit dapat menciptakan pekerjaan baru di unit lain 
apabila aliran tanggung jawab tidak dirancang. Ketika kemitraan manusia-mesin diterapkan, sebagian 
pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Analisis 10.7 
kemitraan manusia-mesin harus memasukkan konsekuensi bagi staf yang merawat, memeriksa, dan 
menjelaskan sistem. Percakapan tentang 10.7 kemitraan manusia-mesin harus melibatkan pihak yang 
terkena dampak, bukan hanya pengembang dan pimpinan. Kualitas 10.7 kemitraan manusia-mesin 
meningkat melalui siklus uji, diskusi, revisi, dan penjelasan yang dapat diakses. 

Pada kemitraan manusia-mesin, rata-rata kinerja tidak cukup; hasil perlu diperiksa menurut 
kelompok, lokasi, dan kondisi akses. Bukti tentang 10.7 kemitraan manusia-mesin menjadi kuat bila 
mencakup hasil belajar atau layanan, kesenjangan antarkelompok, serta kasus yang harus dikoreksi. 
Universitas dapat menguji 10.7 kemitraan manusia-mesin dengan tiga lensa: kelancaran kerja, 
perubahan hasil, dan legitimasi di mata komunitas. Setiap siklus 10.7 kemitraan manusia-mesin 
sebaiknya ditutup dengan keputusan: apa yang diteruskan, diperbaiki, dibatasi, atau dihentikan. 

Universitas perlu melihat kemitraan manusia-mesin sebagai portofolio pilihan yang dapat berubah 
mengikuti bukti, bukan sebagai komitmen yang tidak dapat ditinjau. Pilihan otomatisasi pada 10.7 
kemitraan manusia-mesin perlu diawali pemeriksaan terhadap prosedur lama agar kekeliruan 
administratif tidak menjadi lebih permanen. Perancangan 10.7 kemitraan manusia-mesin dapat 
menghasilkan manfaat lebih besar bila organisasi menyederhanakan alur sebelum memilih 
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otomatisasi. Untuk kemitraan manusia-mesin, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, 
namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

10.8 Learning organization 

Universitas dapat memperkuat evaluasi learning organization dengan menggabungkan log, survei, 
wawancara, observasi, dan audit. Penilaian 10.8 learning organization tidak cukup memakai rata-rata; 
universitas perlu memeriksa siapa yang terbantu, siapa yang tertinggal, dan mengapa. Data aktivitas 
10.8 learning organization perlu dilengkapi outcome serta bukti apakah pengguna memahami dan 
menerima cara kerja sistem. Nilai evaluasi 10.8 learning organization terletak pada tindakan setelah 
pengukuran, termasuk kesediaan mengubah asumsi awal. 

Perbedaan kapasitas antarunit membuat pilihan learning organization perlu disesuaikan tanpa 
meninggalkan standar bersama. Keuntungan awal 10.8 learning organization dapat menipu apabila 
sistem hanya mempercepat pekerjaan yang sejak awal tidak dirancang dengan baik. Universitas perlu 
menentukan bagian 10.8 learning organization yang membutuhkan judgment manusia dan bagian yang 
aman untuk dibantu mesin. Untuk learning organization, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih 
besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi 
akademik. 

Sebuah pilot learning organization dapat menjadi ruang aman untuk menguji manfaat, 
pengecualian, dan konsekuensi yang tidak direncanakan. Data menunjukkan masalah pada learning 
organization, tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas 
komunikasi dapat saling berinteraksi. Validasi manusia pada 10.8 learning organization membantu 
membedakan korelasi administratif dari kebutuhan nyata di lapangan. Data 10.8 learning organization 
paling bermanfaat ketika memberi jalan menuju mentoring, informasi, atau layanan tambahan. 

Pusat dan fakultas dapat berbagi peran dalam learning organization: pusat menjaga 
interoperabilitas, unit memastikan relevansi. Pembagian kerja pada 10.8 learning organization harus 
menghubungkan keahlian teknis dengan pengetahuan akademik dan pengalaman pengguna. 
Akuntabilitas 10.8 learning organization menjadi lebih kuat ketika vendor, TI, fakultas, dan pengguna 
memiliki batas tanggung jawab yang saling melengkapi. Ritme pengelolaan 10.8 learning organization 
sebaiknya mencakup pemantauan rutin, audit berkala, dan forum refleksi. 

Kepemimpinan tidak cukup mengumumkan transformasi. Ia perlu memperlihatkan bagaimana 
keputusan dibuat, melindungi ruang kritik, serta menghargai pekerjaan perawatan yang membuat 
sistem digital dapat dipercaya dalam keseharian. 

11. Kurikulum, Keterampilan, dan Relevansi Lulusan 

Lulusan masa depan tidak cukup hanya mampu memakai perangkat AI. Mereka perlu memahami 
cara sistem dibangun, kapan hasilnya dapat dipercaya, bagaimana memeriksa bukti, dan bagaimana 
mengambil keputusan ketika nilai-nilai bertabrakan. 

11.1 AI literacy lintas disiplin 

Pekerjaan desain ai literacy lintas disiplin harus memperhitungkan kasus normal sekaligus 
pengecualian yang dialami kelompok tertentu. Empat syarat desain 11.1 ai literacy lintas disiplin adalah 
masalah yang jelas, sumber data yang terlacak, intervensi yang menghormati otonomi, dan ukuran yang 
dapat dikoreksi. Tanpa fondasi tersebut, 11.1 ai literacy lintas disiplin dapat terlihat meyakinkan secara 
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statistik tetapi gagal menghadapi kondisi pengguna yang beragam. Sejak perencanaan 11.1 ai literacy 
lintas disiplin, pengguna perlu memiliki cara meminta penjelasan, membetulkan data, dan meninjau 
keputusan. 

Kepercayaan pengguna terhadap ai literacy lintas disiplin dipengaruhi oleh cara perubahan 
dijelaskan dan oleh pengalaman ketika terjadi kesalahan. Ketika ai literacy lintas disiplin diterapkan, 
sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. 
Penerapan 11.1 ai literacy lintas disiplin dapat mengubah rasa aman bekerja, batas kewenangan, dan 
pola kerja sama antarunit. Dialog terbuka tentang 11.1 ai literacy lintas disiplin membantu 
membedakan pengawasan yang tidak proporsional dari dukungan yang memang dibutuhkan. Pelatihan 
kasus, forum pengguna, dan catatan keputusan dapat membuat desain 11.1 ai literacy lintas disiplin 
lebih dekat dengan pekerjaan nyata. 

Keberhasilan ai literacy lintas disiplin sebaiknya dibaca melalui hasil yang dirasakan, bukan hanya 
angka adopsi. Data tentang 11.1 ai literacy lintas disiplin harus menjawab apakah layanan menjadi 
lebih berguna tanpa mengurangi hak pengguna untuk memperoleh bantuan manusia. Pengukuran 11.1 
ai literacy lintas disiplin akan lebih bermakna ketika efisiensi tidak dipisahkan dari mutu akademik dan 
kepercayaan publik. Bukti mengenai 11.1 ai literacy lintas disiplin perlu memiliki pemilik tindak lanjut 
dan tenggat agar pembelajaran organisasi tidak menguap. 

Pilihan untuk ai literacy lintas disiplin tidak hanya berada antara sistem lama dan sistem baru; 
penyederhanaan proses juga perlu diuji. Pada 11.1 ai literacy lintas disiplin, efisiensi prosedural harus 
dibedakan dari perbaikan mutu; keduanya tidak selalu bergerak bersama. Penggunaan AI pada 11.1 ai 
literacy lintas disiplin layak dipertahankan hanya jika menghasilkan manfaat yang tidak mudah dicapai 
melalui perbaikan prosedur biasa. Untuk ai literacy lintas disiplin, pendekatan kedua menuntut kerja 
awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan 
misi akademik. 

11.2 Keterampilan teknis dan etis 

Penilaian terhadap keterampilan teknis dan etis memerlukan pembanding kondisi awal agar 
perubahan tidak salah diatribusikan. Indikator 11.2 keterampilan teknis dan etis perlu menangkap mutu 
keputusan, akses yang setara, dan kecepatan pemulihan saat sistem melakukan kesalahan. Panel 
evaluasi 11.2 keterampilan teknis dan etis harus menghubungkan indikator operasional dengan 
pengalaman dan hak warga kampus. Perbaikan 11.2 keterampilan teknis dan etis dapat ditelusuri bila 
keputusan sesudah evaluasi dibandingkan dengan kondisi awal dan hasil aktual. 

Manfaat cepat dari keterampilan teknis dan etis perlu dibandingkan dengan biaya integrasi, 
pemeliharaan, audit, dan kemungkinan berganti vendor. Universitas perlu menguji apakah 11.2 
keterampilan teknis dan etis mengurangi pekerjaan yang tidak bernilai atau hanya memindahkan beban 
ke pengguna dan staf. Pada 11.2 keterampilan teknis dan etis, tujuan akademik dan pelayanan menjadi 
kriteria utama untuk memilih tingkat otomatisasi. Untuk keterampilan teknis dan etis, pendekatan 
kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan 
lebih selaras dengan misi akademik. 

Cerita pengguna dalam keterampilan teknis dan etis sering memberi informasi yang tidak terlihat 
pada angka agregat. Data menunjukkan masalah pada keterampilan teknis dan etis, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Pada 11.2 keterampilan teknis dan etis, model dapat menunjukkan gejala, sedangkan 
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percakapan membantu menemukan sebab dan bentuk bantuan yang tepat. Implikasi 11.2 
keterampilan teknis dan etis seharusnya berupa bantuan yang sesuai tingkat kebutuhan dan tetap 
membuka ruang perubahan bagi pengguna. 

Pengaturan keterampilan teknis dan etis harus mencegah situasi ketika semua pihak memakai 
sistem tetapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Dalam 11.2 keterampilan teknis dan etis, pemilik 
proses menentukan tujuan, pengelola data menjaga kualitas, tim teknologi merawat sistem, ahli bidang 
menilai hasil, dan pengguna memberi umpan balik. Pengaturan tersebut menjaga agar tanggung jawab 
11.2 keterampilan teknis dan etis tetap berada pada institusi, bukan menghilang di balik kontrak 
teknologi. Kerja lintas unit pada 11.2 keterampilan teknis dan etis membutuhkan istilah yang sama, 
jadwal peninjauan, dan keputusan yang dapat dilacak. 

11.3 Project-based learning 

Pada project-based learning, kualitas keputusan dapat dinilai dari cara organisasi merespons 
kasus yang berbeda dari pola umum. Data menunjukkan masalah pada project-based learning, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Prediksi mengenai 11.3 project-based learning harus diperlakukan sebagai sinyal untuk 
pemeriksaan, bukan sebagai kesimpulan mengenai seseorang. Prediksi 11.3 project-based learning 
perlu mengarahkan sumber daya kepada dukungan, bukan mengunci seseorang dalam kategori yang 
sulit dibantah. 

Rantai tanggung jawab pada project-based learning perlu terlihat oleh pengguna agar jalur 
pertanyaan dan keberatan tidak membingungkan. Akuntabilitas 11.3 project-based learning terbagi 
antara pemilik keputusan, penjaga data, pengembang, ahli konteks, dan warga yang memakai layanan. 
Koordinasi lintas fungsi membuat 11.3 project-based learning tidak diperlakukan sebagai urusan TI 
semata. Universitas dapat mengoordinasikan 11.3 project-based learning melalui agenda bersama 
yang menetapkan prioritas, pemilik tugas, dan waktu evaluasi. 

Universitas harus menetapkan ambang penyimpangan dan jadwal peninjauan sebelum project-
based learning digunakan secara luas. Pada project-based learning, pemantauan pascadeployment 
sama pentingnya dengan uji awal. Universitas harus mengetahui kapan 11.3 project-based learning 
tidak lagi dapat dipercaya dan siapa yang berwenang mengalihkannya ke proses manual. Operasi 
harian menentukan apakah 11.3 project-based learning benar-benar memberi manfaat seperti yang 
direncanakan. 

Suara mahasiswa memberi makna pada evaluasi project-based learning karena mereka 
mengalami konsekuensi layanan secara langsung. Data tentang mahasiswa dalam 11.3 project-based 
learning harus diimbangi dengan hak untuk memperoleh penjelasan dan mengoreksi informasi. Dalam 
project-based learning, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta 
pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Transparansi 11.3 project-based learning lebih berguna bila 
disertai contoh penggunaan dan cara melaporkan kesalahan. 

11.4 Kurikulum manajemen 

Risiko kurikulum manajemen tidak selesai ketika aplikasi diluncurkan; ia perlu dipantau sepanjang 
siklus hidup sistem. Pada kurikulum manajemen, pemantauan pascadeployment sama pentingnya 
dengan uji awal. Pengendalian 11.4 kurikulum manajemen mencakup deteksi drift, pencatatan versi, 
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pemeriksaan ulang data, serta keputusan pemulihan. Keberlanjutan 11.4 kurikulum manajemen 
memerlukan pemeliharaan, pelatihan pengguna, evaluasi, dan keputusan investasi lanjutan. 

Untuk kurikulum manajemen, dukungan alternatif harus disediakan bagi pengguna yang tidak 
cocok dengan asumsi desain umum. Warga kampus yang terlibat dalam 11.4 kurikulum manajemen 
memiliki pengetahuan pengalaman yang tidak dapat digantikan oleh log aktivitas. Dalam kurikulum 
manajemen, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila 
hasil sistem dirasakan keliru. Universitas dapat memakai 11.4 kurikulum manajemen sebagai 
kesempatan pendidikan tentang data, bias, verifikasi, dan tanggung jawab. 

Pelatihan untuk kurikulum manajemen sebaiknya berbasis praktik, kasus, dan refleksi atas 
pekerjaan nyata, bukan hanya demonstrasi alat. Manfaat 11.4 kurikulum manajemen bagi dosen 
muncul ketika waktu yang dihemat dialihkan ke dialog, umpan balik, dan pembentukan penalaran. 
Manfaat itu hanya muncul bila kurikulum manajemen tidak mengikis kebebasan akademik. 
Kemampuan mengelola 11.4 kurikulum manajemen tidak muncul otomatis; ia dibangun melalui 
pendampingan, praktik, dan refleksi. 

Universitas perlu mempertanggungjawabkan kurikulum manajemen kepada manusia yang 
menerima dampaknya, bukan hanya kepada pengelola sistem. Orientasi 11.4 kurikulum manajemen 
seharusnya tidak berhenti pada penghematan; ia perlu memperkuat mutu pendidikan dan hubungan 
sosial di kampus. 

11.5 Kewirausahaan 

Otonomi akademik dalam kewirausahaan perlu dilindungi melalui kebijakan yang mengakui 
tanggung jawab profesional. Penggunaan 11.5 kewirausahaan sebaiknya memperkuat relasi 
pengajaran, bukan menggantikan perhatian dosen terhadap konteks dan kebutuhan mahasiswa. 
Manfaat itu hanya muncul bila kewirausahaan tidak mengikis kebebasan akademik. Kebijakan 11.5 
kewirausahaan perlu memasukkan alokasi waktu belajar serta pengakuan bagi mereka yang merawat 
prosesnya. 

Pertanyaan etis dalam kewirausahaan bukan tambahan dekoratif; ia menentukan apakah inovasi 
memiliki legitimasi akademik. Keputusan tentang 11.5 kewirausahaan memiliki legitimasi bila manfaat 
teknis berjalan bersama perlindungan martabat, ruang kritik, dan pelayanan yang adil. 

Desain 11.5 kewirausahaan di Indonesia sebaiknya menggabungkan praktik global dengan realitas 
bahasa, wilayah, dan budaya setempat. Yang penting dicermati di sini ialah bagaimana tujuan 
universitas memengaruhi cara data dikumpulkan, ditafsirkan, dan digunakan. Kewirausahaan tidak 
dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional 
yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Ukuran 11.5 kewirausahaan 
harus menilai manfaat akademik, keadilan layanan, dan keterbukaan alasan tindakan. 

Masalah yang muncul dari penggunaan AI perlu dibaca melalui tiga lapisan: kewirausahaan. Proses 
tersebut mengharuskan pengambil keputusan menilai ketidakpastian sekaligus mempertimbangkan 
tujuan pendidikan yang lebih luas. Pola yang muncul dalam 11.5 kewirausahaan tidak berdiri sendiri 
karena data selalu membawa sejarah dan pilihan klasifikasi. Universitas dapat memperbaiki 11.5 
kewirausahaan dengan menggabungkan analitik, pengetahuan tacit, serta alasan yang terdokumentasi. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Dari Kampus Digital menuju Kampus Cerdas Berbasis AI | IBM-ASMI 
 
 
 

Halaman 62 

11.6 Kemitraan 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Analisis dimulai dari pertanyaan praktis: perubahan apa yang benar-
benar diharapkan dan bukti apa yang dapat menunjukkannya? Kemitraan tidak dipahami sebagai 
lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional yang menyatukan 
pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Universitas sebaiknya menghubungkan 11.6 
kemitraan dengan outcome, kepercayaan, serta kemampuan melakukan koreksi. 

Jika teknologi hendak dipakai dalam proses akademik, perhatian pertama harus diarahkan pada: 
kemitraan. Data dapat membuka petunjuk awal, tetapi keputusan yang bertanggung jawab masih 
memerlukan verifikasi, percakapan, dan penilaian ahli. Untuk memahami hasil 11.6 kemitraan, 
universitas perlu memeriksa konteks sosial serta kemungkinan penjelasan lain. Keputusan 11.6 
kemitraan tidak cukup berdasarkan skor; ia memerlukan interpretasi, pertimbangan, dan kesempatan 
koreksi. 

Universitas perlu menguji rancangan kemitraan pada skala kecil agar kesalahan dapat ditemukan 
sebelum biaya perubahan menjadi besar. Untuk 11.6 kemitraan, rancangan harus menunjukkan 
kebutuhan yang dapat diamati, data yang dapat dipertanggungjawabkan, pilihan pengguna, dan 
mekanisme evaluasi. Kelemahan pada satu komponen 11.6 kemitraan dapat menciptakan kepastian 
semu dan menyembunyikan kesalahan yang tidak merata. Jalur banding untuk 11.6 kemitraan harus 
mudah ditemukan, memiliki batas waktu, dan berakhir pada tindakan korektif yang nyata. 

Penerapan kemitraan perlu menimbang kelompok yang tidak terwakili oleh data rata-rata atau 
desain standar. Ketika kemitraan diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian berubah 
bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Dimensi sosial 11.6 kemitraan terlihat pada perubahan 
pembagian kerja dan pada siapa yang memperoleh suara dalam desain sistem. Warga kampus lebih 
mampu menerima 11.6 kemitraan ketika manfaat, batas pemakaian, dan perlindungan privasi 
dijelaskan sejak awal. Untuk 11.6 kemitraan, partisipasi menjadi efektif bila masukan pengguna 
diterjemahkan menjadi perubahan aturan, antarmuka, atau prosedur. 

11.7 Micro-credentials 

Kerangka kerja yang baik untuk micro-credentials dimulai dari tujuan yang terukur, data yang dapat 
ditelusuri, peran manusia yang jelas, dan ukuran dampak yang masuk akal. Kualitas desain 11.7 micro-
credentials bergantung pada definisi masalah, provenance data, perlindungan otonomi, serta indikator 
yang membuka jalan perbaikan. Presisi teknis dalam 11.7 micro-credentials tidak menjamin ketepatan 
sosial; hasil perlu diuji pada variasi situasi yang benar-benar dialami warga kampus. Universitas perlu 
mendokumentasikan bagaimana keluhan tentang 11.7 micro-credentials diterima, diperiksa, dan 
diselesaikan. 

Dampak pada pekerjaan sering baru terlihat setelah micro-credentials berjalan dalam rutinitas 
harian. Ketika micro-credentials diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, 
dan tugas koordinasi baru muncul. Universitas perlu menilai dampak 11.7 micro-credentials terhadap 
profesi, koordinasi, dan hubungan kepercayaan di dalam organisasi. Kekhawatiran mengenai 11.7 
micro-credentials merupakan data desain yang penting, bukan gangguan yang perlu disingkirkan. 
Universitas dapat memperkuat 11.7 micro-credentials melalui komunitas praktik yang berbagi 
pengalaman, kesalahan, dan solusi. 
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Indikator micro-credentials harus menggabungkan mutu, kecepatan, akses, keadilan, dan 
kepercayaan. Untuk 11.7 micro-credentials, evaluasi perlu melihat akses, mutu umpan balik, 
perbedaan hasil, dan kemampuan menemukan kesalahan sebelum dampak membesar. Penilaian 11.7 
micro-credentials sebaiknya memadukan apa yang dilakukan, hasil yang diperoleh, dan tingkat 
kepercayaan warga kampus. Temuan evaluasi 11.7 micro-credentials perlu menghasilkan keputusan 
perbaikan yang tercatat, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan. 

Pendekatan yang paling kompleks belum tentu paling tepat untuk micro-credentials; solusi 
sederhana dapat lebih aman dan mudah dirawat. Otomasi cepat pada 11.7 micro-credentials dapat 
memperpendek proses, tetapi juga membawa aturan lama ke dalam sistem baru. Pilihan yang lebih 
reflektif untuk 11.7 micro-credentials dimulai dengan meninjau tujuan layanan dan menempatkan AI 
pada titik yang benar-benar membantu. Untuk micro-credentials, pendekatan kedua menuntut kerja 
awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan 
misi akademik. 

11.8 Kesiapan lulusan 

Evaluasi kesiapan lulusan perlu mencatat manfaat sekaligus kesalahan, keluhan, dan beban kerja 
tambahan. Pada 11.8 kesiapan lulusan, ukuran keberhasilan harus mempertemukan kecepatan 
layanan dengan pengalaman pengguna dan perlindungan kelompok yang rentan. Untuk 11.8 kesiapan 
lulusan, log proses perlu dibaca bersama dampak pada pengguna dan penilaian mereka terhadap 
keadilan layanan. Universitas belajar dari 11.8 kesiapan lulusan ketika bukti evaluasi memengaruhi 
desain, anggaran, pelatihan, atau batas penggunaan. 

Untuk kesiapan lulusan, perbandingan opsi harus memasukkan konsekuensi sosial selain biaya 
dan kinerja teknis. Jika 11.8 kesiapan lulusan hanya mendigitalkan alur yang sudah ada, organisasi 
mungkin memperoleh kecepatan tanpa menyelesaikan akar masalah. Dalam 11.8 kesiapan lulusan, 
teknologi sebaiknya mengikuti kebutuhan proses, bukan memaksa proses menyesuaikan diri dengan 
fitur model. Untuk kesiapan lulusan, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun 
menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Ilustrasi kesiapan lulusan dapat dimulai dari pengguna yang menerima hasil sistem tetapi tidak 
memahami alasan di baliknya. Data menunjukkan masalah pada kesiapan lulusan, tetapi penyebabnya 
tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. 
Analisis data 11.8 kesiapan lulusan menjadi lebih berguna bila diverifikasi melalui pengalaman 
mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Universitas harus memastikan bahwa hasil 11.8 
kesiapan lulusan tidak berubah menjadi stigma atau alasan untuk menurunkan kesempatan akademik. 

Pengelolaan kesiapan lulusan memerlukan pembagian tanggung jawab antara pemilik proses, 
pengelola data, pengembang, ahli bidang, dan pengguna. Universitas perlu menetapkan siapa yang 
bertanggung jawab atas tujuan, data, model, interpretasi, serta pemulihan dalam 11.8 kesiapan 
lulusan. Vendor dapat menyediakan komponen 11.8 kesiapan lulusan, tetapi universitas tetap 
memegang mandat, keputusan, dan hubungan dengan pengguna. Bahasa bersama untuk 11.8 
kesiapan lulusan membantu fakultas, unit layanan, dan TI memahami risiko serta manfaat dengan cara 
yang konsisten. 

Relevansi lulusan dibangun melalui kombinasi kemampuan menggunakan alat dan kemampuan 
menilai alat. Pendidikan tinggi perlu mengembangkan profesional yang sanggup menerjemahkan 
teknologi ke dalam keputusan yang bernilai bagi organisasi dan masyarakat. 
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12. Strategi Implementasi untuk Perguruan Tinggi di Indonesia 

Tidak ada satu resep transformasi yang berlaku bagi semua perguruan tinggi. Strategi yang baik 
menghormati titik berangkat, mengurutkan investasi, memperkuat kemampuan lokal, dan 
menyediakan mekanisme belajar. 

12.1 Diagnosis titik berangkat 

Universitas dapat menata diagnosis titik berangkat melalui urutan diagnosis, perancangan, uji 
terbatas, umpan balik, dan penyempurnaan. Universitas perlu menilai 12.1 diagnosis titik berangkat 
dari kejelasan tujuan, keterlacakan data, proporsionalitas tindakan, dan kemampuan melakukan 
koreksi. Risiko terbesar 12.1 diagnosis titik berangkat muncul ketika angka yang rapi menutup 
ketidakpastian, pengecualian, dan pengalaman kelompok yang tidak terwakili. Perlindungan pengguna 
dalam 12.1 diagnosis titik berangkat mencakup hak untuk mengoreksi catatan serta memperoleh 
peninjauan manusia. 

Di balik diagnosis titik berangkat terdapat pekerjaan perawatan, koordinasi, dan penanganan 
pengecualian yang perlu dihitung secara jujur. Ketika diagnosis titik berangkat diterapkan, sebagian 
pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Bukan hanya 
aplikasi yang berubah melalui 12.1 diagnosis titik berangkat; rutinitas, identitas kerja, dan ekspektasi 
antarunit juga ikut bergeser. Universitas perlu menyediakan forum untuk menguji asumsi 12.1 diagnosis 
titik berangkat sebelum sistem mengakar dan sulit diubah. Dokumentasi 12.1 diagnosis titik berangkat 
sebaiknya menunjukkan bukan hanya hasil akhir, tetapi juga alasan mengapa pilihan desain diambil. 

Dashboard untuk diagnosis titik berangkat akan berguna bila data yang ditampilkan benar-benar 
memengaruhi keputusan berikutnya. Bukti tentang 12.1 diagnosis titik berangkat menjadi kuat bila 
mencakup hasil belajar atau layanan, kesenjangan antarkelompok, serta kasus yang harus dikoreksi. 
Universitas dapat menguji 12.1 diagnosis titik berangkat dengan tiga lensa: kelancaran kerja, 
perubahan hasil, dan legitimasi di mata komunitas. Setiap siklus 12.1 diagnosis titik berangkat 
sebaiknya ditutup dengan keputusan: apa yang diteruskan, diperbaiki, dibatasi, atau dihentikan. 

Keputusan mengenai diagnosis titik berangkat menjadi lebih rasional jika alternatif manual, 
semiotomatis, dan otomatis dinilai dengan kriteria yang sama. Pilihan otomatisasi pada 12.1 diagnosis 
titik berangkat perlu diawali pemeriksaan terhadap prosedur lama agar kekeliruan administratif tidak 
menjadi lebih permanen. Perancangan 12.1 diagnosis titik berangkat dapat menghasilkan manfaat 
lebih besar bila organisasi menyederhanakan alur sebelum memilih otomatisasi. Untuk diagnosis titik 
berangkat, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih 
mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

12.2 Quick wins dan fondasi 

Ukuran yang dipilih untuk quick wins dan fondasi harus membedakan aktivitas, keluaran, outcome, 
dan dampak jangka panjang. Penilaian 12.2 quick wins dan fondasi tidak cukup memakai rata-rata; 
universitas perlu memeriksa siapa yang terbantu, siapa yang tertinggal, dan mengapa. Data aktivitas 
12.2 quick wins dan fondasi perlu dilengkapi outcome serta bukti apakah pengguna memahami dan 
menerima cara kerja sistem. Nilai evaluasi 12.2 quick wins dan fondasi terletak pada tindakan setelah 
pengukuran, termasuk kesediaan mengubah asumsi awal. 

Pada quick wins dan fondasi, kecepatan layanan harus ditimbang bersama kemampuan memberi 
penjelasan dan memulihkan kesalahan. Keuntungan awal 12.2 quick wins dan fondasi dapat menipu 
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apabila sistem hanya mempercepat pekerjaan yang sejak awal tidak dirancang dengan baik. 
Universitas perlu menentukan bagian 12.2 quick wins dan fondasi yang membutuhkan judgment 
manusia dan bagian yang aman untuk dibantu mesin. Untuk quick wins dan fondasi, pendekatan kedua 
menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih 
selaras dengan misi akademik. 

Pengalaman sebuah fakultas pada quick wins dan fondasi mungkin memperlihatkan pola yang 
kuat, namun pola itu belum tentu menunjukkan sebab. Data menunjukkan masalah pada quick wins 
dan fondasi, tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas 
komunikasi dapat saling berinteraksi. Pola dalam 12.2 quick wins dan fondasi memerlukan konteks 
sebelum diterjemahkan menjadi intervensi, terutama ketika keputusan menyentuh masa depan 
pengguna. Intervensi berdasarkan 12.2 quick wins dan fondasi perlu bersifat bertahap, dapat ditinjau, 
dan dihentikan ketika bukti menunjukkan bahwa bantuan tidak lagi diperlukan. 

Struktur kerja untuk quick wins dan fondasi sebaiknya menggabungkan standar pusat dengan 
pengetahuan konteks yang dimiliki unit. Rantai peran 12.2 quick wins dan fondasi harus terlihat agar 
tidak ada kesenjangan antara pihak yang merancang sistem dan pihak yang menanggung akibatnya. 
Pembagian peran 12.2 quick wins dan fondasi mengurangi risiko ketergantungan dan memperjelas 
siapa yang harus bertindak ketika terjadi kesalahan. Tanpa kalender evaluasi, 12.2 quick wins dan 
fondasi mudah menjadi proyek satu kali yang kehilangan perhatian setelah peluncuran. 

12.3 Pendanaan dan total cost 

Skenario pendanaan dan total cost menunjukkan mengapa hasil yang tampak meyakinkan tetap 
perlu diperiksa oleh ahli dan pengguna. Data menunjukkan masalah pada pendanaan dan total cost, 
tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat 
saling berinteraksi. Universitas dapat menggunakan prediksi 12.3 pendanaan dan total cost untuk 
membuka dialog dan dukungan, bukan untuk membuat label yang sulit dihapus. Kebijakan 12.3 
pendanaan dan total cost harus membedakan risiko sementara dari identitas atau kemampuan 
seseorang. 

Akuntabilitas pendanaan dan total cost tetap berada pada universitas meskipun sebagian 
teknologi dibeli dari vendor. Pengelolaan 12.3 pendanaan dan total cost membutuhkan koordinasi 
lintas fungsi dengan kewenangan dan tugas yang dicatat secara eksplisit. Kepemilikan institusional 
atas 12.3 pendanaan dan total cost penting agar tujuan akademik tidak dikalahkan oleh kepentingan 
produk. Koordinasi 12.3 pendanaan dan total cost perlu menghasilkan catatan keputusan dan tindak 
lanjut, bukan sekadar pertemuan informatif. 

Penggunaan pendanaan dan total cost pada keputusan berdampak tinggi menuntut verifikasi 
manusia yang lebih kuat daripada penggunaan formatif. Pada pendanaan dan total cost, pemantauan 
pascadeployment sama pentingnya dengan uji awal. Kebijakan 12.3 pendanaan dan total cost perlu 
menjelaskan kondisi yang memicu peninjauan atau penghentian sementara sistem. Universitas perlu 
menyediakan sumber daya setelah implementasi agar 12.3 pendanaan dan total cost tidak menjadi 
sistem tanpa pengelola. 

Mahasiswa dapat dilibatkan sebagai penguji pengalaman, co-designer, dan mitra evaluasi dalam 
pendanaan dan total cost. Keputusan 12.3 pendanaan dan total cost menjadi lebih sah ketika 
mahasiswa dapat bertanya, memberi konteks, dan menyampaikan keberatan. Dalam pendanaan dan 
total cost, mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila 
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hasil sistem dirasakan keliru. Pemahaman pengguna terhadap 12.3 pendanaan dan total cost 
mengurangi kepatuhan mekanis dan mendorong penggunaan yang lebih kritis. 

12.4 Kemitraan nasional 

Batas penggunaan kemitraan nasional perlu ditulis dalam prosedur yang dapat dipahami oleh 
pengguna nonteknis. Pada kemitraan nasional, pemantauan pascadeployment sama pentingnya 
dengan uji awal. Tanpa pengelolaan perubahan, 12.4 kemitraan nasional dapat terus beroperasi 
meskipun konteks dan kualitas buktinya telah bergeser. Nilai 12.4 kemitraan nasional diuji dalam 
penggunaan rutin, bukan hanya ketika demonstrasi berlangsung baik. 

Kepercayaan pada kemitraan nasional tumbuh ketika mahasiswa melihat bahwa laporan 
kesalahan benar-benar menghasilkan perbaikan. Universitas perlu melihat mahasiswa sebagai mitra 
evaluasi 12.4 kemitraan nasional, bukan objek pasif dari analitik. Dalam kemitraan nasional, 
mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem 
dirasakan keliru. Keterbukaan 12.4 kemitraan nasional menjadikan kebijakan AI sebagai bagian dari 
budaya akademik, bukan sekadar aturan administratif. 

Dosen dapat menggunakan kemitraan nasional untuk memperdalam pertanyaan dan umpan balik, 
bukan untuk menghilangkan relasi pendidikan. Dalam 12.4 kemitraan nasional, pembagian kerja yang 
sehat menempatkan mesin pada tugas berulang dan manusia pada interpretasi serta pendampingan. 
Manfaat itu hanya muncul bila kemitraan nasional tidak mengikis kebebasan akademik. Penguatan 12.4 
kemitraan nasional akan lebih tahan lama bila pelatihan dihubungkan dengan pekerjaan nyata dan jalur 
karier. 

kemitraan nasional perlu diarahkan oleh misi universitas agar efisiensi tidak menggantikan 
pembentukan karakter dan penalaran. Tujuan akhir 12.4 kemitraan nasional bukan kampus yang 
dikendalikan mesin, melainkan komunitas akademik yang lebih mampu memahami dan melayani. 

12.5 Bahasa dan pengetahuan lokal 

Keberhasilan bahasa dan pengetahuan lokal akan lebih mungkin terjadi bila kontribusi dosen 
dihargai dalam penilaian kinerja dan pengembangan karier. AI pada 12.5 bahasa dan pengetahuan lokal 
bernilai ketika dosen dapat memperdalam kualitas interaksi akademik, bukan sekadar menghasilkan 
lebih banyak konten. Manfaat itu hanya muncul bila bahasa dan pengetahuan lokal tidak mengikis 
kebebasan akademik. Universitas perlu menghindari asumsi bahwa 12.5 bahasa dan pengetahuan 
lokal dapat berjalan tanpa investasi pada kapasitas manusia. 

Keputusan tentang bahasa dan pengetahuan lokal menjadi matang ketika manfaat, risiko, dan 
martabat pengguna dipertimbangkan secara bersamaan. Pembahasan 12.5 bahasa dan pengetahuan 
lokal perlu menghubungkan rancangan teknologi dengan jenis manusia dan masyarakat yang ingin 
dibentuk oleh pendidikan tinggi. 

Keberhasilan 12.5 bahasa dan pengetahuan lokal bergantung pada kemampuan membangun 
solusi yang proporsional terhadap kondisi masing-masing perguruan tinggi. Isu ini perlu dibaca sebagai 
rangkaian pilihan, bukan sebagai fitur teknologi yang berdiri sendiri. Bahasa dan pengetahuan lokal 
tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan 
institusional yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Kemajuan 12.5 
bahasa dan pengetahuan lokal terlihat ketika organisasi menjadi lebih mampu membantu, 
menerangkan, dan memperbaiki proses. 
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Pengalaman implementasi di berbagai unit mengajarkan pentingnya memeriksa: bahasa dan 
pengetahuan lokal. Cara kerja yang disarankan adalah menguji bukti sebelum menyimpulkan, 
kemudian menetapkan intervensi yang proporsional terhadap masalah. AI dapat membantu eksplorasi 
12.5 bahasa dan pengetahuan lokal, tetapi interpretasi dan keputusan tetap membutuhkan ahli bidang. 
Kualitas penalaran pada 12.5 bahasa dan pengetahuan lokal meningkat ketika hasil data dibahas 
bersama orang yang menjalani prosesnya. 

12.6 Kampus besar dan kecil 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Hubungan antara misi akademik, proses kerja, dan pengalaman warga 
kampus menjadi titik berangkat pembahasan ini. Kampus besar dan kecil tidak dipahami sebagai 
lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional yang menyatukan 
pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Indikator 12.6 kampus besar dan kecil perlu 
memeriksa apakah teknologi memperkuat misi, bukan hanya memperbesar volume aktivitas. 

Keputusan yang adil tidak cukup mengandalkan skor model; ia juga memerlukan pemahaman 
tentang: kampus besar dan kecil. Pada titik ini, kewenangan sistem harus dibatasi oleh pengetahuan 
bidang, prosedur banding, dan tanggung jawab manusia. Konteks akademik menentukan apakah 
temuan dari 12.6 kampus besar dan kecil relevan, keliru, atau memerlukan pemeriksaan tambahan. 
Analisis 12.6 kampus besar dan kecil sebaiknya menghasilkan alasan yang dapat dipahami, bukan 
hanya rekomendasi yang tampak presisi. 

Mutu kampus besar dan kecil bergantung pada keselarasan prosedur, data, pelatihan, keamanan, 
dan pelayanan, bukan pada satu aplikasi. Rancangan 12.6 kampus besar dan kecil tidak lengkap tanpa 
tujuan terukur, asal data yang jelas, batas kewenangan sistem, dan jalur keberatan. Universitas perlu 
mengakui batas 12.6 kampus besar dan kecil agar keputusan tidak dibuat dengan keyakinan yang lebih 
besar daripada kualitas buktinya. Kepercayaan terhadap 12.6 kampus besar dan kecil tumbuh bila 
kesalahan dapat dilaporkan tanpa risiko pembalasan dan menghasilkan perbaikan. 

Perubahan yang dibawa kampus besar dan kecil dapat menggeser kewenangan, rasa aman 
profesional, dan hubungan antarunit. Ketika kampus besar dan kecil diterapkan, sebagian pekerjaan 
lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Keberlanjutan 12.6 kampus 
besar dan kecil bergantung pada kemampuan organisasi mengelola perubahan peran tanpa 
mengabaikan martabat profesional. Keterbukaan dalam 12.6 kampus besar dan kecil mengurangi 
rumor serta memberi pengguna kesempatan memengaruhi aturan yang akan mengikat mereka. 
Pengguna memiliki pengaruh nyata atas 12.6 kampus besar dan kecil ketika mereka diberi waktu, 
informasi, dan jalur untuk melihat tindak lanjut masukan. 

12.7 Risiko regulasi 

Desain risiko regulasi perlu menetapkan apa yang boleh diotomatisasi, kapan manusia wajib 
meninjau, dan bagaimana pemulihan dilakukan. Empat pertanyaan dasar untuk 12.7 risiko regulasi: 
masalah apa, data dari mana, kewenangan siapa, dan bagaimana kesalahan dipulihkan? Keluaran 12.7 
risiko regulasi harus disertai tingkat ketidakpastian dan konteks penggunaan, bukan hanya skor atau 
label. Setiap implementasi 12.7 risiko regulasi sebaiknya memiliki pemilik pengaduan, standar respons, 
dan jejak penyelesaian. 
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Aspek sosial risiko regulasi tidak dapat disimpulkan dari log sistem; ia perlu didengar melalui dialog 
dengan warga kampus. Ketika risiko regulasi diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian 
berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Analisis 12.7 risiko regulasi harus memasukkan 
konsekuensi bagi staf yang merawat, memeriksa, dan menjelaskan sistem. Percakapan tentang 12.7 
risiko regulasi harus melibatkan pihak yang terkena dampak, bukan hanya pengembang dan pimpinan. 
Kualitas 12.7 risiko regulasi meningkat melalui siklus uji, diskusi, revisi, dan penjelasan yang dapat 
diakses. 

Pada risiko regulasi, rata-rata kinerja tidak cukup; hasil perlu diperiksa menurut kelompok, lokasi, 
dan kondisi akses. Data tentang 12.7 risiko regulasi harus menjawab apakah layanan menjadi lebih 
berguna tanpa mengurangi hak pengguna untuk memperoleh bantuan manusia. Pengukuran 12.7 risiko 
regulasi akan lebih bermakna ketika efisiensi tidak dipisahkan dari mutu akademik dan kepercayaan 
publik. Bukti mengenai 12.7 risiko regulasi perlu memiliki pemilik tindak lanjut dan tenggat agar 
pembelajaran organisasi tidak menguap. 

Universitas perlu melihat risiko regulasi sebagai portofolio pilihan yang dapat berubah mengikuti 
bukti, bukan sebagai komitmen yang tidak dapat ditinjau. Pada 12.7 risiko regulasi, efisiensi prosedural 
harus dibedakan dari perbaikan mutu; keduanya tidak selalu bergerak bersama. Penggunaan AI pada 
12.7 risiko regulasi layak dipertahankan hanya jika menghasilkan manfaat yang tidak mudah dicapai 
melalui perbaikan prosedur biasa. Untuk risiko regulasi, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih 
besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi 
akademik. 

12.8 Peta jalan lima tahun 

Universitas dapat memperkuat evaluasi peta jalan lima tahun dengan menggabungkan log, survei, 
wawancara, observasi, dan audit. Indikator 12.8 peta jalan lima tahun perlu menangkap mutu 
keputusan, akses yang setara, dan kecepatan pemulihan saat sistem melakukan kesalahan. Panel 
evaluasi 12.8 peta jalan lima tahun harus menghubungkan indikator operasional dengan pengalaman 
dan hak warga kampus. Perbaikan 12.8 peta jalan lima tahun dapat ditelusuri bila keputusan sesudah 
evaluasi dibandingkan dengan kondisi awal dan hasil aktual. 

Perbedaan kapasitas antarunit membuat pilihan peta jalan lima tahun perlu disesuaikan tanpa 
meninggalkan standar bersama. Universitas perlu menguji apakah 12.8 peta jalan lima tahun 
mengurangi pekerjaan yang tidak bernilai atau hanya memindahkan beban ke pengguna dan staf. Pada 
12.8 peta jalan lima tahun, tujuan akademik dan pelayanan menjadi kriteria utama untuk memilih 
tingkat otomatisasi. Untuk peta jalan lima tahun, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, 
namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Contoh pada peta jalan lima tahun menegaskan bahwa diagnosis, dukungan, dan evaluasi harus 
dilakukan dalam urutan yang tepat. Data menunjukkan masalah pada peta jalan lima tahun, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Validasi manusia pada 12.8 peta jalan lima tahun membantu membedakan korelasi 
administratif dari kebutuhan nyata di lapangan. Data 12.8 peta jalan lima tahun paling bermanfaat 
ketika memberi jalan menuju mentoring, informasi, atau layanan tambahan. 

Koordinasi peta jalan lima tahun perlu menghasilkan keputusan, pemilik tindak lanjut, dan catatan 
yang dapat ditinjau. Pembagian kerja pada 12.8 peta jalan lima tahun harus menghubungkan keahlian 
teknis dengan pengetahuan akademik dan pengalaman pengguna. Akuntabilitas 12.8 peta jalan lima 
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tahun menjadi lebih kuat ketika vendor, TI, fakultas, dan pengguna memiliki batas tanggung jawab yang 
saling melengkapi. Ritme pengelolaan 12.8 peta jalan lima tahun sebaiknya mencakup pemantauan 
rutin, audit berkala, dan forum refleksi. 

Contoh urutan peta jalan lima tahun 

Tahap Fokus Keputusan kunci 
Tahun 1 Diagnosis dan fondasi Inventaris data, kebijakan, pilot 
Tahun 2 Integrasi layanan Identitas, API, dashboard 

Tahun 3 AI terarah Learning analytics dan layanan 
prioritas 

Tahun 4 Skala dan ekosistem Riset, smart building, kemitraan 
Tahun 5 Adaptasi institusional Audit dampak dan strategi baru 

 
Peta jalan menjadi kredibel apabila memiliki urutan, pemilik, anggaran, dan kriteria penghentian. 
Fleksibilitas bukan berarti tanpa disiplin; fleksibilitas berarti mampu mengubah cara mencapai tujuan 
ketika bukti baru muncul. 

13. Pengukuran Dampak dan Maturitas Kampus Cerdas 

Apa yang tidak diukur sering tidak dipelajari, tetapi apa yang diukur secara sempit dapat 
menyesatkan. Kampus cerdas memerlukan sistem evaluasi yang menghubungkan mutu akademik, 
efisiensi, inklusi, keamanan, dan kepercayaan. 

13.1 Dashboard dan evaluasi 

Langkah awal dashboard dan evaluasi adalah merumuskan kebutuhan pengguna sebelum memilih 
model, vendor, atau bentuk antarmuka. Empat syarat desain 13.1 dashboard dan evaluasi adalah 
masalah yang jelas, sumber data yang terlacak, intervensi yang menghormati otonomi, dan ukuran yang 
dapat dikoreksi. Tanpa fondasi tersebut, 13.1 dashboard dan evaluasi dapat terlihat meyakinkan secara 
statistik tetapi gagal menghadapi kondisi pengguna yang beragam. Sejak perencanaan 13.1 dashboard 
dan evaluasi, pengguna perlu memiliki cara meminta penjelasan, membetulkan data, dan meninjau 
keputusan. 

Kasus-kasus yang tidak sesuai alur normal menjadi ujian penting bagi kualitas dashboard dan 
evaluasi. Ketika dashboard dan evaluasi diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian berubah 
bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Penerapan 13.1 dashboard dan evaluasi dapat mengubah 
rasa aman bekerja, batas kewenangan, dan pola kerja sama antarunit. Dialog terbuka tentang 13.1 
dashboard dan evaluasi membantu membedakan pengawasan yang tidak proporsional dari dukungan 
yang memang dibutuhkan. Pelatihan kasus, forum pengguna, dan catatan keputusan dapat membuat 
desain 13.1 dashboard dan evaluasi lebih dekat dengan pekerjaan nyata. 

Keberhasilan dashboard dan evaluasi sebaiknya dibaca melalui hasil yang dirasakan, bukan hanya 
angka adopsi. Untuk 13.1 dashboard dan evaluasi, evaluasi perlu melihat akses, mutu umpan balik, 
perbedaan hasil, dan kemampuan menemukan kesalahan sebelum dampak membesar. Penilaian 13.1 
dashboard dan evaluasi sebaiknya memadukan apa yang dilakukan, hasil yang diperoleh, dan tingkat 
kepercayaan warga kampus. Temuan evaluasi 13.1 dashboard dan evaluasi perlu menghasilkan 
keputusan perbaikan yang tercatat, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan. 

Pilihan untuk dashboard dan evaluasi tidak hanya berada antara sistem lama dan sistem baru; 
penyederhanaan proses juga perlu diuji. Otomasi cepat pada 13.1 dashboard dan evaluasi dapat 
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memperpendek proses, tetapi juga membawa aturan lama ke dalam sistem baru. Pilihan yang lebih 
reflektif untuk 13.1 dashboard dan evaluasi dimulai dengan meninjau tujuan layanan dan 
menempatkan AI pada titik yang benar-benar membantu. Untuk dashboard dan evaluasi, pendekatan 
kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan 
lebih selaras dengan misi akademik. 

13.2 Model maturitas 

Penilaian terhadap model maturitas memerlukan pembanding kondisi awal agar perubahan tidak 
salah diatribusikan. Pada 13.2 model maturitas, ukuran keberhasilan harus mempertemukan 
kecepatan layanan dengan pengalaman pengguna dan perlindungan kelompok yang rentan. Untuk 13.2 
model maturitas, log proses perlu dibaca bersama dampak pada pengguna dan penilaian mereka 
terhadap keadilan layanan. Universitas belajar dari 13.2 model maturitas ketika bukti evaluasi 
memengaruhi desain, anggaran, pelatihan, atau batas penggunaan. 

Manfaat cepat dari model maturitas perlu dibandingkan dengan biaya integrasi, pemeliharaan, 
audit, dan kemungkinan berganti vendor. Jika 13.2 model maturitas hanya mendigitalkan alur yang 
sudah ada, organisasi mungkin memperoleh kecepatan tanpa menyelesaikan akar masalah. Dalam 
13.2 model maturitas, teknologi sebaiknya mengikuti kebutuhan proses, bukan memaksa proses 
menyesuaikan diri dengan fitur model. Untuk model maturitas, pendekatan kedua menuntut kerja awal 
lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi 
akademik. 

Dalam kasus model maturitas, kesalahan kecil pada data dapat berlanjut menjadi keputusan yang 
tidak adil bila tidak ada jalur koreksi. Data menunjukkan masalah pada model maturitas, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Pada 13.2 model maturitas, model dapat menunjukkan gejala, sedangkan percakapan 
membantu menemukan sebab dan bentuk bantuan yang tepat. Implikasi 13.2 model maturitas 
seharusnya berupa bantuan yang sesuai tingkat kebutuhan dan tetap membuka ruang perubahan bagi 
pengguna. 

Forum lintas fungsi akan membantu model maturitas bila memiliki kewenangan, jadwal evaluasi, 
dan akses kepada pimpinan. Dalam 13.2 model maturitas, pemilik proses menentukan tujuan, 
pengelola data menjaga kualitas, tim teknologi merawat sistem, ahli bidang menilai hasil, dan 
pengguna memberi umpan balik. Pengaturan tersebut menjaga agar tanggung jawab 13.2 model 
maturitas tetap berada pada institusi, bukan menghilang di balik kontrak teknologi. Kerja lintas unit 
pada 13.2 model maturitas membutuhkan istilah yang sama, jadwal peninjauan, dan keputusan yang 
dapat dilacak. 

13.3 KPI akademik dan sosial 

Sebuah pilot kpi akademik dan sosial dapat menjadi ruang aman untuk menguji manfaat, 
pengecualian, dan konsekuensi yang tidak direncanakan. Data menunjukkan masalah pada kpi 
akademik dan sosial, tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas 
komunikasi dapat saling berinteraksi. Prediksi mengenai 13.3 kpi akademik dan sosial harus 
diperlakukan sebagai sinyal untuk pemeriksaan, bukan sebagai kesimpulan mengenai seseorang. 
Prediksi 13.3 kpi akademik dan sosial perlu mengarahkan sumber daya kepada dukungan, bukan 
mengunci seseorang dalam kategori yang sulit dibantah. 
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Pusat dan fakultas dapat berbagi peran dalam kpi akademik dan sosial: pusat menjaga 
interoperabilitas, unit memastikan relevansi. Akuntabilitas 13.3 kpi akademik dan sosial terbagi antara 
pemilik keputusan, penjaga data, pengembang, ahli konteks, dan warga yang memakai layanan. 
Koordinasi lintas fungsi membuat 13.3 kpi akademik dan sosial tidak diperlakukan sebagai urusan TI 
semata. Universitas dapat mengoordinasikan 13.3 kpi akademik dan sosial melalui agenda bersama 
yang menetapkan prioritas, pemilik tugas, dan waktu evaluasi. 

Model yang digunakan untuk kpi akademik dan sosial dapat berubah mutunya ketika data, 
kurikulum, atau populasi pengguna berubah. Pada kpi akademik dan sosial, pemantauan 
pascadeployment sama pentingnya dengan uji awal. Untuk 13.3 kpi akademik dan sosial, organisasi 
perlu menetapkan tanda penyimpangan, otoritas penghentian, dan penyimpanan versi data serta 
model. Peluncuran hanyalah awal dari siklus pemantauan dan pembelajaran 13.3 kpi akademik dan 
sosial. 

Mahasiswa dalam kpi akademik dan sosial adalah warga akademik yang memiliki hak atas 
penjelasan, koreksi, dan pilihan yang wajar. Mahasiswa dalam 13.3 kpi akademik dan sosial adalah 
pengguna sekaligus produsen data dan warga akademik yang berhak memahami keputusan yang 
memengaruhi mereka. Dalam kpi akademik dan sosial, mahasiswa perlu mengetahui data yang 
digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem dirasakan keliru. Penjelasan terbuka 
tentang 13.3 kpi akademik dan sosial membantu warga kampus memahami kemampuan dan batas AI 
secara nyata. 

13.4 Evaluasi kausal 

Pengendalian evaluasi kausal dimulai dari inventarisasi data, model, layanan yang bergantung, dan 
orang yang terkena dampaknya. Pada evaluasi kausal, pemantauan pascadeployment sama 
pentingnya dengan uji awal. Pemantauan 13.4 evaluasi kausal memerlukan ambang kinerja, pemilik 
respons, dan rekam perubahan yang memungkinkan audit. Setelah 13.4 evaluasi kausal dipakai, 
organisasi masih harus memeriksa kinerja, keluhan, keamanan, dan kebutuhan perubahan. 

Partisipasi mahasiswa dapat memperbaiki evaluasi kausal dengan mengungkap hambatan yang 
tidak terlihat dalam data aktivitas. Peran mahasiswa pada 13.4 evaluasi kausal tidak berhenti sebagai 
penerima layanan; pengalaman mereka membantu menilai mutu sistem. Dalam evaluasi kausal, 
mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem 
dirasakan keliru. Literasi yang tumbuh melalui 13.4 evaluasi kausal membuat pengguna mampu 
memeriksa keluaran, mengenali risiko, dan meminta bantuan. 

Dosen menghadapi perubahan peran ketika evaluasi kausal memakai AI: pekerjaan rutin dapat 
berkurang, tetapi penilaian dan mentoring menjadi semakin penting. Pada 13.4 evaluasi kausal, AI 
dapat menangani sebagian pekerjaan rutin sehingga dosen memiliki ruang untuk merancang 
pertanyaan, menilai proses, dan membimbing mahasiswa. Manfaat itu hanya muncul bila evaluasi 
kausal tidak mengikis kebebasan akademik. Kampus perlu menyediakan latihan terarah dan waktu 
yang cukup agar 13.4 evaluasi kausal dapat diuji secara bertanggung jawab. 

evaluasi kausal pada akhirnya menguji tujuan pendidikan: kemampuan manusia apa yang hendak 
diperkuat dan ketergantungan apa yang harus dihindari? Pertanyaan nilai dalam 13.4 evaluasi kausal 
adalah apakah teknologi memperluas kemampuan berpikir, bekerja sama, dan bertanggung jawab, 
atau hanya mengejar volume layanan. 
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13.5 Audit model 

Keahlian dosen tetap menentukan mutu audit model karena relevansi, konteks, dan pertimbangan 
pedagogis tidak selalu dapat dihitung. Dosen dapat memakai 13.5 audit model untuk mengeksplorasi 
pola dan menyiapkan bahan, tetapi keputusan pedagogis tetap memerlukan keahlian profesional. 
Manfaat itu hanya muncul bila audit model tidak mengikis kebebasan akademik. Penerapan 13.5 audit 
model memerlukan dukungan pengembangan kompetensi, ruang percobaan, dan penghargaan atas 
pekerjaan baru. 

Pembahasan audit model mengandung pilihan nilai mengenai siapa yang terlihat, siapa yang 
terlindungi, dan kesalahan apa yang dianggap dapat diterima. Universitas perlu menilai 13.5 audit 
model dari dampaknya terhadap kebebasan akademik, kesempatan setara, dialog, dan kemampuan 
manusia untuk belajar dari kesalahan. 

Di Indonesia, 13.5 audit model perlu disesuaikan dengan keragaman kapasitas jaringan, bahasa, 
pembiayaan, dan tata kelola. Fokus utama subbagian ini adalah hubungan antara tujuan akademik dan 
keputusan yang diambil berdasarkan bukti. Audit model tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang 
berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional yang menyatukan pengalaman pengguna 
dengan keputusan pimpinan. Nilai 13.5 audit model tampak pada mutu dukungan, ruang profesional, 
dan kemampuan menjelaskan keputusan. 

Pada layanan yang menyangkut masa depan mahasiswa, organisasi wajib menimbang: audit 
model. Penalaran yang diperlukan dimulai dari pembacaan data, dialog dengan pengguna, pengujian 
asumsi, dan penetapan batas kewenangan mesin. Pada 13.5 audit model, model hanya memberi 
petunjuk; maknanya harus ditafsirkan melalui konteks program studi dan tujuan pendidikan. Keputusan 
tentang 13.5 audit model perlu mempertemukan angka, pengalaman lapangan, dan dialog yang dapat 
ditelusuri. 

13.6 Return on mission 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Pada bagian ini, perhatian diarahkan pada cara informasi 
diterjemahkan menjadi tindakan institusional yang dapat dipertanggungjawabkan. Return on mission 
tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan 
institusional yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Keberhasilan 13.6 
return on mission perlu dilihat dari pengalaman pengguna dan kualitas keputusan, bukan dari 
banyaknya fitur. 

Ketika sebuah sistem menghasilkan rekomendasi, tanggung jawab manusia mencakup: return on 
mission. Sebelum menetapkan tindakan, tim perlu menggabungkan bukti kuantitatif dengan 
pengetahuan lapangan dan pengalaman orang yang terkena dampaknya. Keluaran AI untuk 13.6 return 
on mission perlu dibandingkan dengan pengetahuan lapangan sebelum dipakai sebagai dasar 
tindakan. Penilaian terhadap 13.6 return on mission menjadi lebih kuat bila bukti statistik diuji oleh ahli 
dan pengguna. 

Untuk return on mission, rancangan yang dapat diaudit lebih bernilai daripada solusi yang tampak 
canggih tetapi sulit dijelaskan. Untuk 13.6 return on mission, rancangan harus menunjukkan kebutuhan 
yang dapat diamati, data yang dapat dipertanggungjawabkan, pilihan pengguna, dan mekanisme 
evaluasi. Kelemahan pada satu komponen 13.6 return on mission dapat menciptakan kepastian semu 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Dari Kampus Digital menuju Kampus Cerdas Berbasis AI | IBM-ASMI 
 
 
 

Halaman 73 

dan menyembunyikan kesalahan yang tidak merata. Jalur banding untuk 13.6 return on mission harus 
mudah ditemukan, memiliki batas waktu, dan berakhir pada tindakan korektif yang nyata. 

Pada return on mission, efisiensi satu unit dapat menciptakan pekerjaan baru di unit lain apabila 
aliran tanggung jawab tidak dirancang. Ketika return on mission diterapkan, sebagian pekerjaan lama 
hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Dimensi sosial 13.6 return on 
mission terlihat pada perubahan pembagian kerja dan pada siapa yang memperoleh suara dalam 
desain sistem. Warga kampus lebih mampu menerima 13.6 return on mission ketika manfaat, batas 
pemakaian, dan perlindungan privasi dijelaskan sejak awal. Untuk 13.6 return on mission, partisipasi 
menjadi efektif bila masukan pengguna diterjemahkan menjadi perubahan aturan, antarmuka, atau 
prosedur. 

13.7 Pelaporan publik 

Pekerjaan desain pelaporan publik harus memperhitungkan kasus normal sekaligus pengecualian 
yang dialami kelompok tertentu. Kualitas desain 13.7 pelaporan publik bergantung pada definisi 
masalah, provenance data, perlindungan otonomi, serta indikator yang membuka jalan perbaikan. 
Presisi teknis dalam 13.7 pelaporan publik tidak menjamin ketepatan sosial; hasil perlu diuji pada 
variasi situasi yang benar-benar dialami warga kampus. Universitas perlu mendokumentasikan 
bagaimana keluhan tentang 13.7 pelaporan publik diterima, diperiksa, dan diselesaikan. 

Kepercayaan pengguna terhadap pelaporan publik dipengaruhi oleh cara perubahan dijelaskan dan 
oleh pengalaman ketika terjadi kesalahan. Ketika pelaporan publik diterapkan, sebagian pekerjaan 
lama hilang, sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Universitas perlu menilai 
dampak 13.7 pelaporan publik terhadap profesi, koordinasi, dan hubungan kepercayaan di dalam 
organisasi. Kekhawatiran mengenai 13.7 pelaporan publik merupakan data desain yang penting, bukan 
gangguan yang perlu disingkirkan. Universitas dapat memperkuat 13.7 pelaporan publik melalui 
komunitas praktik yang berbagi pengalaman, kesalahan, dan solusi. 

Indikator pelaporan publik harus menggabungkan mutu, kecepatan, akses, keadilan, dan 
kepercayaan. Bukti tentang 13.7 pelaporan publik menjadi kuat bila mencakup hasil belajar atau 
layanan, kesenjangan antarkelompok, serta kasus yang harus dikoreksi. Universitas dapat menguji 13.7 
pelaporan publik dengan tiga lensa: kelancaran kerja, perubahan hasil, dan legitimasi di mata 
komunitas. Setiap siklus 13.7 pelaporan publik sebaiknya ditutup dengan keputusan: apa yang 
diteruskan, diperbaiki, dibatasi, atau dihentikan. 

Pendekatan yang paling kompleks belum tentu paling tepat untuk pelaporan publik; solusi 
sederhana dapat lebih aman dan mudah dirawat. Pilihan otomatisasi pada 13.7 pelaporan publik perlu 
diawali pemeriksaan terhadap prosedur lama agar kekeliruan administratif tidak menjadi lebih 
permanen. Perancangan 13.7 pelaporan publik dapat menghasilkan manfaat lebih besar bila organisasi 
menyederhanakan alur sebelum memilih otomatisasi. Untuk pelaporan publik, pendekatan kedua 
menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih 
selaras dengan misi akademik. 

13.8 Perbaikan berkelanjutan 

Evaluasi perbaikan berkelanjutan perlu mencatat manfaat sekaligus kesalahan, keluhan, dan 
beban kerja tambahan. Penilaian 13.8 perbaikan berkelanjutan tidak cukup memakai rata-rata; 
universitas perlu memeriksa siapa yang terbantu, siapa yang tertinggal, dan mengapa. Data aktivitas 
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13.8 perbaikan berkelanjutan perlu dilengkapi outcome serta bukti apakah pengguna memahami dan 
menerima cara kerja sistem. Nilai evaluasi 13.8 perbaikan berkelanjutan terletak pada tindakan setelah 
pengukuran, termasuk kesediaan mengubah asumsi awal. 

Untuk perbaikan berkelanjutan, perbandingan opsi harus memasukkan konsekuensi sosial selain 
biaya dan kinerja teknis. Keuntungan awal 13.8 perbaikan berkelanjutan dapat menipu apabila sistem 
hanya mempercepat pekerjaan yang sejak awal tidak dirancang dengan baik. Universitas perlu 
menentukan bagian 13.8 perbaikan berkelanjutan yang membutuhkan judgment manusia dan bagian 
yang aman untuk dibantu mesin. Untuk perbaikan berkelanjutan, pendekatan kedua menuntut kerja 
awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan 
misi akademik. 

Cerita pengguna dalam perbaikan berkelanjutan sering memberi informasi yang tidak terlihat pada 
angka agregat. Data menunjukkan masalah pada perbaikan berkelanjutan, tetapi penyebabnya tidak 
tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. Analisis 
data 13.8 perbaikan berkelanjutan menjadi lebih berguna bila diverifikasi melalui pengalaman 
mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Universitas harus memastikan bahwa hasil 13.8 
perbaikan berkelanjutan tidak berubah menjadi stigma atau alasan untuk menurunkan kesempatan 
akademik. 

Pengaturan perbaikan berkelanjutan harus mencegah situasi ketika semua pihak memakai sistem 
tetapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Universitas perlu menetapkan siapa yang bertanggung 
jawab atas tujuan, data, model, interpretasi, serta pemulihan dalam 13.8 perbaikan berkelanjutan. 
Vendor dapat menyediakan komponen 13.8 perbaikan berkelanjutan, tetapi universitas tetap 
memegang mandat, keputusan, dan hubungan dengan pengguna. Bahasa bersama untuk 13.8 
perbaikan berkelanjutan membantu fakultas, unit layanan, dan TI memahami risiko serta manfaat 
dengan cara yang konsisten. 

Contoh panel indikator 

Dimensi Indikator Bukti yang diperiksa 
Akademik Capaian dan umpan balik Rubrik, asesmen, survei 
Inklusi Perbedaan hasil antarkelompok Outcome dan keluhan 
Operasi Waktu layanan dan reliabilitas Log dan downtime 
Kepercayaan Pemahaman pengguna Survei dan forum 
Risiko Insiden, bias, drift Audit dan model card 

 
Maturitas tertinggi bukan keadaan tanpa masalah. Ia ditandai oleh kemampuan mengenali masalah 
lebih cepat, mengalokasikan perhatian secara proporsional, serta mengubah evaluasi menjadi 
perbaikan yang terlihat oleh pengguna. 

14. Skenario Masa Depan dan Agenda Kepemimpinan 

Masa depan tidak datang sebagai satu jalur tunggal. Universitas dapat memilih transformasi yang 
bertahap, akseleratif, kritis, atau inklusif. Skenario membantu pimpinan melihat konsekuensi dari 
pilihan hari ini. 
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14.1 Skenario konservatif 

Universitas perlu menguji rancangan skenario konservatif pada skala kecil agar kesalahan dapat 
ditemukan sebelum biaya perubahan menjadi besar. Universitas perlu menilai 14.1 skenario 
konservatif dari kejelasan tujuan, keterlacakan data, proporsionalitas tindakan, dan kemampuan 
melakukan koreksi. Risiko terbesar 14.1 skenario konservatif muncul ketika angka yang rapi menutup 
ketidakpastian, pengecualian, dan pengalaman kelompok yang tidak terwakili. Perlindungan pengguna 
dalam 14.1 skenario konservatif mencakup hak untuk mengoreksi catatan serta memperoleh 
peninjauan manusia. 

Penerapan skenario konservatif perlu menimbang kelompok yang tidak terwakili oleh data rata-rata 
atau desain standar. Ketika skenario konservatif diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian 
berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Bukan hanya aplikasi yang berubah melalui 14.1 
skenario konservatif; rutinitas, identitas kerja, dan ekspektasi antarunit juga ikut bergeser. Universitas 
perlu menyediakan forum untuk menguji asumsi 14.1 skenario konservatif sebelum sistem mengakar 
dan sulit diubah. Dokumentasi 14.1 skenario konservatif sebaiknya menunjukkan bukan hanya hasil 
akhir, tetapi juga alasan mengapa pilihan desain diambil. 

Dashboard untuk skenario konservatif akan berguna bila data yang ditampilkan benar-benar 
memengaruhi keputusan berikutnya. Data tentang 14.1 skenario konservatif harus menjawab apakah 
layanan menjadi lebih berguna tanpa mengurangi hak pengguna untuk memperoleh bantuan manusia. 
Pengukuran 14.1 skenario konservatif akan lebih bermakna ketika efisiensi tidak dipisahkan dari mutu 
akademik dan kepercayaan publik. Bukti mengenai 14.1 skenario konservatif perlu memiliki pemilik 
tindak lanjut dan tenggat agar pembelajaran organisasi tidak menguap. 

Keputusan mengenai skenario konservatif menjadi lebih rasional jika alternatif manual, 
semiotomatis, dan otomatis dinilai dengan kriteria yang sama. Pada 14.1 skenario konservatif, efisiensi 
prosedural harus dibedakan dari perbaikan mutu; keduanya tidak selalu bergerak bersama. 
Penggunaan AI pada 14.1 skenario konservatif layak dipertahankan hanya jika menghasilkan manfaat 
yang tidak mudah dicapai melalui perbaikan prosedur biasa. Untuk skenario konservatif, pendekatan 
kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan 
lebih selaras dengan misi akademik. 

14.2 Skenario akseleratif 

Ukuran yang dipilih untuk skenario akseleratif harus membedakan aktivitas, keluaran, outcome, 
dan dampak jangka panjang. Indikator 14.2 skenario akseleratif perlu menangkap mutu keputusan, 
akses yang setara, dan kecepatan pemulihan saat sistem melakukan kesalahan. Panel evaluasi 14.2 
skenario akseleratif harus menghubungkan indikator operasional dengan pengalaman dan hak warga 
kampus. Perbaikan 14.2 skenario akseleratif dapat ditelusuri bila keputusan sesudah evaluasi 
dibandingkan dengan kondisi awal dan hasil aktual. 

Pada skenario akseleratif, kecepatan layanan harus ditimbang bersama kemampuan memberi 
penjelasan dan memulihkan kesalahan. Universitas perlu menguji apakah 14.2 skenario akseleratif 
mengurangi pekerjaan yang tidak bernilai atau hanya memindahkan beban ke pengguna dan staf. Pada 
14.2 skenario akseleratif, tujuan akademik dan pelayanan menjadi kriteria utama untuk memilih tingkat 
otomatisasi. Untuk skenario akseleratif, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, namun 
menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 
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Pada skenario akseleratif, kualitas keputusan dapat dinilai dari cara organisasi merespons kasus 
yang berbeda dari pola umum. Data menunjukkan masalah pada skenario akseleratif, tetapi 
penyebabnya tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling 
berinteraksi. Pola dalam 14.2 skenario akseleratif memerlukan konteks sebelum diterjemahkan 
menjadi intervensi, terutama ketika keputusan menyentuh masa depan pengguna. Intervensi 
berdasarkan 14.2 skenario akseleratif perlu bersifat bertahap, dapat ditinjau, dan dihentikan ketika 
bukti menunjukkan bahwa bantuan tidak lagi diperlukan. 

Rantai tanggung jawab pada skenario akseleratif perlu terlihat oleh pengguna agar jalur pertanyaan 
dan keberatan tidak membingungkan. Rantai peran 14.2 skenario akseleratif harus terlihat agar tidak 
ada kesenjangan antara pihak yang merancang sistem dan pihak yang menanggung akibatnya. 
Pembagian peran 14.2 skenario akseleratif mengurangi risiko ketergantungan dan memperjelas siapa 
yang harus bertindak ketika terjadi kesalahan. Tanpa kalender evaluasi, 14.2 skenario akseleratif 
mudah menjadi proyek satu kali yang kehilangan perhatian setelah peluncuran. 

14.3 Skenario kritis 

Ilustrasi skenario kritis dapat dimulai dari pengguna yang menerima hasil sistem tetapi tidak 
memahami alasan di baliknya. Data menunjukkan masalah pada skenario kritis, tetapi penyebabnya 
tidak tunggal: jadwal, beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. 
Universitas dapat menggunakan prediksi 14.3 skenario kritis untuk membuka dialog dan dukungan, 
bukan untuk membuat label yang sulit dihapus. Kebijakan 14.3 skenario kritis harus membedakan 
risiko sementara dari identitas atau kemampuan seseorang. 

Pengelolaan skenario kritis memerlukan pembagian tanggung jawab antara pemilik proses, 
pengelola data, pengembang, ahli bidang, dan pengguna. Pengelolaan 14.3 skenario kritis 
membutuhkan koordinasi lintas fungsi dengan kewenangan dan tugas yang dicatat secara eksplisit. 
Kepemilikan institusional atas 14.3 skenario kritis penting agar tujuan akademik tidak dikalahkan oleh 
kepentingan produk. Koordinasi 14.3 skenario kritis perlu menghasilkan catatan keputusan dan tindak 
lanjut, bukan sekadar pertemuan informatif. 

Kehati-hatian dalam skenario kritis berarti menyediakan ruang uji, bukti, pemantauan, dan 
keputusan penghentian. Pada skenario kritis, pemantauan pascadeployment sama pentingnya dengan 
uji awal. Universitas harus mengetahui kapan 14.3 skenario kritis tidak lagi dapat dipercaya dan siapa 
yang berwenang mengalihkannya ke proses manual. Operasi harian menentukan apakah 14.3 skenario 
kritis benar-benar memberi manfaat seperti yang direncanakan. 

Transparansi pada skenario kritis harus menjelaskan data yang digunakan, tujuan penggunaan, dan 
cara mengajukan keberatan. Data tentang mahasiswa dalam 14.3 skenario kritis harus diimbangi 
dengan hak untuk memperoleh penjelasan dan mengoreksi informasi. Dalam skenario kritis, 
mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem 
dirasakan keliru. Transparansi 14.3 skenario kritis lebih berguna bila disertai contoh penggunaan dan 
cara melaporkan kesalahan. 

14.4 Skenario inklusif 

Untuk skenario inklusif, jalur manual atau alternatif perlu tersedia ketika sistem gagal atau 
pengguna mengajukan keberatan. Pada skenario inklusif, pemantauan pascadeployment sama 
pentingnya dengan uji awal. Pengendalian 14.4 skenario inklusif mencakup deteksi drift, pencatatan 
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versi, pemeriksaan ulang data, serta keputusan pemulihan. Keberlanjutan 14.4 skenario inklusif 
memerlukan pemeliharaan, pelatihan pengguna, evaluasi, dan keputusan investasi lanjutan. 

Keadilan skenario inklusif perlu memperhitungkan perbedaan akses internet, perangkat, bahasa, 
disabilitas, pekerjaan, dan jarak. Warga kampus yang terlibat dalam 14.4 skenario inklusif memiliki 
pengetahuan pengalaman yang tidak dapat digantikan oleh log aktivitas. Dalam skenario inklusif, 
mahasiswa perlu mengetahui data yang digunakan, tujuan pemakaian, serta pilihan bila hasil sistem 
dirasakan keliru. Universitas dapat memakai 14.4 skenario inklusif sebagai kesempatan pendidikan 
tentang data, bias, verifikasi, dan tanggung jawab. 

Keterlibatan dosen sejak tahap desain akan membuat skenario inklusif lebih sesuai dengan variasi 
kelas dan kebutuhan mahasiswa. Manfaat 14.4 skenario inklusif bagi dosen muncul ketika waktu yang 
dihemat dialihkan ke dialog, umpan balik, dan pembentukan penalaran. Manfaat itu hanya muncul bila 
skenario inklusif tidak mengikis kebebasan akademik. Kemampuan mengelola 14.4 skenario inklusif 
tidak muncul otomatis; ia dibangun melalui pendampingan, praktik, dan refleksi. 

Nilai skenario inklusif tidak dapat diukur hanya melalui produktivitas karena kebebasan berpikir, 
privasi, dan kesempatan setara juga merupakan mutu. Orientasi 14.4 skenario inklusif seharusnya tidak 
berhenti pada penghematan; ia perlu memperkuat mutu pendidikan dan hubungan sosial di kampus. 

14.5 Pertanyaan kepemimpinan 

Beban kerja perlu menjadi indikator pertanyaan kepemimpinan; sistem yang menambah notifikasi 
dan pemeriksaan dapat kehilangan manfaatnya. Penggunaan 14.5 pertanyaan kepemimpinan 
sebaiknya memperkuat relasi pengajaran, bukan menggantikan perhatian dosen terhadap konteks dan 
kebutuhan mahasiswa. Manfaat itu hanya muncul bila pertanyaan kepemimpinan tidak mengikis 
kebebasan akademik. Kebijakan 14.5 pertanyaan kepemimpinan perlu memasukkan alokasi waktu 
belajar serta pengakuan bagi mereka yang merawat prosesnya. 

Batas penggunaan AI pada pertanyaan kepemimpinan sebaiknya disepakati sebelum tekanan 
keadaan darurat membuat keputusan menjadi tergesa-gesa. Keputusan tentang 14.5 pertanyaan 
kepemimpinan memiliki legitimasi bila manfaat teknis berjalan bersama perlindungan martabat, ruang 
kritik, dan pelayanan yang adil. 

Penerapan 14.5 pertanyaan kepemimpinan akan berbeda antara kampus besar dan kecil, kota dan 
daerah, serta program studi dengan sumber daya yang tidak sama. Subbagian ini melihat persoalan 
tersebut melalui lensa mutu layanan, pengalaman pengguna, dan kapasitas organisasi untuk belajar. 
Pertanyaan kepemimpinan tidak dipahami sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan 
sebagai kemampuan institusional yang menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan 
pimpinan. Ukuran 14.5 pertanyaan kepemimpinan harus menilai manfaat akademik, keadilan layanan, 
dan keterbukaan alasan tindakan. 

Agenda transformasi menjadi lebih realistis apabila universitas memulai dari: pertanyaan 
kepemimpinan. Keputusan pada bagian ini memerlukan pemeriksaan sumber data, konteks program 
studi, serta ruang bagi manusia untuk menolak hasil yang keliru. Pola yang muncul dalam 14.5 
pertanyaan kepemimpinan tidak berdiri sendiri karena data selalu membawa sejarah dan pilihan 
klasifikasi. Universitas dapat memperbaiki 14.5 pertanyaan kepemimpinan dengan menggabungkan 
analitik, pengetahuan tacit, serta alasan yang terdokumentasi. 
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14.6 Agenda penelitian 

Setiap implementasi layak diperlakukan sebagai hipotesis organisasi yang dapat diperiksa, bukan 
sebagai proyek yang kebal kritik. Pembahasan berikut menempatkan isu ini sebagai keputusan strategis 
yang memiliki konsekuensi bagi proses, manusia, dan tata kelola. Agenda penelitian tidak dipahami 
sebagai lapisan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kemampuan institusional yang 
menyatukan pengalaman pengguna dengan keputusan pimpinan. Universitas sebaiknya 
menghubungkan 14.6 agenda penelitian dengan outcome, kepercayaan, serta kemampuan melakukan 
koreksi. 

Masalah yang tampak sederhana pada tingkat unit sering memperlihatkan hubungan yang lebih 
luas: agenda penelitian. Langkah yang masuk akal ialah memeriksa pola, mencari penjelasan alternatif, 
lalu membandingkannya dengan pengalaman mahasiswa dan dosen. Untuk memahami hasil 14.6 
agenda penelitian, universitas perlu memeriksa konteks sosial serta kemungkinan penjelasan lain. 
Keputusan 14.6 agenda penelitian tidak cukup berdasarkan skor; ia memerlukan interpretasi, 
pertimbangan, dan kesempatan koreksi. 

Kerangka kerja yang baik untuk agenda penelitian dimulai dari tujuan yang terukur, data yang dapat 
ditelusuri, peran manusia yang jelas, dan ukuran dampak yang masuk akal. Rancangan 14.6 agenda 
penelitian tidak lengkap tanpa tujuan terukur, asal data yang jelas, batas kewenangan sistem, dan jalur 
keberatan. Universitas perlu mengakui batas 14.6 agenda penelitian agar keputusan tidak dibuat 
dengan keyakinan yang lebih besar daripada kualitas buktinya. Kepercayaan terhadap 14.6 agenda 
penelitian tumbuh bila kesalahan dapat dilaporkan tanpa risiko pembalasan dan menghasilkan 
perbaikan. 

Dampak pada pekerjaan sering baru terlihat setelah agenda penelitian berjalan dalam rutinitas 
harian. Ketika agenda penelitian diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, sebagian berubah bentuk, 
dan tugas koordinasi baru muncul. Keberlanjutan 14.6 agenda penelitian bergantung pada kemampuan 
organisasi mengelola perubahan peran tanpa mengabaikan martabat profesional. Keterbukaan dalam 
14.6 agenda penelitian mengurangi rumor serta memberi pengguna kesempatan memengaruhi aturan 
yang akan mengikat mereka. Pengguna memiliki pengaruh nyata atas 14.6 agenda penelitian ketika 
mereka diberi waktu, informasi, dan jalur untuk melihat tindak lanjut masukan. 

14.7 Aksi kolektif 

Universitas dapat menata aksi kolektif melalui urutan diagnosis, perancangan, uji terbatas, umpan 
balik, dan penyempurnaan. Empat pertanyaan dasar untuk 14.7 aksi kolektif: masalah apa, data dari 
mana, kewenangan siapa, dan bagaimana kesalahan dipulihkan? Keluaran 14.7 aksi kolektif harus 
disertai tingkat ketidakpastian dan konteks penggunaan, bukan hanya skor atau label. Setiap 
implementasi 14.7 aksi kolektif sebaiknya memiliki pemilik pengaduan, standar respons, dan jejak 
penyelesaian. 

Di balik aksi kolektif terdapat pekerjaan perawatan, koordinasi, dan penanganan pengecualian 
yang perlu dihitung secara jujur. Ketika aksi kolektif diterapkan, sebagian pekerjaan lama hilang, 
sebagian berubah bentuk, dan tugas koordinasi baru muncul. Analisis 14.7 aksi kolektif harus 
memasukkan konsekuensi bagi staf yang merawat, memeriksa, dan menjelaskan sistem. Percakapan 
tentang 14.7 aksi kolektif harus melibatkan pihak yang terkena dampak, bukan hanya pengembang dan 
pimpinan. Kualitas 14.7 aksi kolektif meningkat melalui siklus uji, diskusi, revisi, dan penjelasan yang 
dapat diakses. 
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Pada aksi kolektif, rata-rata kinerja tidak cukup; hasil perlu diperiksa menurut kelompok, lokasi, 
dan kondisi akses. Untuk 14.7 aksi kolektif, evaluasi perlu melihat akses, mutu umpan balik, perbedaan 
hasil, dan kemampuan menemukan kesalahan sebelum dampak membesar. Penilaian 14.7 aksi 
kolektif sebaiknya memadukan apa yang dilakukan, hasil yang diperoleh, dan tingkat kepercayaan 
warga kampus. Temuan evaluasi 14.7 aksi kolektif perlu menghasilkan keputusan perbaikan yang 
tercatat, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan. 

Universitas perlu melihat aksi kolektif sebagai portofolio pilihan yang dapat berubah mengikuti 
bukti, bukan sebagai komitmen yang tidak dapat ditinjau. Otomasi cepat pada 14.7 aksi kolektif dapat 
memperpendek proses, tetapi juga membawa aturan lama ke dalam sistem baru. Pilihan yang lebih 
reflektif untuk 14.7 aksi kolektif dimulai dengan meninjau tujuan layanan dan menempatkan AI pada 
titik yang benar-benar membantu. Untuk aksi kolektif, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih 
besar, namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi 
akademik. 

14.8 Universitas sebagai rumah kebijaksanaan 

Universitas dapat memperkuat evaluasi universitas sebagai rumah kebijaksanaan dengan 
menggabungkan log, survei, wawancara, observasi, dan audit. Pada 14.8 universitas sebagai rumah 
kebijaksanaan, ukuran keberhasilan harus mempertemukan kecepatan layanan dengan pengalaman 
pengguna dan perlindungan kelompok yang rentan. Untuk 14.8 universitas sebagai rumah 
kebijaksanaan, log proses perlu dibaca bersama dampak pada pengguna dan penilaian mereka 
terhadap keadilan layanan. Universitas belajar dari 14.8 universitas sebagai rumah kebijaksanaan 
ketika bukti evaluasi memengaruhi desain, anggaran, pelatihan, atau batas penggunaan. 

Perbedaan kapasitas antarunit membuat pilihan universitas sebagai rumah kebijaksanaan perlu 
disesuaikan tanpa meninggalkan standar bersama. Jika 14.8 universitas sebagai rumah kebijaksanaan 
hanya mendigitalkan alur yang sudah ada, organisasi mungkin memperoleh kecepatan tanpa 
menyelesaikan akar masalah. Dalam 14.8 universitas sebagai rumah kebijaksanaan, teknologi 
sebaiknya mengikuti kebutuhan proses, bukan memaksa proses menyesuaikan diri dengan fitur model. 
Untuk universitas sebagai rumah kebijaksanaan, pendekatan kedua menuntut kerja awal lebih besar, 
namun menghasilkan sistem yang lebih mudah dipelihara dan lebih selaras dengan misi akademik. 

Pengalaman sebuah fakultas pada universitas sebagai rumah kebijaksanaan mungkin 
memperlihatkan pola yang kuat, namun pola itu belum tentu menunjukkan sebab. Data menunjukkan 
masalah pada universitas sebagai rumah kebijaksanaan, tetapi penyebabnya tidak tunggal: jadwal, 
beban materi, pekerjaan, dan kualitas komunikasi dapat saling berinteraksi. Validasi manusia pada 
14.8 universitas sebagai rumah kebijaksanaan membantu membedakan korelasi administratif dari 
kebutuhan nyata di lapangan. Data 14.8 universitas sebagai rumah kebijaksanaan paling bermanfaat 
ketika memberi jalan menuju mentoring, informasi, atau layanan tambahan. 

Struktur kerja untuk universitas sebagai rumah kebijaksanaan sebaiknya menggabungkan standar 
pusat dengan pengetahuan konteks yang dimiliki unit. Pembagian kerja pada 14.8 universitas sebagai 
rumah kebijaksanaan harus menghubungkan keahlian teknis dengan pengetahuan akademik dan 
pengalaman pengguna. Akuntabilitas 14.8 universitas sebagai rumah kebijaksanaan menjadi lebih kuat 
ketika vendor, TI, fakultas, dan pengguna memiliki batas tanggung jawab yang saling melengkapi. Ritme 
pengelolaan 14.8 universitas sebagai rumah kebijaksanaan sebaiknya mencakup pemantauan rutin, 
audit berkala, dan forum refleksi. 
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Skenario masa depan mengembalikan pertanyaan teknologi kepada pertanyaan manusia. Universitas 
yang mampu menjawabnya secara jernih akan lebih siap memilih kapan mempercepat, kapan 
menahan diri, dan kapan merancang alternatif yang lebih adil. 

Kesimpulan Umum 

Dari kampus digital menuju kampus cerdas berbasis AI adalah perjalanan institusional untuk 
meningkatkan kapasitas universitas dalam memahami, melayani, mengajar, meneliti, dan belajar dari 
perubahan. AI menyediakan prediksi, pencarian pola, generasi konten, otomasi proses, dan interaksi 
bahasa. Kemampuan tersebut baru menjadi kecerdasan institusional apabila ditempatkan dalam 
strategi jelas, data tertata, infrastruktur aman, manusia kompeten, dan tata kelola yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Universitas tidak boleh mengukur kemajuan hanya dari jumlah chatbot, 
sensor, atau dashboard. Ukuran yang lebih penting adalah pembelajaran bermakna, riset dapat 
dipercaya, layanan adil, operasi berkelanjutan, dan keputusan terbuka untuk dikoreksi. 

Bagi perguruan tinggi di Indonesia, agenda ini memiliki dua sisi: kebutuhan mengejar perubahan 
teknologi dan kewajiban menjaga bahasa, kebudayaan, keragaman wilayah, akses publik, serta 
martabat setiap warga kampus. Strategi yang berhasil tidak menyalin model pusat teknologi global 
secara mentah. Ia menggabungkan standar internasional dengan pengetahuan lokal, pengembangan 
talenta dengan kemitraan, serta inovasi dengan kehati-hatian. Kampus cerdas yang matang 
menggunakan AI tanpa kehilangan kemampuan manusia untuk bertanya, meragukan, berdialog, dan 
mengambil tanggung jawab. 

AI seharusnya memperluas tujuan pendidikan tinggi, bukan menyempitkannya. Universitas tetap 
merupakan ruang pembentukan pengetahuan, karakter, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab 
sosial. Mesin membantu mengolah kompleksitas, tetapi manusia menentukan apa yang layak dikejar, 
siapa yang perlu dilindungi, dan masa depan macam apa yang ingin dibangun. Kepemimpinan kampus 
pada era AI adalah pekerjaan etis dan pedagogis sekaligus: mengarahkan teknologi agar melayani 
manusia dan memastikan kecerdasan digital memperkuat kebijaksanaan akademik. 

Agenda Aksi Dua Belas Bulan 

Bulan pertama sebaiknya digunakan untuk membentuk mandat bersama. Rektor dan pimpinan unit 
perlu menjelaskan masalah akademik yang hendak diselesaikan, bukan hanya menyampaikan 
antusiasme terhadap AI. Mandat tersebut diterjemahkan menjadi prinsip: mutu belajar, integritas 
ilmiah, pelayanan setara, keamanan data, dan keberlanjutan. Pada fase ini dibentuk kelompok kerja 
lintas fungsi yang memiliki akses kepada pimpinan tetapi juga mendengar suara mahasiswa, dosen, 
tenaga kependidikan, dan mitra teknologi. 

Pada bulan kedua dan ketiga, universitas melakukan inventarisasi proses serta data. Setiap unit 
memetakan sumber data, pemilik proses, frekuensi pembaruan, tingkat sensitivitas, dan 
ketergantungan terhadap sistem lain. Hasilnya bukan sekadar daftar aset, melainkan peta risiko dan 
peluang. Proses yang paling sering menimbulkan keterlambatan, kesalahan, atau ketidakjelasan dipilih 
sebagai kandidat perbaikan. Pekerjaan ini sering menghasilkan manfaat awal karena memaksa 
organisasi menghapus duplikasi dan memperjelas tanggung jawab. 

Bulan keempat menjadi waktu penyusunan kebijakan minimum. Dokumen tersebut meliputi klasifikasi 
penggunaan AI, kewajiban verifikasi manusia, aturan perlindungan data, standar pengadaan, 
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dokumentasi model, pengelolaan akun, serta mekanisme pengaduan. Kebijakan perlu ditulis dengan 
bahasa yang dapat dipakai dosen dan mahasiswa dalam situasi nyata. Aturan yang terlalu abstrak tidak 
membimbing tindakan; aturan yang terlalu rinci cepat usang. Prinsip dan contoh kasus harus hadir 
bersama. 

Bulan kelima dan keenam digunakan untuk menjalankan satu atau dua pilot dengan risiko terkendali. 
Contoh yang masuk akal adalah asisten pencarian informasi akademik berbasis dokumen resmi, 
analitik kapasitas ruang, atau alat umpan balik formatif yang tidak menentukan nilai akhir. Kondisi awal 
dicatat sebelum sistem dipakai. Kelompok pengguna diberi penjelasan, pelatihan singkat, dan kanal 
pelaporan. Pilot dinilai melalui manfaat, kesalahan, beban kerja baru, akses, dan pengalaman 
pengguna. 

Bulan ketujuh diarahkan pada pemeriksaan independen. Tim audit internal atau mitra akademik menilai 
keamanan, privasi, kualitas data, potensi bias, kejelasan komunikasi, dan kesesuaian dengan 
kebijakan. Pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan personal. Tujuannya adalah 
menemukan asumsi yang belum diuji dan konsekuensi yang belum terlihat. Temuan harus memiliki 
pemilik tindak lanjut, tenggat waktu, dan keputusan yang jelas: perbaiki, batasi, hentikan, atau 
lanjutkan. 

Bulan kedelapan dan kesembilan berkaitan dengan penguatan kemampuan manusia. Pelatihan 
sebaiknya dibedakan menurut peran. Mahasiswa memerlukan literasi penggunaan dan verifikasi; dosen 
memerlukan desain asesmen dan integritas akademik; tenaga kependidikan memerlukan pengelolaan 
data dan workflow; pimpinan memerlukan pemahaman risiko, kontrak, dan indikator. Kompetensi tidak 
dibangun melalui seminar tunggal, melainkan melalui latihan, komunitas praktik, konsultasi, dan 
refleksi atas kasus yang benar-benar muncul di kampus. 

Bulan kesepuluh menjadi kesempatan memperbaiki arsitektur dan kontrak. Bila pilot menunjukkan 
kebutuhan integrasi, universitas menilai API, portabilitas data, hak atas log, periode retensi, dukungan 
keamanan, serta kemungkinan berpindah vendor. Biaya tidak berhenti pada lisensi awal. Pengeluaran 
untuk data cleaning, pelatihan, pemantauan, audit, dan penghentian sistem harus masuk perhitungan. 
Transparansi biaya membantu senat akademik dan pengelola keuangan menilai prioritas secara 
rasional. 

Bulan kesebelas diisi dengan evaluasi dampak yang lebih luas. Selain membandingkan waktu layanan 
atau hasil belajar, universitas memeriksa siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung 
beban. Apakah mahasiswa dengan koneksi lemah dapat mengakses layanan? Apakah dosen 
memperoleh waktu atau justru tambahan pekerjaan administratif? Apakah keputusan menjadi lebih 
dapat dijelaskan? Pertanyaan distribusional ini penting karena rata-rata kinerja dapat membaik 
sementara kelompok tertentu mengalami kerugian. 

Bulan kedua belas ditutup dengan forum pertanggungjawaban. Pimpinan menyampaikan apa yang 
berhasil, apa yang gagal, data apa yang belum memadai, dan keputusan apa yang akan diambil 
berikutnya. Forum tersebut dapat berupa laporan publik, dialog senat, lokakarya fakultas, serta umpan 
balik mahasiswa. Kesediaan mengakui keterbatasan justru memperkuat legitimasi. Kampus cerdas 
bukan organisasi yang selalu benar, melainkan organisasi yang dapat belajar secara terbuka dan 
memperbaiki diri. 

Urutan ini bukan jadwal kaku. Kampus dengan fondasi kuat mungkin bergerak lebih cepat pada 
integrasi, sementara kampus dengan sumber daya terbatas perlu memusatkan perhatian pada data, 
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keamanan, dan literasi terlebih dahulu. Yang penting adalah disiplin untuk menghubungkan setiap 
investasi dengan tujuan pendidikan dan bukti dampak. Dengan demikian, transformasi tidak 
bergantung pada karisma satu pimpinan atau tren satu teknologi, tetapi menjadi kemampuan 
kelembagaan yang dapat diwariskan. 

Checklist Keputusan sebelum Skala Penuh 

Sebelum sebuah sistem AI diperluas, pimpinan perlu dapat menjawab pertanyaan pertama: masalah 
apa yang sebenarnya diselesaikan? Jawaban yang baik menyebutkan pengguna, proses, kondisi awal, 
dan dampak yang diharapkan. Pernyataan seperti “menjadi lebih modern” terlalu umum untuk 
memandu evaluasi. Rumusan yang lebih berguna, misalnya, adalah mengurangi waktu respons layanan 
tanpa mengurangi hak mahasiswa untuk memperoleh pemeriksaan manusia. Kejelasan masalah 
melindungi universitas dari pembelian teknologi yang tidak memiliki tujuan operasional maupun 
akademik. 

Pertanyaan kedua berkaitan dengan data dan hak. Apakah data yang dipakai memang diperlukan? 
Apakah sumbernya sah, mutakhir, dan cukup mewakili populasi? Siapa yang dapat melihat, mengubah, 
mengunduh, atau menghapusnya? Apakah mahasiswa dan dosen mengetahui penggunaan tersebut 
melalui penjelasan yang mudah dipahami? Tanpa jawaban yang memadai, keunggulan prediktif tidak 
dapat membenarkan pengumpulan data berlebihan. Prinsip minimisasi dan pembatasan tujuan harus 
menjadi bagian dari desain sejak awal. 

Pertanyaan ketiga menyentuh mutu dan batas model. Bagaimana kinerja diukur? Pada kelompok mana 
model mungkin lebih sering keliru? Apa yang terjadi ketika data berubah atau layanan mengalami 
gangguan? Apakah keluaran berupa rekomendasi, keputusan otomatis, atau hanya bahan 
pertimbangan? Perbedaan ini menentukan tingkat pengawasan yang diperlukan. Model dengan 
dampak tinggi membutuhkan validasi lebih ketat, log yang lengkap, peninjauan berkala, dan jalan 
keluar yang dapat diakses oleh orang yang terdampak. 

Pertanyaan keempat ialah apakah organisasi siap memelihara sistem. Siapa pemilik produk dan siapa 
yang menanggung biaya pembaruan? Apakah staf memiliki waktu untuk memeriksa keluaran, 
menanggapi keluhan, dan memperbaiki data? Bagaimana kontrak berakhir jika vendor gagal memenuhi 
kewajiban? Banyak proyek terlihat berhasil pada fase demonstrasi, tetapi melemah setelah tim awal 
berpindah. Kesiapan operasi dan regenerasi talenta harus diperiksa sebelum komitmen jangka panjang 
dibuat. 

Pertanyaan terakhir menyangkut legitimasi. Apakah warga kampus diberi ruang untuk memahami, 
menguji, dan mengkritik sistem? Apakah keputusan pilot dan hasil evaluasinya dapat dibaca oleh 
senat, fakultas, serta perwakilan mahasiswa? Legitimasi tidak sama dengan persetujuan bulat; ia 
tumbuh dari proses yang terbuka, alasan yang dapat dijelaskan, dan kesediaan memperbaiki 
keputusan. Inilah fondasi sosial bagi kampus cerdas yang tidak hanya efisien, tetapi juga dipercaya. 

Checklist tersebut sebaiknya digunakan dalam rapat keputusan, dokumen pengadaan, dan evaluasi 
semester. Dengan menempatkan pertanyaan yang sama pada berbagai tahap, universitas dapat 
mengurangi jarak antara kebijakan dan praktik. Unit yang mengusulkan sistem diminta menunjukkan 
masalah, bukti, serta rencana pemulihan; unit yang mengelola risiko menilai proporsionalitas; dan 
pimpinan menetapkan keputusan yang dapat ditinjau kembali. Prosedur demikian menjadikan kehati-
hatian bagian dari manajemen, bukan hambatan birokratis yang hanya muncul setelah masalah terjadi. 
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Kampus juga perlu membedakan eksperimen pedagogis dari keputusan administratif berisiko tinggi. 
Penggunaan AI untuk memberi contoh tulisan di kelas memiliki konsekuensi berbeda dari penggunaan 
model untuk menolak bantuan keuangan atau menentukan kelayakan akademik. Perbedaan tingkat 
dampak harus tercermin dalam persetujuan, dokumentasi, pengujian, dan pengawasan. Klasifikasi ini 
membuat sumber daya pengendalian diarahkan kepada tempat yang paling memerlukan perhatian 
tanpa menghambat inovasi yang aman. 

Dengan demikian, transisi menuju kampus cerdas dapat berlangsung sebagai proses pembelajaran 
bersama. Setiap pilot menambah bukan hanya kemampuan teknologi, tetapi juga pengetahuan tentang 
kebutuhan warga, kelemahan proses, dan batas yang harus dihormati. Pengetahuan tersebut menjadi 
aset strategis yang lebih tahan lama daripada satu produk perangkat lunak. Ia membantu perguruan 
tinggi mengambil keputusan yang lebih dewasa ketika model baru, regulasi baru, dan tuntutan 
masyarakat terus berkembang. 

Satu pelajaran penting dari seluruh pembahasan adalah perlunya membedakan kecepatan inovasi dari 
kedewasaan inovasi. Kecepatan diperlukan agar universitas tidak tertinggal, tetapi kedewasaan 
menentukan apakah perubahan tersebut dapat bertahan, diterima, dan menghasilkan manfaat yang 
adil. Institusi yang matang memberi ruang bagi percobaan cepat dalam batas aman, lalu menuntut 
bukti sebelum memperluas penggunaan. Dengan cara itu, kegagalan kecil menjadi sumber belajar dan 
tidak berkembang menjadi kegagalan sistemik. 

Pelajaran berikutnya menyangkut bahasa kepemimpinan. Warga kampus tidak membutuhkan janji 
bahwa AI akan menyelesaikan semua masalah. Mereka membutuhkan penjelasan mengenai masalah 
yang dipilih, manfaat yang diharapkan, batas penggunaan, dan cara memperbaiki kesalahan. Bahasa 
yang jujur memperkuat partisipasi karena orang dapat menilai perubahan dengan dasar yang nyata. 
Komunikasi menjadi bagian dari tata kelola, bukan sekadar kegiatan promosi proyek. 

Transformasi juga perlu dipandang sebagai investasi hubungan. Data yang terhubung, model yang 
dapat diaudit, dan layanan yang responsif tidak akan bernilai bila unit saling menyembunyikan 
informasi atau pengguna tidak percaya pada pengelolanya. Kerja lintas fakultas, forum senat, 
kemitraan industri, serta dialog dengan masyarakat membentuk jaringan sosial yang menopang 
infrastruktur teknis. Di sinilah manajemen universitas berperan sebagai penghubung, penerjemah, dan 
penjaga arah. 

Bagi dosen dan mahasiswa, kampus cerdas menawarkan kesempatan untuk mengubah kampus 
menjadi ruang eksperimen yang bertanggung jawab. Mahasiswa dapat meneliti data mobilitas, energi, 
atau pembelajaran; dosen dapat mengembangkan asesmen yang menilai proses berpikir; tenaga 
kependidikan dapat menyederhanakan layanan; dan pimpinan dapat menggunakan evaluasi untuk 
memperbaiki kebijakan. Semua kegiatan itu perlu dilindungi oleh aturan etika, sehingga kreativitas tidak 
berubah menjadi eksploitasi data atau pengawasan berlebihan. 

Arah akhirnya tetap sederhana meskipun pelaksanaannya kompleks: universitas harus menjadi lebih 
mampu menolong manusia belajar, menemukan, bekerja sama, dan melayani masyarakat. AI adalah 
salah satu sarana penting untuk mencapai tujuan tersebut. Ia bukan ukuran martabat universitas dan 
bukan pengganti pertimbangan moral. Ketika teknologi ditempatkan dalam misi yang jelas, kampus 
digital dapat tumbuh menjadi kampus cerdas yang berdaya guna, inklusif, dan layak dipercaya. 
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Catatan Penulis 

Artikel ini ditujukan sebagai bahan pengayaan akademik, diskusi manajemen perguruan tinggi, dan 
dasar penyusunan kebijakan transformasi digital berbasis AI. Setiap institusi perlu melakukan penilaian 
hukum, keamanan, etika, dan kesiapan sumber daya sebelum menerapkan sistem pada proses yang 
berdampak tinggi terhadap individu. 
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